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ABSTRAK 

Meni Mardiaru 
Magister Kenotariatan 
Pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umtun Pemegang Saham 
Per.seroan Terbatas (Analisis Putusan Pengadllan Tinggi 
Nomor 50/PDT/2003/PT.DKI) 

Dalam lrnsus :;ang penulis anaJisis bahwa telah teJjadi persengketaan antarn I.C.I 
Omicron B. V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana lreduanya selaku pemegang 
saham dalam PT !.C.! Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal 
penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua :;ang diselenggaralrnn oleh Direksi 
PT !CI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur 
yang barn. Yang menjadi permasaJahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah 
yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umurn Pemegang Saham kedua 
tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikailkan dengan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas? Apakah basil keputusan Rapat Umum Pemegang Saharn kedua 
yang Ielah dilaksana!rnn dapat dibataJkan oleh pengadilan? Apalrnh pertimbangan­
pertimbangan hukurn yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara se­
hingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jalrnrta No. 50/PDT/2003/PT.DKT? 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder 
sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau 
tidaknya suatu kepulusan RUPS bergantung pada tiga bal, yaitu pemanggilan RUPS 
yang dilakukan, kuorurn kebadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan 
keputusa.n, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah rnemenuhi tiga hal 
tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah 
dan mengikat para pernegang saharn Perseroan, tidak dianggap cacat hukurn atau 
batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis :;ang keliru perihaJ rnateri pembahasan 
dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pernbatalan keputusan RUPS 
tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana 
temyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 
235/PdtP/200lfPN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga 
diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang 
memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempWlyai 
kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan 
Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKl. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim 
dalam memutuskan perlrnra tersebut adalah bahwa penggantian anggnta Direksi 
bukan bagian dari materi hukurn perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar 
dan perlu persetujuan dari Menteri Hukurn dan HAM Rl, melaiokan merupakan 
materi perubaban lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM Rl 
paling lam bat I 4 (em pat bel as) heri terbitung sejak keputusan RUPS. 

Kala Kunci: Penetapan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. 
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ABSTRACT 

Meni Mardiani 
Magister Kenotariatan 
The Withdraw! of Shareholders General Meeting Decision of 
The Limited Liability Company (Decision Analysis of Supreme 
Court Number 50/PDT/2003/PT.DKl) 

In case the writer analysis that already raised a dispute between LC.I Omicron B. V. 
and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT IC.I Paints Indonesia 
(hereinafter referred to as PT !Cl) subject of the quorum existence stipulating in the 
second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT 
ICI which agenda is to release and discharge of Board of Direetors and to appoint the 
nev"' Director. The problems Is which requirements and procedures that must be 
fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the 
prevailing regnlalions related to the Limited Liability Company Regulation (Undang­
Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of 
Shareholders that has baen executed can be canceled by the Court? What is the law 
consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court 
Decision No_ 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography 
research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to 
fulfill tbe validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on 
three matters, which are the invitation of meeting,. the quorum existence of 
shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three 
requirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in the 
meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null 
and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering 
the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of 
General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the 
District Court of South Jakarta as mention in the "Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Se!atan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation by 
the law, tberefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan 
which decide in Putusan No. 249/PdtG/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan No. 235/PdtG/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become 
null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 
50/PDT/2003/PT.DKl. The law consideration 1aken by the judge to deliver the 
decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider 
as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the 
Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change 
which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) 
days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders. 

Keyword Decision of Supreme Court Number 50/PDT/2003/PTDKI 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANGPERMASALAHAN 

Manusia selaku pendukung hak yang mempunyai kepentingan perseomngan 

(individual) dapat pula mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainnya. 

Mereka mempeljuangkan suatu kepentingan tertentu. berkumpul dan 

mempersatukan diri, menciptakan suatu organisas~ memilih pengurus-.pengurusnya 

yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayann 

dalam organisasi yang dihentuknya tersebut yang terpisab dari harta mereka masing­

masing dan akhimya menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka 

dalam hubungannya satu sama lain. Perkumpulan manusia yang mempWlyai 

kepentingan bersarna dan terbentuk dalam organisasi ini merupakan suatu kesatuan 

yang mempunyai hak-hak sendiri, terpisah dari hak-hak para anggotanya dan 

mempunyai kewajihan sendiri yang terpisab dari kewajihan pam anggotanya dan 

dapat melakukan perbuatan huknm sendiri di dalam maupun di luar huknm. Dengan 

demikian perkumpulan yang terhantuk itu mampu menjadi pendukung hak dan 

kewajiban sebagaimana subyek hukum terlepas dari manusia~manusia yang menjadi 

anggota kesatuan itu. Subyek hukurn yang bam dan berdiri sendiri inilah yang 

dimaksudkan dengan badan huknm. 1 

Terhadap hadan huknm tersebut terdapat teori-teori mengenai badan hukum 

mencoba untuk menerangkan suatu gejala huknm, yaitu adanya suatu organisasi 

yang mempunyai bak dan kawajihan sebagairnana subyek huknm orang. Di satu 

pihak, hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendakuya, tetapi di lain pihak 

1 Ali Rldho, &viaJJ Hukum !)an Kedudula:m Hukum Bada11 Hulrum PcrseroaJJ, 
Kopem.!i.Yayasan. Wallif, (Bandung : PT Alumni, 1986). haL 5. 
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dibutuhkan suatu lrerja sama yang mempunyai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

orang. 

Dengan demikian dari teori-teori badan hulrum tersebut depat dibagi menjudi 

dua kelompok teori sebagai berilrut :2 

l. Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud 

yang nyata~ dianggap mempunyai "panca indera" sendiri seperti manusla, 

akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia. 

2. Kedua, mereka yang menganggap baden hukum itu tidak sehagai wujud yang 

nyata. Di belakang badan hukum itu sebenamya berdiri manusia. Akibatnya, 

kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu, adalah kesalahan 

rnanusia yang berdiri di belukang badan hukum itu secara bersarna-sama. 

Perbedaan teori mengenai baden hukum ini mempunyai implikasi yang besar 

terbadep pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang 

berada dibelakang badan hukmn tersebut. 

Salah satu bentuk baden hukum menmut hukum Indonesia adelah perseroan 

terbatas (selanjulnya disebut PT) yang didirikan berdasarkan pe~anjian, rnelakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang selmuhnya terbagi dabun salbam 

mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak 

dan kewajiban yang depat melakukan perbua1an hukum baik di delam maupun di 

luar pengadilan serta mempunyai haria yang terpisah dari pem pengurusnya maupun 

para pendirinya. Para pendiri yang juga pemegang sabam tidak dapat dibebani 

tanggungjawab yang melebihi nominal sabam yang dimilikinya. 

Definisi mengenai PT ini memang tidak dijumpai delam peraturan lama yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek van Koophandel voor 

Nederlamhch lndie). Narnun demikian dari pasal-pasal 36, 40, 42 dan 45 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai 

unsur-unsur sebagai barikut : 

1 Chldir Al~ Badan Hrlkum, Cet I, (llandung: PT Alumni, 1987), hal42. 
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a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero 

(pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai 

jaminan bagi semua perikatan perseroarL 

b. Adanya pesero (pemegang saham) yang tanggung jawabnya terbatas pacta 

jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam 

rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam 

organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi 

dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan 

perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum menetapkan hal-hal yang belum 

ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain-lain. 

c. Adanya pengmus (direksi) dan pengawas (dewan komisaris) perseroan dan 

tanggung jawabnya terba!as pacta tngasnya, yang harus sesuai dengan anggaran 

dasar atau keputusan RUPS. 3 

Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Nomor l Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai 

berlaku pada tanggal 1 Maret !996 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor I 

tahun 1995)4
, kemudian diganlikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan rnulai berlaku sejak tanggal 16 

Aguatus 2007 (sela.njutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)', 

ditegasken peogertian tentang PT sebagaimana disebutkan dalaro pasal I Undang­

Undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi ; 

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum 
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarlkan peljanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
sabam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya." 

3 R. Hadil.."Usuma Sutantyo dan Soemantoro, Pengertian Pokok Hukum Peru:sahaan, Bentuk­
bentrck Perusalra011 Yang ber/aku di Indonesia, {Jakarta: Rajawali Pers. 1991}, haL 40. 

4 Indonesia {a). Undtmg-Umlang Perseroall 1Brbatas, UU No. I Tabun 1995, LN No, 13 
Tahun 1995, TLNNo.3581. 

$Indonesia (b), [/iu:fang~Undtmg Perseuxm Terbatas, UU No, 40 Tahun 2007, LN No. 106 
Tahun 2007, TLNNo. 4756. 

Universitas Indonesia Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



4 

Seringkali dengan berjalannya waktu terjadi ketidakcocokan antara kedua belab 

pihak yang telah berjanji untuk membentuk PT tersebut dalam menjalankan kegiatan 

usaba yang selanjutnya salab satu pemegang sabam mengajukan pennohonan 

penyelesaian masalah tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. Undang-Undang 

Perseroan Terbatas telah memberikan alas yuridis hila teijadi ketidakcocokan antar 

dua pemegang saham perseroan dengan presentase kepemilikan berimbang. 

Sebagaimana bunyi pasal I ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tabun 2007 yang 

menjelaskan 

"Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan 
Komisaris." 

Rapat Urn urn Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) merupakan 

organ perseroan yang keduduk:annya adalah sebagai organ yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 4 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu : 

"Rapat Umurn Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ 
perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberik:an kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar" 

Dalam hal ini dapat diartikan kekuasaan RUPS adalab tidak mutlak, maksudnya 

kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti 

bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan 

undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kekuasan 

tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserabkan 

kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan pula 

bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh RUPS. 

Dalam RUPS seringkali kita temukan kuorum tidak tercapai karena tidak 

hadimya sebagian pemegang sabam meskipun para pemegang sabam telab dipanggil 

untuk menghadiri RUPS secara sab. Ketidakhadiran pemegang saham yang 

bersangkutan dapat disebabkan oleh ketidaksepakatan terhadap agenda RUPS. 
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Dalam hal terjadi demikian, Direksi atau Dewan Komisaris dapat melakukan 

pemanggilan RUPS kedua. 

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan 

para pemegang saham, maka sudah sewajamya bahwa semua keputusan yang 

berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang 

saham, misalnya perubahan anggaran dasar. pennohonan agar Perseroan dinyatakan 

pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham 

baru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS. 

Selanjutnya apabila kuorum RUPS kedua tetap tidak tercapai, menurut Undang­

Undang No. 40 Tahun 2007, perseroan dapat memohon kepada ketua pengad.ilan 

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas 

permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Undang-Undang 

rnengatur hal ini untuk menghindari kebuntuan pengambilan keputusan yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya kegiatan perseroan. 

Dalam kasus yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah menyangkut masalah 

kuorum kehadiran untuk: memutuskan pergantian Direksi PT I.CJ Paints Indonesia 

(selanjutnya disebut "Perseroan"), dimana dalam kasus tersebut RUPS pertama yang 

diselenggarakan oleh Direksi Perseroan tidak dapat dilaksanakan karena kuorum 

kehadiran sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah 

dikeluarkan Perseroan tidak terpenuhi,6 selanjutnya Direksi Perseroan mengadakan 

panggilan RUPS kedua dengan kuorum 1/3 (satu per tiga) dari seluruh pemegang 

saham hadir dan terwakili sehingga RUPS Kedua dapat mengambil keputusan sah. 7 

Namun dalam peijalanannya salah satu pemegang saham yang tidak hadir dalam 

RUPS Kedua tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena RUPS 

Kedua tersebut tidak memenuhi kuorum dengan alasan bahwa perubahan Direksi 

6 Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian PT LC.I Paints Indonesia tanggal 11 Agustus 1971 No. 21 
yang dibuat dihadapan E. Pondaag, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Anggaran Dasar 
Perseroan). 

1 Indonesia (a), Pasa..l 73 ayat (2) jo ayat (5). 
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Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar sehingga ha:rus tetap dipenuhi 

Jruorum 314 (tiga per empal) pemegang saharn harus hadir dan terwakili8 

Berkenaan dengan hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut perihal apakah 

basil keputusan Rapat Umum Pernegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat 

dibatalkan oleh Hakim? Kemudian Persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus 

dipenuhi dalarn penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saharn kedua tersebut 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas? Selanjutnya apakah pertimhangan-pertimbangan hulrum yang 

dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan 

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Hal ini menarik untuk diteliti 

karena para pemegang saharn yang tidak dapat menemukan titik tengah dnlarn 

pengambilan keputusan dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadirnn sebagai 

salah satu persyaratan dalam RUPS. Dalarn hal ini, penulis mencoba menganalisis 

suatn kasus yang melibatkanl.C.I Omicron B. V. sebagai pemegang 55% (lima puluh 

lima persen) saham dalarn Perseroan dan PT Dwi Sattya Utama sehagai pemegung 

45% (empat puluh lima persen) saharn dalam Perseroan yang mana keduanya selaku 

pemegang saham dalam Perseroan perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS 

kedua yang diadakan oleh Direksi Perseroan dengan agenda pembebasan tugas 

Direktur lama dan pengangkatan Direktur yang baru tertanggal 13 Agustus 2001. 

Seb>lan sebelunmya diadakan RUPS pertarna pada tanggal 24 Juli 2001 yang 

kemudian dibatalkan dengan alasan kuorum tidak terpenuhi hardasarkan ketentnan 

dalam Pasall4 ayat (5) Anggaran Dasar PI ICI karena PT Dwi Sattya Utama selaku 

pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) tidak 

hadir. Selanjutnya Direksi PT ICI mengadakan RUPS kedua pada tanggal 13 

Agustus 200 I dengan pengumuman sura! undangannya melalui harlan Pos Kota dan 

The Jakarta Post tertanggal 16 Juli 2001 dengan agenda RUPS mengenai 

pembahasan penunjukan 3 (tiga) Direktur barn dan pembebasan tugas Direksi yang 

lama. 

8 Op,cil., Pasal 13 ayat (1 ). 
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RUPS kedua tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh I. C.! Omicron B. V. selaku 

pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dan telah 

mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur perseroan yang barn dan 

pembebasan tugas Direksi yang lama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang­

Undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, walaupun dengan PT Dwi 

Satrya Utama tidak hadir dalam RUPS kedua tersebut. PT Dwi Satrya Utama 

menganggap agenda RUPS kedua yaitu penggantian Direksi merupakan materi 

hukum perubahan anggaran dasar sehingga dasar penentuan kuorum dan 

pengambilan keputusan seharusnya adalah ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 

ayat (2) Anggaran dasar Perseroan jo Pasal 75 Undang-Undang No. I Tahun 1995. 

PT Dwi Satrya Utama kemudian mengajuk:an permohonan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan keputusan RUPS kedua tanggal 13 

Agustus 2001 tidak sah dan batal demi hukum. 

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

sebagaimana temyata dalam Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tertanggal 

4 Oktober 2001 dengan pertimbangan bahwa RUPS kedua Perseroan bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (I) Anggaran Dasar dan Pasal 75 

Undang-Undang No.! Tahun 1995 maka Keputusan RUPS kedua Perseroan tanggal 

13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum sehingga dianggap tidak sah dan oleh 

karenanya batal demi hukum. 

I.C.I Omicron B.V. yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Penetapan 

Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel mengajukan gugatan secara perdata pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan RUPS kedua dalam proses 

penyelenggaraan dan pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran 

Dasar Perseroan dan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. I Tahun 1995 sehingga 

berhak mengambil keputusan karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 

paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saharn dengan hak suara 

yang sah. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

sebagaimaoa temyata dalarn Putusan Nomor 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel yang 

menyatakan Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 

batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan 
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penyelenggaraan RUPS kedua Perseroan berikut penentuan jumlah knorum dalam 

pengambilan keputusan Ielah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar 

Perseroan Pasal 18 jo Pasal 73 Undang-Undang No. I Tahun 1995. Putusan tersebut 

dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 50/PDT/2003/PT.DKI tertanggal 10 Juli 

2003. Demikianlah unrian singkat mengenai !alar belakang masalah dalam penulisan 

tesis ini. 

B. POKOK PERMASALAHAN 

Pokok permasalaban dalam penulisan tesis ini dibatasi sesuai dengan judul 

tesis tersebut diatas, hal ini dimaksudkan agar pembahasan tesis ini tidak terlalu 

menyimpang dari materi penulisan. Pokok permasalahan ini berdasarkan pada Jatar 

belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu pokok 

permasalaban yang akan dihahas dalam tesis ini adalah sehagai berikut : 

l. Apakah persyaratan dan prosedur yang hams dipenuhi dalarn penyelengg;uaan 

Rapat Umum Pernegang Saham kedua berdasarkan ketentuan yang berlaku 

dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? 

2. Apakah basil keputusan Rapat Umum Pemegang Saharn kedua tersebut yang 

telah dilaksauakan dapat dibatalkan oleh Pengadilan? 

3. Apakah pertimbangan-pertimbangan hukurn yang dipergunakan hakim dalam 

memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

No. 501PDTI20031PT.DKI7 

C. METODE PENELlTIAN 

Metode Penelitian Hukum Nonnatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan 

identitas disiplin hukum sebagai ilrnu hukum, dimana pengolahan data adalah 

kegiatan untuk mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 9 

Dalam hal ini, penelitian kepustakaan akan lebih diutamakan. Metode penelitian 

nonnatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan analisis 

9 Sri Mamudji, e1 af., Meie>tk Penelitkm dan Pe1mlisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit 
Falrultas Hukum Universitas Indonesia, 2005}, hal. 68, 
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terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur tentang 

perseroan terbatas dan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. 

Tipologi penelitian yang diguoakan adalah penelitian yang hersifat 

eksplanatoris. Tipologi ini hertujuan untuk memberikan gambarnn yang lebih 

mendalam dalam menjawab permasalaban yang dikemukakan. 

Dalarn rnelakukan penelitian ini peneliti mengguoakan jenis data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah studi dokumen, Studi dokumen ini menggunakan sumber primer berupa 

peraturan perundang-undanguo yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan 

peraturan pelaksanaannya. Tujuan penggunaan swnber primer adalah untuk: mencari 

landasan hukum dalam rnembuat analisis penelitian ini. Peneliti juga menggunakan 

sumber sekunder berupa buku-buku, artikel maupun tulisan-tulisan ilmiab yang 

terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Tujuan penggunaan sumber seknnder 

ini adalah untuk mencari landasan teoritis dan mencari acuan dalam membuat 

analisis serta memperkuat data. Selain itu, peneiiti juga menggunakan sumber tersier 

berupa abstrak, bibliografi, kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk 

menunjang sumber hukum primer dan sumher hukum sekunder. 

Metode analisis data yang diguoakun adalab metode analisis kualitatif yang 

bertujuan untuk memherikan gambarnn secara deskriptif analitis menganai 

permasalaban yang ada dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan 

dan implikasinya pada perseroan terbatas. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I, berisi tentang pendabuluan yang meliputi Latar Belakang 

Pennasalaban, Pokok Permasalaban, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II, berisi tentang pengertian perseroan terbatas, organ perseroan 

terbatas, bagaimana persyaratan dan prosedur suatu perseroan terbatas yang akan 

melakukan rapat umum pemegang sabam {RUPS) kedua dan keabsahan basil 

keputusannya berdasarkan peraturan perundangan tentang perseroan terbatas heriknt 

tindak lanjut yang dilakukan oleh diraksi perseroan terbatas atas basil keputusan 

tersebut pada instansi yang berwenang. Selanjutnya dibabas kewenangan pengodilan 
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dalam proses pemeriksaJUl perksra pembatalan basil keputusan RUPS kedua tersebut 

berikut pertimbangan"pertimbangan hukum yang mendasarinya. 

Studi kasus atas perksra pembatalan hasil keputusan rapat umum pemegang 

saham perseroan terbatas sebagaimana temyata dalam putusan Pengadilan Tlnggi 

Jakarta No. 50/PDT/2003/PTDKl Bab ini juga memuat analisa penulis terhadap 

kasus. antara Jain mengenai keabsaban proses penyelengaraan RUPS PT ICI dan 

mengenai perubahan Direksi PT termasuk perubahan anggaran dasar atau tidak 

menurut Undang-Undang No. I tahun 1995. 

Bab Ill, berisi tentang Kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dari 

hasil uralan atau pembahasan dari seluruh tcsls dan saran untuk menyelesaikan 

masalab yang dihadapi_ 
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BABII 

PEMBATALAN HASIL KEPUTUSAN 

RAP AT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS 

(ANALJSIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 

50/PDT/2003/PT .DKI) 

A. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah entitas bisnis yang penting 

dan terdapat di dunia ini, termasuk Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu 

kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan 

manusia. PT telah menciptakan lapangan keija, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan 

ekonomi dan sosial. 10 Perseroan Terbatas adalah salah satu badan usaha yang relatif 

dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia dan banyak: diminati oleh para pelaku 

usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang ada di Indonesia. 11 Dengan 

dominasi yang besar di Indonesia, PT Ielah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa 

Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) sehingga PT merupakan salah satu pilar perekonomian 

nasional. 

10 Rl Bob Tricker, Makalah disampaikan pada National Workshop on Good Governance, 
Seoul, 1998. 

11 Norman S Pakpahan, "Perseroan Terbatas Sebagai lnstrumen Kegiatan Ekonomi", Jumal 
Hukum Bisnis, Tahun 1996, hal. 73. 
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Kala "perseroan" dalam pengertian unrum adalah perusahaan atau organisasi 

usaha. Sedangkan "perseroan terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha 

atau badau usaha yang ada dau dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. 12 

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia 

adalah Perseroan Finna (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire 

Vennaotsclrap ), dan Perseroan Terhatas (PT). Masing-masing badan usaha tersebut 

mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, khususnya dalam 

masalah prinsip tanggung jawabnya. Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu 

Bab Ill Bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut 

KUHD). Selain itu masih ada beutuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang­

Undaug Hukum Perdata (selafliutnya disebut KUHPerdata) yang disebut Maatschap 

atau persekutuan perdata. Sebutan a!au bentuk PT ini datang dari hukum dagang 

Belanda (WvK) dengan singkatan NV alllu Naamloze Venootschop, yang 

singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan 

PT. 

Apabila memperhatikan kata "perseroan", pokok katanya adalah "sero" yang 

artinya saham a !au andil ( aandeel) sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham 

atau sero disebut perseroan~ sedangkan yang memHiki sero dtnamakan ... pesero .. atau 

yang sekamng lebih dikenal dengan sebutan pemegang sabam. 

PT tidak menggunakan nama salah seorang a!au lebih di antara para pemegang 

sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja 13
. Baik 

KUHPerdata maupun KUHD secara formal belum pemah diganti melalui undang­

undaug. Undang-undaug tersebut telab berlak:u sejak lama berdasarkan S!aatsblad 

1847 Nomor 23. Akhirnya untuk menggantikan undaug-undang peninggalan 

Belanda, setelah melalui proses yang cukup lama, peda tanggal 7 Maret 1995 

diundangkan oleh pemerin!ah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 

12 f. G. R.ai Widjaya,. Hukum Perusahaa:n Perseraan Terbatas, Cet li, {Bekasl : Kesaint Blanc, 
1995), hal. I. 

" Lihat Pasal 36 Kitab Undang-Undaog Hukum Dagang. 
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku 

sejak tanggall6 Agustus 200714 

PT sebagai bentuk perusabaan yang banyak dipilih dibandingklln dengan bentuk 

yang lain dikarenakan oleh dua hal : 

L PT merupakan asosiasi modal, dimana ada kemudahan bagi pemegang saham PT 

untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain; 

2. PT merupakan badan hukum yang mandiri berdasarkan pasal 3 a)'llt (1) Undang­

Undang Nomor 40 Tahun 2007: 

"Pemegang sabam Perseroan tidak bertanggnng jawab secara pribadi alas 
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab alas 
kerugian Perseroan melebihi saham )'ling dimiliki". 

Seeara ekonomis, unsur pertanggungjawahan terbatas dan pemegaog saharn PT 

tersebut merupakan fuktor yang panting sebagai urnpan pendorong bagi kesediaan 

para calon penanam modal untuk menanarnkan modalnya dalam PT. 15 

Ciri-ciri suatu Perseroan adalah : 16 

a Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawah secara pribadi atas perikatan 

yang dibuat alaS nama perseroan, dan 

b. Pemegang sabam tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai 

saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta keka)'llaJl pribadinya. 

Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri 

yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :17 

a. Sebagai asosiasi modal; 

J
4 Undang-Undang Nomor I Talum 1995 dan Undang·Undang No. 40 Ta.hun 2007 bersama­

sama selanjutnya disebut UUPT. 

u Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Winston : " .. . ge11erally, people prefer to 
choose limited liaullity company as a corporate body for their new established company since they 
confide ihai shareholders lu:we not personally hold responsibilities for the company •s financial loss, 
except what are slated in their nominal shares". Liha:t Kenny Wmston, "Piercing The Corporate 
Veil",JumaiHuhfl'IIBisnis, VoL 15, Taltun2001, haL 53. 

1
q tG. R.ai Widjaya, op.cit., hat3. 

l1 fl>jtf. 
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b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang 

pemegang saham; 

c. Tanggungjawab pemegang saham adalah terbatas peda yang disetorkan; 

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengums/Direksi; 

e. Mempunyai komisaris yang barfungsi sebagai pengawas; 

f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa 

disingkat dangan RUPS. 

Dalam hal-hal tertentu tidak menutup kernungkinan bahwa tanggung jawab 

terbatas pemegang saham tersebut bisa hapus. Yang dimaksud "hal-hal tertentu" 

antara lain apabila terbuku bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi 

pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan 

semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi 

tujuan pribadinya. Atau dengan perkataan lain bahwa ketentuan atau ciri perseroan 

tersebut di alas yaitu pertanggungjawaban terbatas pemegang saham, tidak berlaku 

apabila: 18 

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 

b. Pemngang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, 

dengan itikad butuk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan 

pribadi; 

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh perseroan; atau 

d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidalc langsung, 

secara melawan hakum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan 

kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan" 

18 1bid. 
1' Pertanggungjawaban terbatas menurut Prof. Dr. R.udhi Prasetya, SH., dalam pengertian, hila 

teljadi hutang at.au k:erugian-kerugfan maka butang itu akan semata-mata dibayar seeukupnya dari 
harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Sebaliknya mereka yang menanamkan modalnya dalam PT 
(baca : pemega.ng saham) secara pasti tidak: eka.n memikui kerugian butang itu Iebih dari bagtan harta 
kekayaannya yang tertanam dalam PT. Jadi m!lkna .. terbataS' itu sekaUgus mengandung arti 
kelel'batasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modat OJeh karena itu tanggungjawab 
terbat.as Jtu mempunyai arti penting stbagai umpan pendorong agar bernedia ikut serta menaruunkan 
modal. Dengan pertanggungjawaban terbatas itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan terfebih 
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Hal tersebut dikenal dengan istilab "piercing the corporate veil" atau "lifling the 

ve;f', yang artinya men em bus cadar perusahaan. 

2. Perseroan Terballls Sebagai Badan Hukum 

Masyarakat, pengusaha kbususnya telah mengetahui babwa PT adalab suatu 

badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang 

manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisa!t secara tegas dengan harta 

kekayaan prihadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan 

dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses di depan pengadilan 

Dalam konteks komersial, dari berbagai bentuk perusabaan yang hidup di 

Indonesia, seperti firma, persekutnan knmanditer, koperasi dan sebagainya, bentuk 

perusabaan PT merupakan bentuk yang paling lazim, habkan sering dikatakan babwa 

PT merupakan bentuk perusahaan yang dorninan. Lebih dipilihnya PT sebagai 

bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua 

hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal dan kedua, PT merupakan badan hukutn 

yang mandiri. Sehagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham 

untuk mengaJihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum 

yang mandiri pertanggnngjawaban pemegang saham PT hanya terbatas nilai saham 

yang dimiliki dalam PT. 

llmu hukutn mengenal ada dua snbyek hukum, yaitu nrang dan badan hukum. 

Defrnisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black's Law 

Dictionary dinyatakan babwa : 

"legal entity ada1ah legal existence, an entity other than a natural person, who 

has sufficient exixtence in legal contemplation that it can function legally, sue or 

to he sued, and make decisions through agents as in the case of corporations". 20 

dahulu berapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita. Lihat Rudhi Prasetya, 
Kedudttkml Mantliri Persercxm Terbali:t!J Disertai lJmgtni U/asan Mentd'ill UU No, I Tahtm 1995 
Tentang Perse.roan Terbatas, Cet, I, (Bandung : PT Citra Arlitya Bf!kti, 1995), hat 13. 

20 Henry Campbell Black, Blad 's Law Dielionazy, Sixth F.dition, (St Paul Minn: West 
Publishing Co, 1990). 
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Sementara dalam karnus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartiknn 

dengan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewaj iban 

seperti orang-orang prihadi. 21 

Pengaturan dasar dati badan hukum terdapat dalam pasal 1654 KUHPerdata yang 

menyatakan : 

Semua perkumpulan yang sab adalah seperti halnya dengan orang-orang 
preman, barkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak 
mengurangi peratumn-peraturan umum~ dalam mana kekuasaan itu telah 
diubah, dihatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. 

Yang dimakaud dengan "perkumpulan" disini adalah perkumpulan dalam arti 

luas, tennasuk didalamnya persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling 

" menanggung. -- Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak 

berbadan hukum. 

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum ialah : 

a. persekutuan perdata; 

b. persekutuan firma; 

c. persekutuan komanditer. 

Adapun perkumpulan yang berbadan hukum antara lain :23 

a. koperasi, dan 

21 Kamushukum.com yang bersumbef dari /lukum Perseroan Terbatas, Yayasan dm1 Wakaj, 
Rochmat Soemitro, (Bandung: Eresco, 1990). 

22 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar 
Hufmm Dagung, Jilid 1, Get. V, {Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985). 

ll Chldir Ali, BadatJ Hukum, Cet.l, (Bandung: PT Alumni, 19&7}, hal. 113. 
Perkumpulan jenis ini sebagaimana dimaksud dalam pasal I Staatsblad 1870 No. 64 (berdasarkan 
Keputusan Raja tansgal 28 Maret 1 870), yaitu perkumpulan yang akta pendiriannya disabkan oleh 
pejabat yang ditunjuk oieh Gubernut Jendra! (pada waktu itu Directwr van Justitie - kini Menteri 
Hukum & HAM RI). Perihal anggaran dasar dan syarat-syarat pendiriannya sebenarnya tidak!belum 
ada ketentuan baku yang me.ngatur mengenai bentuklformat standar anggaran dasar Perkurnpu!an 
yang berbadan hukum sebagaim.ana hainya yayasan dan PT. ~amun. karena harus me!alui proses 
pengesahan dari Menteri. maka tentu saja harus melalui proses yang hampir mirip dengan pendiria.n 
yayasatt Bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Karena dari sisi prosesnya memang hampir sama. juga 
untuk anggaran dasarnya lwus mencantumkan keteotuan mengenai : 
- Jangka waktu, 
- modal yang dipisahkan 
- rnaksud dan tujuan 
- organ Perkumpulan yang terrliri dari pendiri, pembina, pengurus dan peogawas 
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b. perkumpulan saling menanggung. 

Perbedaan keduanya tampek sekali pada prosedur mendirikan badan-badan tersebut. 

Untuk mendirikan suatu badan hukum mutlak diperlukan pengesahan Pemerintah. 

Berdasarkan pasall654 KUHPerdata tersebut di atas terdapat empatjenis badan 

hkum . 24 u • yattu: 

(1) badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umurn 

(pemerintah/negara), contohnya propinsi, kotapraja. bank-bank yang didirikan 

oleh negara; 

(2) badan hukum yang diakui o!eh kekuasaan umum, contohnya perseroan, subuk di 

Bali; 

(3) badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan; 

(4) badan hukum yang didirikan untuk suatu muksud atau tujuan tertentu yang tiduk 

bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. 

Badan hukumjenis ke-3 dan ke-4 terse but dinamakan pula badan hukum dengan 

konstruksi keperdataan, contohnya seperti yang diadakan oleh omng-orang untuk 

membentuk partai politik, perseroan terbatas.15 

Badan hukum (rechlpersoon) adalah suatu badao (entity) yaog kebemdaanoya 

terjadi karena hukum atau undang-undang 1ii Suatu badan hukum (legal entity) lahir 

karena diciptakan oleh undang-undang, karena diperlukan oleh masyarakat dan 

pemerintah. Yangjelas badan hukwn diaoggap sarna dengan manusia, yaitu sebagai 

"manusia buatanltiruan'' atau "arliflcial person" yang merupakan 4'orang tiruan" atau 

orang yang dici ptakan oleh hukum. Namun secara huknm dapat berfungsi seperti 

manusla biasa (natural person atau natuurli,Jke persoon), dia bisa menggugat 

14 Ibid, hal 56. 

:IS Ibid. haL 57. 
26 Pumadi Purba~aka dan Soerjono Soekanto berpendapat berbeda tentang islilah badm1 

hukum (rechtpersoon), yaitu pengertiannya sinonim dengan terjemahan prihadl hukum, Istilah ini 
dlpergunakan dalam bukunya berjudul &ndi-se;uii H11fmm Perdala lntenraskmal (suatu arientasi), 
Edisi 1, {Jakarta : CV Rajawal~ 1983}. 
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maupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai bak dan kewajiban, 

utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.27 

Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa 

bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan, akan 

tetapi perhuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. 

Dalam mekanisme pelakaanaannya badan hukum bertindak dengan perantara 

pengurus-pengurus. Untuk itu ada yang disebut "agent' yaitu orang yang mewakili 

perseroan serta bertindak untuk dan alas nama perseroan. Omng tersebut adalah 

Direkai yang terdiri atas natural persons. Berbeda balnya dengan natural persons 

atau orang, yang setiap saat bisa meninggal, badan hukum tidak bisa mali, kecuali 

memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleb hukum atau undang-undang. 

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai 

suatu subyek huk:um mandiri, persona standi in judicio) dapat melak:ukan perbuatan 

hukum (onrechmatig handel en; tart). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan 

(doe/matigheid) dan keadilan (bilijlcheid). Oleh karena itu dalarn hukum perdata, 

suatu korporasi (Jega/ person) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan 

melawan hukum, disamping para anggota direkai sebagai natural persons. Dikatukan 

bebwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan 

manusia ( direksi, manajemen), maka pelimpaban pertauggungjawaban manajemen 

(manusia; natural person) menjadi perbuatan korpomsi (badan hukum; legal person) 

dapat dilakukan apabila perbu.atan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku 

sebagai perbuatan korporasi. lni yang dikenal sebagai konsep hukum tentang 'pelaku 

fungsional' lfunc/ionele dader). Pada perkembangannya korporasi juga dapat 

dimintakan pertanggungjawahan secara hukum. 

71 R. Subekti,liukum Perjanjkm, Cet. VI, (lntermasa., 1979). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro 
mengemukakan pengertian badan hulaun, yaltu badan di samping manusia perseorangan juga 
dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban~kewajiban dan 
pedmbungan hukum terbadap orang lain atau badan lain. 

Universitas Indonesia 
Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



19 

3. Modal Perseroan Terbatas 

nrnu ekonorni perusahaan modal diartikau sebagai suatu perwujudan persatuan 

benda yang dapat berupa, banmg, uang dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu 

hadan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian modal di sini berbeda 

dengan pengertian kekayaan, karena dengan kekayaan dimaksudkan selisih antara 

milik hadan usaha itu yang dinilai dengan uang dengan hutang-hutang badan usaha 

yang bersangkutan. Dengan demikian, berarti modal merupakan begian atau salah 

satu komponen harta kekayaan suatu perusahaan, yang nanti akan diperhitungkan 

bersama-sama dengan hutang yang dimi!iki suatu perusahaan" 

Berdasarkau Pasal l ayat (I) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang telah 

dikutip sebelumnya bahwa modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham. 

Hal ini merupakan konsekuensi terhadap syarat pendirian perseroan yang harus 

didirikan berdasarkan pada peljanjian, dalarn hal ini barns melibatkau paling sedikit 

dua orang. Undang-undang mengharuskan para pibak yang terlibat dalam peljanjian 

pendirian suatu perseroan terbatas mengambil hagian sahamnya pada saat perseroan 

didirikan yang merupekan modal setor perseroan. Modal dasar yang telah disetor 

tersebut merupakau kakayann pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik perseroan 

yang awalnya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang telah 

diambilnya. Kekayaan dari perseroan ini di samping merupakau kekayaan realitas 

juga merupakau jaminan hlllang bagi para kreditur perseroan. 

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang meoyatakau 

bahwa setiap pendiri perseroan wajib rnengarnbil bagian saham pada saat perseroan 

didirikan merupakan wujud pemyataan kehendak dari pam pendiri ketika membuat 

peljanjian pendirian perseroan terbatas. 

Kala perseroan menunjuk pada modal perseroan yang terbagi dalam sero atau 

sabam Sedangkan kala terbatas menunjuk pada tanggung jawab terbatas dari selrutu 

pemegang sabam yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.29 Suatu 

perseroan dapat berfungsi dengan baik apebila memiliki sejumlah kekayaan sendiri. 

18 Rachmadi Usman, 1Jimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Ed. I. (Bnndung· PT. 
Alumni, 2004), hal SL 

29 Ibid. 

Universitas Indonesia Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



20 

Kekayaan ini dinmlai dengan perolehannya dari para pendiri yang telah mengambil 

bagian saham dengan kewajiban untuk menyetor sejumlah uang sebesar nilai sabam 

yang telah diambilnya itu. Oleh karena itu pada setiap saham dicantumkan jumlab 

uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut Keseluruban dari jumlab nilai 

saham tersebut merupakan modal dasar. 

Soemitro menyebu!kan sebagai modal saham atau modal sero (maaschappelijk 

kaapilal atau statutaire kaapita[) yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta 

pendirian, merupakan jnmlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan 

surat-surat saham. 30 Sedangkan Kansil menyebut modal perseroan sebagai modal 

masyarakat karena jumlah modal yang disebut di dalam akta pandiriran PT 

merupakan suatu jumlah maksimurn sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat­

surat sabam31 Menurut Prasetyo bahwa apa yang disebut dengan modal perseroan 

(maaschappelijk kaapila/ a/au gemeenschappelijk kaapita[) tiada lain adalah 

keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam PT.31 

Modal perseroan dibedakan dalam :" 

I. Modal Dasar (Authorized Capital atau Equity) 

Modal dasar (authorized capital atau equity) adalah jumlah sabam maksimum 

yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh 

nominal sabam. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar 

suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah 

perseroan tersebut tergolo!\g ke dalam perusahaan kecil, menengab atau besar. 

2, Modal Diterupa!kan (Issued Capita[) 

Modal yang ditempa!kan (issued capita[) atau dikeluarkan adalah saham yang 

telah diarnbil dan sebenamya telab teljual, baik kepada para pandiri maupun 

» Rochmat Soemitro, Pemmlun Perseroan Terbatas dengan Undang~Undang Pajak 
Perseroan, (B8lldung: Eresc.o., 1979}, hal 99. 

31 C.S.'f. Kansil, Pokok-p{J/t(Jk Pengelnhrtmi Htlkum [)Qgang ltulonesia, (Jakarta: Aksara Baru. 
1985) hal 99. 

:n Rudbi Prasetyo. Kedutiul«m Mandiri dan Pertanggungjawaban Terhatas dari Perseroan 
Terbatas, (Surabaya: Airlangga University Pers. 1983), bai. 110. 

33 Jamin Ginting, Htikum Perseroan Terbatas ((Iff No. 40 Talmn 1007}, Cet 1, (Bandung: PT 
Citra Mltya Bakti. 2007), haL 55-56. 
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pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengumbil 

bagian saham sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, 

dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau mclakukan penyetoran kepada 

perseroan_ 

3. Modal yang Disetor (Paid Up Capita[) 

Modal yang disetor (paid 1p capita[) adalah sabam yang telah dibayar penuh 

kepada perseroan yang menjadi pemyatan atau penyetoran saham riil yang telab 

dilakukan, baik oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan. 

Adakalanya dalam berllagui referensi penggunaan istilah capital senng 

dipertajam dengan istilah stock, untok mempertegus dalarn penarnaan tersebut eli atas 

khusus diperuntukkan bagi perseroan terllatas (dengan saharn). Saham dimaksud, 

b<rik atas nama maupun saharn atas tunjuk. Saham atas nama adalah saharn yang 

mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, sedangkan saham a!!IS tunjuk 

adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang a tau pemiliknya." 

Secara tegas pasal 32 Undang-Undang No. 40 Tahuu 2007 menentukan bahwa 

modal dasar PT minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Narnun undang­

undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat 

menentokan jumlah minimum modal PT beserta perubahannya ditetapkan dengan 

peraturan pemerintab (PP). 

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ditentukan pentabapan 

pemenuhan modal perseroan terbatas. Pada saat pendirian perseroan terbatas, modal 

yang harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% ( dua puluh lima 

persen) dari modal dasar (yaitu 25% x 50 juta rupiah ~ Rp. 12.500.000,-) 

sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. 

Pengeluaran saharn lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untok melllll'!lbah modal 

yang ditempatkan barns disetor penuh. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak 

dimungkiukan penyetoran atas sabam dengan cam mengangsur." 

)4 R.achmadi Usman, op. cil, hat 82. 
3s Indonesia (b), Llhat Penje!asan Pasa133 ayar ('3). 
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Permodalan tersebut ba.rus pula sesuai dengan jenis dan besar usahanya. Di 

samping itu, secara pmktis ada pengkategorian dari perusabaan yang semata-mata 

melihat kepada pennodalannya, misalnya untuk bisa dikatakan perusabaan kecil, 

sehingga dapat menjadi kontraktor untuk proyek pemerintah untuk kategori tertentu, 

juga dapat melihat kepada jumlah modal perseroan.36 

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan permodalan PT yang diatur dalam 

KURD. Dalam KURD, modal PT walaupun dibagi ke dalam bebernpa saham, baik 

atas nama maupun alas tunjuk, tetapi tidak ada ketentuan mengenai jurnlab modal 

minimaln Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, intinya menyebutkan bahwa 

saham dikeluarkan atas nama perniliknya dan Perseroan tidak boleh mengelua:rkan 

saham atas tunjuk." 

Mengenai penyetoran modal PT rerbagi atas Penyetoran atas Modal Sabam dan 

Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham. 

a Penyetoran Atas Modal Sabam 

Penyetomn alas modal saham dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam 

pasal34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007: 

(I) Penyetoran atas modal sabam dapat dilakukan dalam bentuk Ullllg danlatau 

dalam bentuk lainnya. 

(2) Dalam hal penyetoran modal sabam, dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana 

dimaksud pacta ayat (I), penilaian setoran modal sabam ditentukan berdasarkan 

nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan barga pasar atau oleh ahli yang tidak 

terafiliasi dengan perseroan. 

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergemk berus diumumkan dalam 

1 (satu) sumt kabar atau lebih, dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari setelah 

3
' Munir Fuady, Hufmm Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung : PT Citra 

Arlitya&lkti, 1999). bat. 17. 
11 Rachmadi Usman. op. cit, hal. 83. 
3
& Indonesia (b). Llhat Pasal48 jo Penje!asannya. 
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akta pendirian diillndatangani aillu setelah RUPS memutuskan penyetomn 

saham tersebut 

Pada umumnya, penyetoran saham dalam bentuk uang teillpi tidak ditutup 

kemungkinan penyetomn saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujnd aillu 

benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang" " Dengan demikian, 

penyetoran saham dapat berbentuk uang tunai aillu benda-benda lainnya yang dapat 

dinilai dengan uang" Artinya, bentuk setoran saham PT tidak harus dalam bentuk 

uang, tetapi benda-benda lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai 

dengan uang. 

Penyetoran saham PT yang dilakakan dalarn bentuk lain selain uang, penilaian 

harga ditentukan berdasarkan nilai wajar yang diteillpkan sesuai dengan harga pasar 

atau oleh abli yang tidak terafiliasi40 dengan PerseroanH Nilai wajar setoran modal 

saharn ditentukan sesuai dengan nilai pasar" Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar 

ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakleristik 

setoran, herdasarkan infonnast yang relevan dan terbeik. 

Khusus untuk penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergarak hams 

diumumkan dalarn 1 (satu) sura! kabar atau Jebi!L Maksuduya agar diketahui oleb 

umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang herkepenlingan untuk dapat 

mengajakan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak ternebut sebagai setoran 

saham" Pengumuman mengenai penyetoran saham dalam bentuk benda tidak 

bergerak hams dilakukan dalam sura! kahar harian berbahasa Indonesia dengan 

peredaran nasionaL Dalam pengumuman tersebu~ selain memuat jumlah penyetoran 

saham dalam bentuk benda tidak bergerak, juga memuat rincian yang menerangkan 

-----««««««-
39 Indonesia (h). Li.lmt pasal34" 

«~Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terafiliasi"' adalah ahli yang tidak mempunyai: 
a. Hubungan kefuarga karena perkawinan atau ketunman sampai derajat kedua, balk secam horizontal 

maupun vertika.l dengan pegawai, anggota direksl, dewan komisaris, atau pemegang saham dati -b. Hubungan dengan perseroan karena adanya kesnma.an satu atau lebih anggota direhi atau dewan 
komisaris; 

c. Hubungan pengendatian dengan perseroa.n. bailc 1angsung maupun tidak langsung; dan/atau 
d. Saharn dalam perseroan sebesar 200~ (dua puluh persen) atau !ebih. 

41 Op. cit., Lihat pasal34 ayat (2). 
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mengenai identifikasi bentuk benda tidak bergerak yang dijadikan setoran saham. 

Kemudian penyetoran saham dalam bentuk lain tersebut dicatat pula dalam Daftar 

Pemegang Sabam. 

Ketentuan mengenai inbreng memungkinkan dilakukan suatu quasi inbreng, yaitu 

semacam inbreng dengan mana seorang eaton pemegang saham memasukkan benda 

tidak bergeraknya kepada perseroan sebagai setoran memasukk:an modal. Dalam hal 

harus melakukan pengumuman dalam surat kabar yang mungkin dapat merugikan 

pihak ketiga karena tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan alas 

penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. 42 Maksud 

diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam sural 

kabar adalab agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang 

berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut 

sebagai setoran modal saham, misalnya, temyata diketahui benda tersebut bukan 

milik penyetor. 

b. Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saharn 

Secara tegas Undang-Undang No. 40 Tabun 2007 melarang pemegang saharn 

mengkompensasikan piutangnya kepada PT dengan kewajiban penyetoran harga 

sabarnnya. Pasa135 menegaskan sebagai berikut: 

(I) Pemegang sabarn dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap 

perseroan tidak dapat menggunakan hale tagihnya sebagai kompensasi 

kewajiban penyetoran alas harga sabarn yang telab diarnbilnya, kecuali disetujui 

olehRUPS. 

(2) Hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yang dapat 

dikompensasi dengan setoran saham adalab hak tagih alas tagihan terharlap 

perseroan yang timbul karena : 

a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda 

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 

42 Rachmadi Usman. op. cit., hal. 86. 
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b. Pihak yang menjadi penanggung atau penJamm utang perseroan telah 

mernbayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau 

c. Perseroan menjadi penanggung atau pel\iamin utang dari pihak ketiga dan 

perseroan Ielah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapet 

dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung se<:ara nyata telah 

diterima perseroan. 

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud peda ayat (1), sah apebila dilakukan 

sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rape!, kuorum, dan jumlah suara 

untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 

danlatau anggaran dasar. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemegang saham yang JUga 

merupakan kreditor PT secara sepihak, tanpa sepekat dari PT menggunakan bak 

kompensasi sehingga menempetkan dirinya dalam kedudukan yang menguntungkan 

berkenaan dengan kewajiban penyetoran harga sabamnya,43 

Ketentuan ini juga bertujuan untuk mengbindari adanya PT yang setoran 

modalnya fiktif. Karena itu, dalarn tata cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan 

tertentu sehagai setoran saham diperlukan pengaturan yang jelas. Bentuk-bentuk 

tagihan tertentu itu antara lain "convertible bonds", sedangkan bentuk-bentuk tagihan 

lain sesuai dangan perkemhangan dunia usaha akan diatur lebih lanjut dangan 

peraturan pemerintah. Ketentuan ini telab memberi landasan dan kepastian hekum 

terhadap bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran 

saham. 

Bentuk tagihan tertentu tersebut dapat dilrompensasikan oleh PT tersebut dengan 

kewajiban penyetoran atas barga sabam PT yang diambil oleh pihak yang 

mempunyai tagihan kepada PT. Pihak-pihak yang mempunyai tagihan disini adalab 

pihak-pihak tertentu yang mernpunyai tagihan kepada perseroan, baik pemegang 

saham perseroan terbatas maupun bukan pemegang saham perseroan terbatas. 

Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu dimaksud hanya dapat dilakukan 

berdasarkan kompensasi yang telab diperjanjikan sebelunmya dengan persetujuan 

41 Rachmadi Usman, op. cit., hal 87. 
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RUPS atau kompensasi rersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS. 

Keputusan RUPS rersebut sab apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasa1 88 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Bagi perseroan terbatas yang berl:>entuk 

perseroan rerbuka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

Ketentuan sebelumnya perihal tagiban tertentu yang dapat dikompensasikan 

sebagai setoran sabam diatur dalam Peraturan Pemerintab Nomor 15 Tabun 1999. 

Oleh karena itn dalam ketentnan ini tidak perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah dan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintab Nomor 15 T ahun 

1999 ini Ielah ditempatkan dalam pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ini, 

kecuali yang belum diatur masih tetap berlaku, yaitu : 

a. Dalam anggaran dasar dapat ditentnkan bahwa pengeluaran saham yang 

dilakukan oleh perseroan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu, 

tidak hams ditawarkan rerlebih dabulu kepada pemegang sabam perseroan (pasal 

5 Peraturan Pemerintab Nomor 15 Tabunl999) dan 

b. Penyetoran atas sabam yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentnk 

tagihan tertentu harus diumumkan dalam dua sural kabar harlan (pasal 6 

Peratnran Pemerintah Nomor 15 Tabun !999). 

4. Saham Perseroan 

Perihal sabam perseroan terl:>agi atas Pengertian Saham, Kepemilikan Sabam, 

Klasiflkasi Sabam, Dallar Pemegang Saham dan Per!indungan alas Saham Minoritas. 

a. Pengertian Sabam 

Sabam merupakan modal perseroan yang memiliki nilai nmninal, setiap 

pemegang saham diberi bukti lrepemilikan saham untnk saham yang dimilikinya. 

Pengaturan bentnk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai 

dengan kebutuhan. 

Saham adalab bukti SliDit tanda bukti ikut sertanya dalam PT. Saham itu 

menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan 

PT dan pemiliknya mewakili sehanding dengan jumlah besamya sabam yang 
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dimiliki dalam modal PI itu. Saham biasa juga disebut sura! andil, sural peserta atau 

surat persero. 

Saham itu tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak. Kalau 

saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau 

pemegang saham. Kalau tidak, daftar persero yang biasanya ada di kantor perseroan 

dapat dipakai sebagai alai pembuktiao bagi persero. Kutipao dari daftar persero yang 

ditandatangani oleh Direksi dapet pula dipakai sebagai bukti turut sertanya seseorang 

dalam perseroan. Kalau saham itu dikeluarkan atas nama. nama pembeli ditulis 

dalam surat saham, yang merupekan bukti bagi pemegangnya. Dalam saham yang 

dikeluarkao kepada pembawa ini banyalah mengesahkan atau melegitimasi 

pemegangnya sebagai pemilik kecuali hila ada yang membuktikan sebaliknya44 

Dengan demikian, setidalrnya saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu : 

a. Saham sebagai bagian dari modaL Parta dasamya, sabam itu merupakan modal 

sebagai yang sering dibaea dalam akta pendirian perseroan rerbatas. Karena itu, 

dapat dikatakan bahwa tiap sabam merupakan bagian dari modal yang menjelma 

dalam barga saham; 

b. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota 

dalarn kelja sarna perseroan rerbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan 

sejumlah uang sebagai inhreng ke dalam perseroan terhatas. Pemasukan inilah 

yang diperhitungksn dalam bentuk saham Nominal uang pemasukan itu 

tercantum sama dalarn saharn. Dengan dimilikinya saharn menunjukkan bahwa 

orang tersebut adalal! anggota yang disebut persero dari perseroan terbatas dan 

sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggotanya; 

c. Sabam sebagai alai legitimasi, artinya saharn merupakan suatu sural yang 

menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berbak45 

Ketentuan Umum mengenai saharn sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang­

Undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 

44 H.MN. Purwosutjipto, Pengerlian Hulai!1J Dagang Itrdo11esia, Seri ke-76, (Jakarta : 
Djambatan, 19&4), hal.I07. 

~$ Rachmadi Usrnan. op. cit., hall02. 
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a" Saham dikeluarkan alas nama pemiliknya" 

Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham alas nama pemiliknya dan 

perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. 

b" Persyaratan kepemilikan saham dapet ditetapkan dalam anggaran dasar dengan 

mernperbatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang 46 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" 

c" Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimakaud peda bUIUf b, 

telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pibak yang memperoleb kepemilikan saham 

tersebut tidak dapel menjalankan bak selaku pemegang sabam dan saham tersebut 

lidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini danlatau anggaran dasar_ 47 

b" KeiJ!lmilikan Saham 

Seliap ornng yang menjadi pendiri suatu PT merupakan pemegang saham PT" 

Yang dimaksud dengan para pendiri ini adalah mereka yang hadir dihadapan notaris 

pada saat Akta Pendirian PT para pemegang saham pada saat PT memperoleh status 

sebagai badan hukum, yaitu pada saat Akta Pendirian perseroan terbatas tersebut 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM< Dengan demikian berarti, 

pada saat yang bersamaan juga, yaitu pada saat PT memperoleh status badan hukum, 

saham perseroan sebagai bukti pemilikan pemegang saham dalam PT memperoleh 

kadudukaonya dalam hukum.48 

Secam umum, mereka yang dianggap mampu untuk hadir dan bertindak sebagai 

pendiri adalah mereka yang sudah diperlakukan sebagai pihak yang cakap untuk 

46 Yat~_g dimak:sud dengan "instansi yang berwenang" adalah instnnsi yang berdasa.rkan 
undang...undang berwenang rnengawasi perseroan yang melakukan kegiat.an usahanya dl bidang 
tertentu, misalnya Bank Indonesia betwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan, Menteri 
Energi dan Sumber Oaya Mineral meogawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan. 

47 Indonesia (h). Lihal: Pasal 48. Yang dimaksud dengan "tklak dapat menjalankan hak se1aku 
peme,gang saham", misaJnya hak untuk dicatat daJam daft.ac pemegang saham, hak untuk menghadiri 
dan mengeitwkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan. 

•• Gunawan Widjaja, Hak !ndividu dan Kolekiif Para Pemeg<mg Saham, Cet t (Jakarta ; 
Forum Sahabat, 2008), hat 39. 
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bertindak dalam membuat perjanjian. lni adalah konsekuensi logis dari PT yang 

didirikan berdasarkan perjanjian'' Dengan demikian setiap orang yang cakap untak 

membuat perjanjian, yaitu semua orang dewasa, kecua!i yang berada di bawah 

pengampuan atau karena undang-undang dinyatakan tidak cakap untak melakukan 

tindakan hukum dapat menjadi pendiri dan pemegang saharn PT. 50 Demikian juga 

kiranya semua badan bukum yang Ielah dinyatakan san sebagai badan hukum oleh 

Negara Republik Indonesia, dan atau oleh negara lainnya, dengan memperbatikan 

ketentuan hukum khusus yang berluku. 

Dalam perseroan terbatas dimungkinkan adanya berbagai klasifikasi saharn, salah 

satu diantaranya harus ditetapkan sebagai klasifikasi saham biasa. Hal ini dinyatakan 

dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa "dalarn bal 

terdapat lebih dari 1 (satu} klasifikasi saharn, anggaran dasar menetapkan salah satu 

diantaranya sebagai "saham biasa". Yang dimaksud dengan "klasifikasi saham" 

adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Sedangkan 

maksud dari "sabam biasa" adalah saharn yang mempunyai bak suara untak 

mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS} mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk 

menerima deviden yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak 

suara yang dimiliki oleh pemegang saharn biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang 

saham klasifikasi lain. Sabam bias a ini sering juga disebut sebagai common stock.' 1 

49 Indonesia {b). LihatPasall. 

xo Yang dinamakan kedewasaan adalah anak~anak yang tidak: Jagi bemila di bawah kekuasaa.n 
orang tua {Pasa147 Undang~Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau wa.linya (Pa.<ml 
SO Undang~Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Anak~anak dianggap tidak lagi berada di 
bawah ke!ruasaan orang tua atau walinya adalah pada saat anak-anak telah meneapai usia 18 (delapan 
belas) tahun atau be1um mencapai usia Ht (ddapan bclas) tahun tapi sudah menikah. Ini berarti anak~ 
anak yang belum menikah dan belaum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak boleh mendirikan 
perseroan atau menjadi pemegang sabam dalam suatu perseroan terbatas. 

51 "'Common stock, al.ro referred to as C(JI11111Q11 or ordinary shares, are, as the name implies, 
the most usual and commonly held form of stock in a corporation Cammon stock typically has voting 
rights iJJ COTpt>rate tkcision matters, though perhaps different rights from preferred strxk. In order of 
priority in a Jiquidahon qf a carpon:IIion. the cwners of common stoCk are ttear the last. Dividends 
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Pengaturan ini menurut Pemerintah didasarkan pada pertimbangan bahwa saham 

biasa mengandung riga hak, yaitu income atau dividen, kontrol dan asset kalau teijadi 

likuidasi hila masih ada harta lebih diberikan kepada pemegang saham. Kemudian 

ada saham yang mempunyai kelebihan di kontrol atau di voting, yaitu yang 

mempunyai hak bicara khusus lebib dari yang lain, misalnya saham priorilas yang 

biasanya diherikan kepada pendiri PT. Dialah yang berhak mengusulkan pada waktu 

RUPS, sedangkan pemegang saham yang lain henya menyetujui saja. Saham 

preferent blasanya tujuannya. di income atau asset. sedangkan pada kontrol tidak 

terlalu herperan, mendapat lebih dahulu juga. Sebetulnya klasifikasi atau 

penggnlongan saham itu hergantung kepada pecan masing-masing orang. 52 Karena 

itu heknya juga tidak sama. Masing·masing orang mempunyai kepentingan dan itu 

disetujui oleh para pendiri atau pemegang saham. Oleh karena itu, dalam anggaran 

dasar suatu perusahaan pemilikan k:lasifikasi saham diserahkan kapada pemegang 

saham sendiri. 

Kita mengenal heberapa klasifikasi saham dalam Perseroan sebagaimana 

dimaksnd di alas, antara laln : 

a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; 

b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi danlatau anggota 

dewan komisaris~ 

c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kemhali atau ditukar dengan 

klasifikasi saham lain~ 

d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen 

lebih dahulu dari pemegang saham k:lasifikasi lain alas pembagian dividen secara 

kumulatif atau non kumulatif; dan 

e. Saharn yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu 

dari pemegang saham klasifikasi lain alas pembagian sisa kekayaan perseroan 

dalam likuidasi (Pasal53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007). 

paid to tire stockholders musJ be pa1d to preferred shares before being paid to common stock 
shareholders" {wildpedia.org) 

'
1 Racl:tn:tadi Usman. op. Cit. hal 103. 
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Bennacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi 

tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat 

merupakan gahungan dari dua klasiftkasi atau lebih. 

Adanya klasifikasi tersebut menurut Fred Tumb11314 menimbulkan pengaturan 

oligarlds, sepeni pada pembagian saham prioritas dan saham biasa" Yang diartikan 

dengan saham prioritas adalah saham yaag lazimnya memberi kepada pemegangnya 

kekuasaan tcrtentu berkenaan dengan hal ikhwal perseroaiL Biasanya, saham ini 

diberikan kepada pam pendiri atau dewan komisaris. Misalnya, pemberian veto 

kepada perubaban anggaraa dasar, pembcrian rekomendasi sehubnngan dengan 

pengangkatan atau pemberhentian direksL 

Saham preferen merupakan saham yang memberikan hak terlebih dahulu bagi 

pemiliknya untuk menerima pembagian laba perseroan dan hak untuk mendapatkan 

sisa hana perseroan dalam hal liknidasL Meskipun begitu dalam hal voting, terhadap 

saham ini biasanya tidak diberikan kekhususan apa-apa. Jadi, dalam hal tersebut, 

diperlak:ukan sama dengan saham biasa.54 Kelstimewaan dari kepemilikan saham ini 

tidak boleh menjadikan pemiliknya menentukan bahwa direksi atm anggota dewan 

komisaris hanya bisa diberhentikan atas pemilik saham prioritas tersebut Pemberian 

hak veto kepada pemilik saham tertentu untuk melaknkan tindakan tersebut, tentu 

benentangan dengan hak pemegang saham lainnya dalam RUPS karena ketentuan 

dalam RUPS, dapat memberikan direksi atau anggota dewan komisaris sewaktu­

waktu atas keputusan RUPS sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. 

'
3 Jamin Ginting, ap. cit, hal. 76. 

M "A preferred :stock, also !mown as a preferred share or simply a preje"ed. is a type qf stock. 
It typically giVes the owner the right IO ccl/ect a fiXed divide11djrom the firm when furuis are avalrrib/e 
for distribution, with higher priority t/um regular slock owners. hence the "preferred" 11t111'1ft. 

However, it generally does not give the owners aey voting power in the tkcisiOlJS of !he firm. In that 
.smse it has a /(IWU ranking than regular stock, nad hence is more simikrr 10 tkbt. Also, the divideJJd 
owed to preferred shareholders is generally fixed ami llrenfore they do not beNefit from large 
dividend payouts, as a regular stockholders do." (wikipedia.org) 
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d. Daftar Pemegang Saham 

UUPT juga mewajibkan PT mengadakan dan men)'lmpan Daftar Pemegang 

Saham. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mempunyai 

benturan kepentingan yang mungkin terjadi dari setiap transaksi perseroan agar 

pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dikenakan 

tanggung jawab pribadi sehingga penting bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan 

Komisaris perseroan untuk secara terbuka (disclosure) menyampaikan kepada 

perseroan mengenai kepemilikan saham mereka pada perusahaan-perusahaan lain, 

termasuk juga keluarganya." Untuk keperluan itu, maka dibuat, diselenggarakan dan 

dipelihara dan disimpanlah Daftar Pemegang Saham oleh Direksi Perseroan, yaitu 

dokumen yang berisi sekurang-kurangnya keterangan tentang : 

a. Nama dan alamat pemegang saham; 

b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan 

klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasiftkasi saham; 

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; 

Yang dimaksud dengan "jumlah yang disetor" adalah paling sedikit sama dengan 

j wnlah nilai nominal saharn. 

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal 

perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaranjaminan fidusia tersebut; dan 

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 34 ayat (2). 

Selain daftar pemegang sabam dimaksud pada point tersebut eli alas, Direksi 

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat 

keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta 

keluarganya dalam perseroan dan/atau perseroan lain serta ta.nggal saham itu 

diperoleh. Yang dimaksud dengan "daftar kbusus" adalab salab satu sumber 

informasi mengenai hesarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain 

5~ Gunawan Widjaja, op. cit. hal. 78. 
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sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil 

mungkin ketiks Direksi maupun Dewan Komisaris menjalanksn kewajiban dan 

tugasnya Yang dimaksud dengan "kelUJirganya" adalah ism atau suami dan anak­

anaknya. 

Hal-bal yang dimUJit dalam Daftar Khusus tersehut adalah :56 

a. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi beserta keluarganya 

(bisa isterifsuami atau anak-anaknya) padaPT yang bersangkutan; 

b. Keterangan mengenai kepemilikan sabarn anggota direksi beserta keluarganya 

(bisa isterifsuami atau anak-anaknya) pada PT lain; 

c. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris beserta 

keluarganya (bisa isteri!suami alau anak-anaknya) pada PT yang bersangkutan; 

d. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris beserta 

keluarganya (bisa isteri!suami atau anak-anaknya) pada PT lain; 

e. Jiks PT mengeluarksn saham atas tunjuk yang dimiliki direksi, dewan komisaris, 

alan keluarganya, harus pula disebutkan tanggal, jumiah, dan nomor saham atas 

tunjuk yang dikeluarkan tersebut; 

f: Harus pula dicalat setiap perubahan lrepemilikan saham anggo1a direksi, dewan 

komisaris, atau keluarganya pada PT yang bersangkutan atau perseroan terbatas 

lain. 

Daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut disediakan di tempat lredudukan 

perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham, demikian juga halnya 

seluruh anggota d.ireksi dan anggota dewan konrisaris perseroan. 

Dalam hal peratumn perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur 

lain, ketentuan sebagaimana tersebut di alas berlaku juga bagi perseroan terouka. 

Yang dimaksud dengan "tidak mengatur lain~ adalah bukan berarti tidak diadakan 

kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi perseroan 

terbuka, tapi peraturan perandang-undangan di bidang pasar modal, dapat 

56 Rachmadi Usman, cp. cit, haL 110. 
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menentulaut kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan 

daftar khusus." 

5. Perlindungan Alas Saham Minoritas 

Dalarn suatu perseroan apebila terdapat perbedaan pemilikan sabam perseroan 

dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akao dijumpai adanya pemegang 

saham mayorims di pihak yang satu dan di pihak yang lain adalab pemegang saharn 

minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok. 

Perlindungan hukum yang mernadai kepada pemegang saham minoritas dalam 

PT dapat ditemukan dalam pasal-pasal UUPT. Perlindungan hukum tersebut 

diberikan oleh UUPT dalam rangka untuk rnelindungi kepentingan pribadi pamegang 

saham dan sekaligus rnelindungi pernegang saham dari parbuatan yang merugikan 

PT yang dilakukan oleh organ PT. 

Pengalaman dirnasa larnpau menunjukkan bahwa prinsip rnayorims 

menyababkan pemegang sabam minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan 

lrurang menguntungkao dalam menegakkan kepantingannya. Kedudukan hukum para 

pamegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu mengbadapi 

tindakan direksi dan dewan komisaris yang merugikan parseroan, justru disehabkan 

oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ 

perseroan tersebut. ba:ik secara fisik maupun kepentingan. 58 

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili 

kepentingan perseroan adalah prinsip "persona standi in judicio" atau capacity 

standing in court or in judgement, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik eli dalam 

maupuo di luar pangadilau dilakukan oleh organ perseroan. Jadi tampak suatu 

diskriminasi yang jelas antara yang "kuat" dan yang "lemah", wolaupuu masing­

masing mempunyai hak: dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi 

pihak yang lemah untuk mempartahaukan haknya apalagi hendak menuntut 

pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum. 

"Indonesia (b)_ Lihat Pasal50. 

nl.G. Rai Wldjaya, Hukum Pernsahaan, Cet 7, (Jakarta: Kesaint Blanc. 2007). hal, 202. 
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Dala;n KUHPerdata pasa1511 ayat (4) pasal60 ayat (I) Undang-Uadang No, 40 

Tahnn 2007, Juga dinyatakan bahwa saham merupaklln banda bergerak dan 

memberikan hak sebagaimana ditnaksud dalam pasal 52 " kepada 

pemegangnya,dinyatakan hahwa sural sabam dipandang sebagai barang bergerak. 

Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai bak kebendaan terbadap saham 

tersebut. Sebagai subyek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban 

yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak 

mempertabankan haknya terhadap setiap orang, 

Hak dan kewajiban pemegang sabam baik terhadap perseroan maupun terhadap 

pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Uadang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dijelaskan bahwa 

kepemilikan atas saham sebagai banda bargerak memberikan hak kebendaan kepada 

pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. 

a. Hak Perseorangan 

Pemegang saham selaku subyek huknm mempunyai hak parsenrangan (personal 

right) yang dapat dipertahanklln serta dapat menuntul pelaksanaan haknya, Hak 

perseorangaa adalah hak yang dimiliki oleh pemegang sabam ( minoritas) untuk 

menuntut perseroan apahila pemegang sabaru tersebut dirugikan akibat tindak atau 

perbuatan perseroan. Dalam hal ini pemegaag saham minoritas dapet bertindak alas 

namanya sendiri uotuk membala kepetingannya apahila tindakan perseroan 

merugikan pemegang saham tersebul Hak ini lahir dari perikatan.60 Demikian juga 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap pemegang sabam 

berhak mengajukan gngatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang 

daerah huknmnya meliputi tempat kedudukan perseroan61 

M> Indonesia (b). Pasal52 ayat (t) Saham membetikan hak kepada pem.iliknya untuk: 
a. menghadiri dan mengeluarkan suara daJam RUPS~ 
b menerlma pembayaran dividend dan slsa kekayaan basil likuldasi; 
e. menLalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini 

Chatarnarraasjid. Menyir~gkap Tahir Perseroan {Pierchig the Corporate Veil) : Kapita 
Selekta Hulmm Pentsahaa/1, {Bandung: PT Citra Aditya BakU. 2000), hal. 15. 

•>~ Indonesia (b). Lihat Pasal6J 

Universitas Indonesia Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



36 

Gugalan terhadap perseroan diajukan apabila yang bersangkulan dirugikan 

karena tindakan perwroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tllnpa alasan 

yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Gugatlln 

yang diajukan, pada dasamya dimaksudkan untuk memohon agar perseroan 

menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambillangkah-langksh, baik untuk 

mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindaksn serupa di 

kemuelian bari. 

Di sini jelas tampak bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham. Namun 

demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut 

adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas bisa menolak 

suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah 

eliputuakan oleh RUPS. 

Bila memllllt ketentuan sebeJum berlakunya UUPT~ pemegang saham minoritas 

tidak mempunyal pilihan lain kecuaJi barns menerirna dan patuh. Namun menurut 

ketentuan UUPT pernegang saham minoritas bahkan dapat melakukan gugatan 

terhadap perseroan melalui pengadilan. Sehingga dalam hal ini pemegang saham 

mayoritas ataupun RUPS yang merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tidak 

lagi leluasa melakukan keputusan dengan orientasi sepihak. 

b. Hak mewakili Perseroan 

Lebih lanjut andang-undang memberikan hak suara khusus kepeda pernegang 

saham minoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selakn 

wakil perseroan dalam mempetjuangkan kepentingan perseroan rerhadap tindakan 

perseroan yang merugikan Pada Ulllunmya, pemegang saham minoritas akan 

memperoleh kendala untuk mewakili kepentingan PT, pertama oleh prinsip 

mayoritas dan kedua oleh konsep locus standi atau hak untuk mewakili PT eli muka 

pengadilan. Pemegang saham minoritas tidak dapat mengontral PT. RUPS dalam 

mengendalikan PT bertolak dari prinsip mayoritas, sedang Direksi yang berhak 

mewakili PT, haik eli dalam maupun di luar pengadilan elipdih oleh RUPS, yang 

dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Untuk mengatasi kendala IDl, 
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diciptakanlah apa yang disebut dengan hak derivatif, yaitu hak yang diberikan atau 

dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu 

dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam PT 

bila kepentingan PT dirugikan62 

Dengan demikian, hak derivatif (derivative rights) ini merupekan hak secara 

eksklusif hanya diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat PT 

dengan melakukan tindakan tertentu yang kesemuanya itu dalam rangka menjaga 

atau mewakili kepentingan perseroan. Hak derivatif ini diberikan kepada pemegang 

saham yang mewakili minimal 1110 (sepersepuluh) hagian darijumlah seluruh saham 

dengan hak suam yang sah. 

Adapun tindakan tertentu dimaksud meliputi : 

L hak untuk meminta penyelenggaran RUPS (Pasal 79 ayet (2) dan pasal 80 

UUPT); 

2. hak untuk menggugat Direksi atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau 

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) jo Pasal 

114 ayat (6)); 

3. hak untuk meminta dilakakan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 138 ayat 

(3); 

4. hak untuk meminta dilakakan pembuharan perseroan kepada Pengadilan Negeri 

yang berwenang (Pasal 146 ayat (I) huruf c). 

B. Organ Perseroan Terhatas 

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum adalah artificial person. sesuatu yang 

fiksi, yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

berusaha dan burtmnsaksi. Perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan 

karenanya tidak dapal melakakan tindakannya sendiri untuk membuntu perseroan 

terbatas dalarn melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teori!is 

ini disebut dengan organ theory. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan 

terbatas, yaitu : 

62 ChaU!marraasjid, op .cit., haL 18.-19. 
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L Direksi (Board of Directors); 

2. Dewan Komisaris (Board of Commissioners); dan 

3. l<apat Umwn Pemegang Saham (RUPS), yang terdiri dan : 

a. RUPS Tahunan (RUPSTIRUT); dan 

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLBIRULB). 

Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang N. 40 Tahun 2007 

adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. 

1. Rapat Umum Pemegung Sabam (RUI'S) 

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan 

Komisaris, dalam batas yang ditentnkan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran 

dasar. 63 Perumusan kelimat tersebut sebenamya kekuasaan RUPS tidak mutlak. 

Artinya kekuasaan yang diberikan olen Undang-undang No. 40 Tahun 2007 kepada 

RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakuken lingkup tugas dan wewenang 

yang telah diberiken undang-undang dan angganm dasar kepada Direksi dan Dewan 

Komisaris. Direksl atau Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh RUPS. Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang 

paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai yang 

diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 40 Tahun 

200764 

Tugas dan kewajiban dari seriap organ tennasnk RUPS sudah diatur secara 

mandiri (otonom) eli dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal 

semuanya dilaknkan demi tujuan dan kepentingan PT. lnstrnksi dati organ lain, 

dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun diangkat oleh RUPS, sebab 

pengangkatan Direksi o!eh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yaug dimi!iki 

Direksi merupakan pemberian kuasa ruau berswnber dari pemberian kuasa dari 

RUPS kepada Direksi, melainkan wewenang yang ada pada Direksi bersumber dan 

undang-undang dan angganm dasar. O!eh karena itu, RUPS tidak dapat mencampari 

--····------

liJ Indonesia (b). Lihat Pasal75 ayat (l). 
64 \nmawan Widjaja, op. ci(, haL 80. 
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tindakan pengurusan perseroan sehari"hari yang dilalrukan Direksi sebab tindakan 

Direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan, buken untuk RUPS, Mosing­

masing organ PT hams berada dalam koridnr kelruasaan dan kewenangan masiog­

masing organ PT itu, tidak dapat dilaknken dilaknkan oleh organ PT lainnya, 

Dari ketiga organ tersebu~ Direksi merupakan satu-satunya organ dalam 

perseroan yang melaksanuken fungsi peogurusan perseroan di bawah pengawasan 

Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan 

untuk kepentingan, dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam 

maupun di luar peugadilan. Dewan Kon1isaris melakukan tugas pengawasan dan 

pemberian nasi hat kepada Direksi, dimana perlu. 

a. Hak dan Wewe!l!!!!JlRUPS 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalab organ perseroan yang mewakili 

kepentingan seluruh pemegang sabam dalam PT tersebut RUPS adalab organ 

perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan 

Dewan Komisaris. 65 RUPS mewakill kehendak dari pemegang saham secara 

keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan basil 

pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang 

Perseroan T erbatas dan atlu Anggaran DasaL Dalam hal keputusan tersebut 

kemudian disetujui oleh!diberitahukan kepada menteri Hukum dan HAM. 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serta diumumkan dalam Berita Negara, maka 

putusan tersebut diketahui pibak ketiga/masyarakat luas. berlakn asas publisitas, 

Jadi RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salab satu atau lebih 

pemegang saham, melainkan seluruh pemegang sabam PT. Pemegang sabam adalah 

subjek hukum yang merupakan pemilik dari setiap lembar saham yang dikeluarkan 

oleh Perseroan, Pemegang sabam bukanhlh organ Perseroan dan karenanya setiap 

tindakan pemegang saham, yang dilalrukan secara individual tidaklah mengikat pam 

pemegang saham lainnya, 

4$ !hid. bat 8L 
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Dalam setiap furum, RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang Ielah 

ditentukan sebelwnnya. Dalam hal yang demikian, maka pemegang saham berhak 

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau 

Dewan Komisaris, sepanjang ber!mbungan dengan mata acara rapat dan tidak 

bertenll!ngan dengan kepentingan Perseroan."' Hal tersebut seoara tidak langsung 

membawa konseknensi hukum hahwa RUPS tidak berhak untuk membicarakan 

apalagi mengambil putusan dalam mata cara lain-lain, kecuali semua pemgang 

saham hadir danlatau diwakili dalam RUPS tersebut menyetujui penambahan mata 

acara rapat Dengan demikian berarti keputusan atas mala acara rapat yang 

ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. 

Wewenang RUPS yang diretapkan dalam UUPT rerwujud dalam bentuk jumlah 

suara yang dikeluarkan dalam setiap mpal Hak suara dalam RUPS dapat diganakan 

untuk berbagai maksud dan tujmm diantaranya ialah menyetujui, menolak atau 

abstain: 

a. rencana perubahan anggaran dasar; 

b. rencana penjualan asset dan pemberianjaminan hutang~ 

c. pengangkatan dan pemberhantian anggota Direkai dan/atau Komisaris; 

d. laperan keuangan yang disampalkan oleh Direksi; 

e. pertenggungjawaban Direkai; 

f. rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; 

g. rencana pembubaran perseroan.67 

b. Macarn-macam RUPS 

T erdapat dua jenis RUPS yang telah dijelaskan sebelmnnya, yaitu Rape! Urn urn 

Tahunan dan Rapat Ummn Luar Biasa_ 

I) Rapat Umum Tahunan Perseroan 

ll6 Inilah yang dinamakan dengan wewenang eksklusif (e:xclusive autharitfes) RUPS, Lihat 
Rachmadi Usman. op. cit., hal 129. 

61 lhid., hal. 131. 
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Rapat Umum Talrunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang 

dilaksanaklln setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhimya 

setiap tahun buku. Jadi Rapat Umum Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun 

dan sebalilmya RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutnban atau 

keperluan PT yang bersangkutan. Adapun tujuan pelaksanaan atau tujuan 

penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan adalah untnk menyetujui Laporan Tahunan 

PT, yang isinya adalah :" 

a_ laporan keuangan yang terdiri atas selmrang-lmrangnya neraca akhir tahun buku 

yang bam lampau dalam parbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan 

laba rugi dari tahun buku yang bernanglmtan, laporan arus kas, dan laporan 

perubaban ekuitas, serta catatan atas lapornn keuangan tersebut; 

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; 

c. laporan pelaksanaan tanggung Jawah Sosial dan Lingkungan; 

d. rincian masalab yang timbul selama tabun bukn yang mempengaruhi kegiatan 

usaha Perseroan; 

e_ laporan menganai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan 

Komisaris selama tahun buku yang barn lampau; 

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Kornisaris; 

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang 

baru lampau. 

Laporan keuangan hams disusun berdasarkan standar aknntansi keuangan. 

Neraca dan laporan !aha rugi dari tahun buku yang bernangkutan bagi Perseroan yang 

wajib diaudit, harus disarnpaikan kepada Menteri Hulmrn dan HAM sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada prinsipoya proses penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan mengikuti 

proses penyelenggaraan Rapat Umum Pernegang Saharn sebagai beriknt : 

a_ Pemanggilan RUPS dapat dilalmkan dalarn jangka waktu paling larnbat 14 

(em pat he las) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak 

memperbitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS 

68 Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 86·87. 
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dilakukan dengan Swat Tercatat danlalau dengan iklan dalam Sural Kabar. 

Dalam panggilan RUPS dicantwnkan tanggal, waktu, tempal dan mata acara 

rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS 

tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai 

dengan tanggal RUPS diadakan. 

b. RUPS Tahunan baru dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lehih dad 112 (satu 

perdua) bagian dad jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, 

kecuali UUPT ini dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang 

lebih besar, 

c. Dalam hal kuorum kehadiran lersebut tidak tercapai, dapat diadakan 

pemanggilan RUPS kedua; 

d. Dalarn pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kaorum. RUPS kedua sah dan berbak 

mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit !13 (satu pertiga) bagian 

dari jumlah seluruh sabam dengan bak suara hadir atau diwakili, kecuali 

anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; 

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua lidak tercapai, Perseroan dapal memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi tempat kedudukan 

Perseroan alas permohonan Perseroan agar dapet diletapkan kuorum untuk 

RUPS ketiga; 

f. Pemanggilan RUPS kedga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua Ielah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum; dan 

g. RUPS ketiga akan dilangaungkan dengan kuorum yang Ielah ditetapkan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum 

RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap; 

h. Pemanggi!an RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) had sebelnm RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS 

kedua dan keliga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepulnh) 

had dan paling lambat 21 (dua pulnh satu) had setelah RUPS yang 

mendabulwnya dilangsuogkan. 

Universitas Indonesia Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



43 

2) Rapat Umum Lua.r Biasa Perseroan 

RUPS Luar Biasa (RULB) adalah RUPS disamping Rapat Umum Tahunan, yang 

dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 

RULB harus mencantumkan agenda yang jelas. 

Proses penyelenggaraan RULB sama dengan proses penyelenggaraan RUPS 

pada umumnya :69 

a. Untuk RULB yang diselenggarakan guna melakukan perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan: 

(I) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalarn 

rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara hadir atau diwakili dalarn RUPS dan keputusan adalah sah 

jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jurnlah suara yang 

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan k:uorum kehadiran dan/atau 

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

(2) Dalarn hal kuorum kehadiran kedua tersebut tidak tercapai, dapat 

diselenggarakan RUPS kedua_ 

(3) RUPS kedua hanya sah dan berhak mengarnbil keputusan jika dalarn rapat 

paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jurnlah seluruh saharn dengan 

hak suara hadir atau diwakili dalarn RUPS dan keputusan adalah sah jika 

disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau 

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. 

(4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan Perseroan alas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum 

untuk RUPS ketiga. 

(5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua Ielah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan 

dilangsungkan dengan kuorum yang Ielah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 

69 Ibid, hal. 89. 
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Negeri" Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengeruu lruorum RUPS 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(6) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilalrukan dahun jangka waktu puling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkmL 

RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling ceput 10 

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS 

yang mendahuluinya dilangsungkan" 

b. Untuk RULB yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan : 

(1) pemberianjaminan perusahaan; 

(2) penjaminan kebendaanlpemberian agunan, atau penjualan!pengaliban 

seluruh atau lebib dan 1/2 (setengah) dari haria kekayaan bersib PT; 

(3) penggabungan, peleburan, pengambilaliban dan pemisahau; 

(4) permohonan kepailitandan pembubaranPT; 

maka: 

(I) RUPS untuk menyetujui hal-hal tersebut di alas, banya dapat dilangsungkan 

jika dalam rapat hadir paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jtunlah 

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

keputusan adalah sub jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian 

dari jurnlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan 

kuorum kebadiran dan!atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan 

keputusan RUPS yang lebib besar. 

(2) Dalam hal kuorum kebadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS 

kedua. 

(3) RUPS kedua hanya sub dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sabam dengau 

hak suam hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika 

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara 

yang dikeluarikan, keeuali anggaran dasar meoentukan kuorum kehadiran 

dan!atau ketentuan tentang persyaratan peegambilan keputusan RUPS yang 

lebib besar. 
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( 4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengddilan Negeri yang daerab hukumnya meliputi tempat 

lredudukan Perneroan alas permohonan Perseroan agar ditetaplren kuorum 

untuk RUPS ketiga. 

(5) Pemanggilan RUPS ketiga barns menyebutkan bahwa RUPS kedua telab 

dilangaungkan dan tidak mencapai kuorum. 

c. Untuk RULB lainnya, diluar dari point a dan b tersebut di alas : 

(I) RULB lainnya dapat dilangsungkan jiku dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu 

perdua) hagian dari jumlab selurub saham dengsn hak suara hadir atau 

diwakili, keeuali UUPT ini danlatau anggarnn dasar menentulren jnmlah 

kuorum yang lebih besar. 

(2) Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak ten:apai, dapat diadakan 

pemanggilan RUPS kedua 

(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua barns disebutkan bahwa RUPS pertama 

telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sab dan 

berhak mengarnbil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu 

pertiga) bagian dari jumlab seluruh sabam dengan hak suara hadir atau 

diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlab kuorum yang lebih 

besar. 

( 4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan k:uorum 

untuk RUPS ketiga. 

(5) Pemanggilan RUPS kutiga harus menyebutkan babwa RUPS kedua telab 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan 

dilangsungkan dengan kuorum yang telab ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(6) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakulren dalamjangka waktu peling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS lredua atau ketiga dilangsunglren. RUPS 

kedua dan ketiga dilangsungkan dalam janglre waktu paling cepat 10 
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(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelab RUPS yang 

mendabuluinya dilangsungkan. 

3) Tata Cara Penyelenggaraan RUPS 

RUPS diadak:an di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan 

melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran 

dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana 

sabarn Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS harus terletak di wilayah Negara 

Republik Indonesia. Apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang 

saham dan semua pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan 

agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di mana pun dengan ketentuan rnasih dalam 

wilayab Negara Republik Indonesia. Mengenai hal ini, yaitu RUPS dengan agenda 

tertentu harus disetujui dengan suara bulat.70 

a) Pemanggilan RUPS 

Pelaksanaan RUPS harus didabului dengan pemanggilan RUPS. 71 Direksi 

menyelenggarakan RUPS Tabunan dan RUPS lainnya dengan melakukan 

pemanggilan kepada pemegang sabam paling larnbat 14 (em pat be las) hari sebelum 

tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 

tanggal RUPS. 72 Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh 

Dewan Komisaris atau pemegang sabam berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan 

Negeri. 

Penyelenggaraan RUPS dapat dilaknkan atas permintaan :73 

a. I (satu) orang atau lebih pemegang sabarn yang bersarna-sarna mewakili 1110 

(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali 

anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebib kecil; a tau 

70 Indonesia (b). Lihat Pasal76. 
71 Ibid. 
72 Indonesia (b). Lihat Pasal82 ayat (1). 

73 Ibid, Lihat Pasal 79 ayat (2}. 
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b. Dewan Kornisaris. 

Yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal 

permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya 

disampaikan kepada Dewan Komisaris. 

Jika diminta, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaaan 

penyelenggaraan RUPS diterima.74 Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan 

RUPS, maka :75 

a. dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang saham, 

rnaka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau 

b. dalam hal permintaan dilakuk:an oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris 

melakukan pemanggilan sendiri RUPS. 

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penmintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima.76 

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakuk:an pemanggilan RUPS 

dalam jangka waktu tersebut di atas, pemegang saham yang meminta 

penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk 

menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS 

tersebut. Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, 

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian tzm untuk: 

menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa 

persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk 

74 Ibid, Lihat Pasa179 ayat (5). 
73 Ibid, Lihat Pasal 79 ayat (6). 
76 Ibid, Li!tat Pasal 79 ayat (7). 
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diselenggarakannya RUPS. 77 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri memuat juga 

ketentuan mengenai :" 

a. bentuk RUPS, mata aean1 RUPS sesuai pennohonan pemegang saham, jangka 

waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran., dan/atau ketentuan tenmng 

persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai 

dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Te!batas atau 

anggaran dasar perneroan; dan/atau 

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisalis untuk hadir dalam 

RUPS. 

Penetapao Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin ternebut bersifat final 

dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Ketua Pengadilan Negeri menolak pennohonan dalam hal pemohon tidak dapat 

membuktikan secara sumir, bahwa persyaratan Ielah dipenuhi dan pemohon 

mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Dalam hal 

penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak pemohon, upaya hulmm yang dapat 

diajukan hanya kasasi.79 

Perseroan wajib membenkan salinan kepada pemegang saham secara cwna­

cumajika diminta dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalamjangka waktu yang 

ditentukan dan penggilan tidak dilakukan melalui sura! tercatat atau melalui iklan 

surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS tetap sah jika semua pemegang 

saham dengan lmk suara badir atau diwakili dalarn RUPS dan keputusan tersebut 

disetujui dengan suara bulat. 

RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS dapat 

membiean!kan masalah yang berkaitan dengan alasan pennintaan oleh pemegang 

saham dan atau Dewan Komisaris dan mala acara lainnya yang dipandang perlu oleh 

Diraksi sesuai dengan panggilan RUPS. Sadangkan RUPS yang diselenggarakan 

71 Indonesia (b). Libat PasalSO a~at (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 
711 Ibid, LihatPasal80 ayat (3). 

"Ibid., Lihat Pasal8() ayat (4). 
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oleh Dewan Komisaris membicarnkan masalah yang berkaitan dengan alasan 

dimintanya RUPS. Selanjutnya RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri hanya boleh membicarnkan mata acara rapat sebagaimana 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan sernua 

pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. RUPS 

dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan bahwa tempe! atau lokasi 

penyelenggaraannya harus masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

RUPS ini dapat mengambil kepntusanjika keputnsan tersebutdisetujui dengan suara 

bulat 

b) RUPS dengan Media Elektronik 

Penyelenggaran RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video 

konferensi. atau sarana media elektronik lainnya yang memungkink:an semua peserta 

RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 

rapat Persyaratan koorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal RUPS 

melalui media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang­

undang ini dan/at au sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan."' 

Persyaratan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarksn keikotsertaan peserta 

RUPS melalui sarana media elektronik tersebut Setiap penyelenggaraan RUPS 

tersebut hams dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua 

peserta RUPS. Ditandatangani ndalah, balk secara fisik maupun secara elektronik." 

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat memungkiokan unlnk melakokan 

penandatanganan dangan elektronik sehingga setiap peserta RUPS dengan jasa 

elektronik dapat melakokan penandatanganan basil RUPS dengan menggunakan 

teknologi elektronik ~~:rsebut 

"'Ibid., Lihat Pasal77 ayat (l). 

!l:l Ibid, Pasal 77. 
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4) Hak Suara Dalam RUPS 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelurnnya bahwa setiap saham dengan nilai 

nominal terkecil yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali angganm dasar 

menentukan lain." Hak suara terse but tidak berlaku untuk :" 

a. saham Perseroan yang diknasai sendiri oleh Perseroan; 

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung 

atau tidak !angsung; atau 

c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara 

langsung atau tidak langsung dimilik:i oleh Perseroan. 

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan sural kuasa berbak 

mengbadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang 

dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpe hak suara Dalam 

pernungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk 

selunih sabam yang dimililrinya dan pemegang sabam tidak berbak memberikan 

knasa kepada !ebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari j umlab saham yang 

dimililrinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, 

anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang 

bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir 

sendiri dalam RUPS, surat knasa yang Ielah diberikan tidak berlaku untuk rapat 

tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berbak badir dalam RUPS 

dengan memparhatikan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tabun 2007 dan anggaran 

dasar Perseroan. 

5) Kuorum untuk RUPS 

RUPS dapat dilangsungkanjika dalam RUPS lebih dari I/2 (satu perdua) bagian 

dari jumlah selunih saham dengan hak suara hadir atau diwakili, keeuali undang-

82 Ibid, LihatPasa184 ayat (1), 

" Ibid, Lihat Pasal B4!lYI't (2). 
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undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorurn yang lebih besar. 84 

Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum 

yang ditentukan oleh Undang-undang PT. 

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diadakan 

pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat 

harus tetap dibuka dan dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang 

menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak 

tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua. Dalam 

pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sebagaimana sah dan 

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 113 (satu pertiga) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. kecuali 

anggaran dasar menentukanjwnlah kuorum yang lebih besar.85 

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. 

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS harus tetap dibuka dan 

kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS 

kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat 

diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum 

RUPS ketiga. 

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan 

dengan kuorum yang Ielah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ini bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, 

penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua. Yang dimaksud dengan 

84 Ibid Lihat Pasal86 ayat (1). 

ss IbidLihat Pasal 86 ayat (4). 
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"bersifu.t final dan mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah bahwa atas penetapan 

tersebut tiduk dapat diajukun banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilukukun dalam jangka waktu paling 

Jambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangaungkan. RUPS kedua 

dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling eepat 10 (sepuluh) bari dan 

paling Jambat 21 {dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya 

dilangsungkan. 86 

6) Keputusan RUPS 

a) Pengambilan Putusan 

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawaruh untuk mufakat. Dalam hal 

keputusan berdasarlcan musyawarah untuk mufu.kat sebagaimana dimaksud tiduk 

tercapai, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari 112 (satu perdua) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan, keeuali undang-undang danlatau anggamn dasar 

menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang setuju 

yang lebih besar . ., Yang dimaksud dengan "musyawarah untuk mufakat" dalam 

mengambil keputusan dalam RUPS adalah basil kesepakatan yang disetujui oleh 

pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.83 

Yang dimaksud dengan "disetujui lebib dari 1/2 (seperdua) bagian" ada.luh 

bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 112 (seperdua) jumlah 

suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tiduk ada yang 

memperoleh suara lebih dari 1/2 (seperdua) bagian, pemungutan suara alas 2 (dua) 

usul atau caJon yang mendapatkan suara terbanyuk harus diulang sehingga salab satu 

usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 112 (seperdua) bagian89 

116 Ibid, Lihat Pasal86 ayat (9). 
27 !hid, Libat Paso! 'g7. 
88 Ibtd. Uhat Penjelasan Pasal 87 ayat (1). 

1$9 Ibid. Liltat Penjelasan Pasal87 ayat (2l 
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b) RUPS untuk Perubahan Anggaran Dasar 

Sah tidaknya keputusan yang diambil RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu 

pemanggilan RUPS yang dilaknkan, kuorum kehadiran pemegang saham dan 

kuorum pengambilan keputusan. 90 RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat 

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan 

adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara 

yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan!atau 

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalarn hal 

kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diselenggarakan 

RUPS kedua.91 

RUPS kedua sah dan berhak mengarnbil keputusan jika dalarn rapat paling 

sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir 

atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 

(dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar 

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan 

RUPS yang lebih besar. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara mutatis mutandis berlaku bagi RUPS 

untuk mengubah anggaran dasar ini. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, yaitu 

mengenai kuorum kebadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan 

keputusan RUPS berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal92 

90 Rachrnadi Usman, op.cit., hal. 146. 
91 Ibid, Lihat Pasal88 ayat (l} dan (2). 
92 Ibid, Lihat Pa.sal88. 
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2. Direksi 

a. Kedudl!ill!!l Hulrum Direksi 

Direksi merupakan salah satu organ PT yang tugas dan fungsinya melakuksn 

kepengmusan PT serta mewakili badan hulrum dalam melakukan petbuallln hukum 

dalam rangka hubungan hulrum tertentu. Badan hulrum PT mewakilkan 

kepengerusan PT kepada Direksi selaJ.:u salah satu organ PT." Keberadaan Direksi 

dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengen kata lain perseroan 

wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai ""artificial person" tidak dapat 

berbuat ape-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagei "natural 

person~'.94 

Pada hekikatnya, hanya Direksi yang diberi kekuasaan untuk "mengurusi dan 

mewakili" PT baik di dalam maupun di luar pengsdilan. Dalam mengurusi dan 

mewakili PT, hendaknya Direksi memperhatikan kspentingan dan tujuan PT. oleh 

ksrena itu Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawah terhadap perseroan. Tugas 

dan tanggung jawab serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan 

denikian kebemdaan Direksi juga diatur berdasarkan undang-undang. 

b. TJl&ll!! dan Wewenang Direksi 

Direksi selain bertanggeng jawab penuh alas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan, juga menja!ankan wewenang dan tugas pewakilan 

perseroan, yakni mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan. Kewenangan pengurusan melipnti semua 

petbuallln hukum yang teroakup dalarn maksud dan tujuan serta kegiallln usaha 

perseroan sebagsimana dimuat dalam anggaran dasa.mya. Hal ini pula yang menjadi 

sumber kewenangan Direksi untuk dan atas nama perseroan melekukan petbualan­

perbuatan hulrum dengan pihak keliga atau dengan kata lain, mewakili perseroan di 

dalam maupun di luar pengadilan. Kepengurusan oleh Direksi ini tidek terhatas pada 

memimpin dan dan menjalankan kegiatan rutin sebari-hari. Direksi berwenang dan 

9~ Ibid., Libat Pa.sal92 ayat (1) jo Pasall ayat (5). 
?

4 lG. Rai Widjaya. op. cit., hal. 208. 
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wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam mngka 

mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. 

Pengertian kepengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, 

kurena UUPT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip 

''fiduciary duty"" yang mencnkup juga duty of skill and care96 oleh Direksi. Hal ini 

tampak pada peogaturan tugas masing-masing anggota Direksi. Bahkan, apabila 

anggota Direksi yang bersangkutan salah atau !alai melnksanakan tugasnya dengan 

baik, sehingga perseroan dirugikan, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi 

dan pemegang saham dapat mengajuksn gugatan ke Pengadilan Negcri.97 

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tabun 2007 meoentukan jika anggota 

Direksi lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap 

anggcta Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggamo dasar. Berdasarkan 

ketentuan ini, UUPT memilib sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan 

p:raktis masing-masing anggota Direksi berwenang rnewakili perseroan. Setanjutnya 

anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi yang 

dimaksud, berhubung perbedaan kepentingao aotara perseroan dan anggota Direksi 

yang bersangkutan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta 

besar dan jenis peogbasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisatis 

alas nama RUPS. Anggota Direksi tidak betwenang mewakili perseroan apabila 

teijadi perkura di depan pengadilan antara perseroan dangan anggota perseroan yang 

bersangkutan mempuoyai bentumn kepentingan yang bertentangan dengan 

kepentingan perseroan'' Apabila tedapat bal yang demikian, yang berbak mewakili 

perseroan adalab : 

a. anggota Direksi lainnya yang tidal<: mempunyai bontumn kepentingan dengan 

Perseroan; 

'~ Fiduciary Duty adplah tugas yang dijalankan oleb direktur dengan penuh tnnggung jawab 
untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan). 

96 Maksud dari ""duly of skill and cm"C" adalab Direksi menjalankan tugas dan kewajiban atau 
tiodakan bukum berdasarkan kemauan serta kehati-hafian yang diperlukan untuk mewujudkan 
kepentingan dan tujuan perseroatt 

97 AbrlulkadirMuhammad. op.cil .• hal. 167. 

~Indonesia (b). Lihat Pasa.l99 ayat {I}" 
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b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyru benturan 

kepentingan dengan Perseroan; atau 

c. Pibak lain yang ditunjuk o!eh RUPS dalana hal se!uruh anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 

Direksi dapat memberi kuasa tertutis kepada satu orang karyaWaJa perneroan 

atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan alas nama perseroan melakukan 

pernuatan hukum lertentu sehagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. " 

Pemberian kuasa berdasarkan isi dan sural kuasa di luar sehingga knasa harus 

bersifat kbusus, yaitu melakukan tindakan hukum tertentu, tidak dapat melakukan 

semua tugas yang menjadi tugas direksi, kecuali diatur lain dan dengan persetujuan 

RUPS. 

c. Hubungan Hukum Antara RUPS dan Direksi 

Dalam prnktek terdapat pemegang saharn yang seksligus menjadi Direksi, 

namun fungsi pemegang saharn dan fimgsi Direksi dipisah secam tegas oleh undang­

undang. Dengan demikian diharapkan kontinuitas jalannya perseroan menjadi 

terjamin. Direksi ataupun pemegang saham masing~masing mempunyru 

keweoangannya sendiri-sendiri yang dapat mereks lakukan secam mandiri dan untuk 

itu mereka juga mempuyai tanggungjawab sendiri-sendiri pula. Kemandirian Direksi 

tidak menjadikan kekuasaan Direksi dijalanksn dengan tanpa betas. Direksi tidak 

boleh melakukan perbuatan sekehendakuya sendiri walaupun itu dengan alasan untuk 

kepentingan Perseroan. 

Otonomi Direksi ini dibatasi oleh asas kepantasan. Sepanjang Direksi telab 

menjalanksn kepengurnsan secara pantas, maka ia dikataksn tidak menyalabgunakan 

amu melanggsr otonomi yang diberikan100 Perihal kepantasan ini dapat disimpulkan 

bahwa ukuran pantas seeara )'Uridis adalah tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan, tidak melanggsr asas itikad baik dan asas kepatulan, kebiasaan 

atau undang-undang serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 

!»Ibid, Pasal103. 
100 Rudhi Prasetyo, op.Cil, haL 9. 
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Selama ini orang berpendapat bahwa pemegang sabam yang dimanlfeslll!!il<an di 

dalam RUPS adalah merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi di dalam 

perseroan Namun dalam perkembangannya orang tidak lagi mempertahankan 

anggapan tersebut sebab dewasa ini peru anggota Direksi mengldaim bahwa mereka 

mempunyai tugas mandiri pada bidang yang oleh undang-undang dan anggaran dasar 

diserahkan kepadanya. 

Kebebasan bergerak ini dirasakan sangat penting guna memanfaatkan peluang 

ekonomi sedapat mungkin demi keuntungan perusahaan. '01 Seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, sepanjang Direksi telah menjalankan kepengwusan secara 

pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgnnakan atau melanggar otonomi yang 

diberikan. Di sini dalam menilai pekerjaan Direksi digunakan pendekatan yuridis, 

akan tetapi seyogyanya dipergunakan ukuran manajemeiL 102 Ini berarti untuk menilai 

keberhasilan pekrrjaan Direksi, apakah perouatan yang dilaknkan Direki pantas atau 

tidak harus diukor dati ukuran manajemen atau nkuran ekonomis, jadi diukor dati 

ilmu ekonomi Sejauh mana keberhasilan Perseroan mencapai tujuannya akan 

bergantung pada manajernya atau Direksi dalam menja!ankan kepengwusan 

perusabaan. Apabila ukuran ini benar-benar diterapkan pada perseroan maka Direksi 

akan dituntut untuk benar-benar profussional, bahkan Komisaris pun dituntut harus 

profesional pula, sebab ia akan berbadapan dengan prinsip-prinsip manajemen untuk 

dapat menilai apakah Direksi telah menjalanksn kepengurusannya dengan panlllS. 

Keduduksn RUPS dalam hubungannya dengan keduduksn Direksi betapa 

pentingnya kedudukan RUPS ini dalam struktur PT, sebab seperti Ielah diuraikan 

sebe!nmnya bahwa Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Ketentuan pada 

Pa.sal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jelas membuktikan bahwa Direksi 

diangkat oleh RUPS. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

secara tegas dinyatakan bahwa : 

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ 
Perseroan yang mempllllyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 

lrH Ali Ridho, op. cit, hal. 339. 

~~!hid' hal. 10. 
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Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini 
danlatau anggaran dasar. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan RUPS adalah semua 

kewenangan yang berdasar undang-undang atau anggaran dasar yang tidak 

diperuntukkan bagi direksi atau dewan knmisaris. Batasan wewenang RUPS adalab 

segala wewenang yang tidak diserabkan kepada direksi atau komisaris sebagaimana 

bunyi Pasall ayat (4) tersebut di atas. 

3. Dewan Komisaris 

a. K!;dudukan Hukum Dewan Komisaris 

Bagi perusahaan-perusahaan besar dan BUMN yang pada umumnya dipimpin 

oleh suatu Direksi yang terdiri atas orang-orang yang profesional dan pemegang 

saham tidak lkut campur dalam manajemen,. rasanya suatu hal yang rnutlak bahwa 

pemegang sabam atau pemilik perlu mengangkat atau menempatkan orang-orangnya 

se]aku Dewan Komisaris sebagai pengawas daripada Direksi. Sedangkan bagi 

perusahaan-perusahaan kecil~ pemegang saham atau perniiik sendiri yang mernimpin 

atau menjadi Direksi Perseroan, dalam arti Direksi Perseroan adaiah sebagai 

pemegang saham. Dalam hal demikian yaitu pemegang saham merangkap sebagai 

Direksi. 

Sebaliknya, UUPT dengan tegas menyebutkan Dewan Komisaris sebagai salah 

satu organ perseroan yang bertugas untuk melalrukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi 

dalam menjalankan Perseroan. tiD Dcngan demikian, Dewan Komisaris berfungsi 

sebagai pengawas dan penasihat Direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu 

keharusan. Sebagai pengawas dan penasihat Direksi, Dewan Komisaris selain 

berwenang memberhentikan sementara anggota Direksj, juga berwenang 

memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melalrukan perbuatan 

hukum tertentu dan beiWenang pula melakukan tindaknn pengumsan perseroan 

103 Indonesia (b). Lihat Pasal 1 angka 6. 
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dalam keadaan lertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direkai, jika 

Direksi tidak ada. Bagi Dewan Komisaris yang demikian berlakn semua ketentuan 

mengena1 hair. wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak 

ketiga.J04 

Tugas pengawasan Dewan Komisaris bisa rnerupakan bentuk pengawasan 

preventif atau represif. 105 Pengawasan preventif ialah melakuk:an tindakan dengan 

menjaga sebelumnya agar tidak teljadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan 

merugiken perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari Direksi yang harus 

dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau 

belum. Dalam hal ini Dewan Komisaris hams selalu mengawasinya. Pengawasan 

represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk mengnji perbuatan Direksi 

apakah semua perhuatan yang dilakukan Direksi itu tidak menirnbulkan kerugian 

hagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. 

Apakah nasihat-nasihat dan Komisaris sudah diperhatikan betul oleh Direksi. Semua 

ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya 

Pasalll4 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, memberikan kewajihan bagi 

Dewan Komisaris agar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. 

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak 

sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direkai, setiap anggota Dewan Komisaris 

tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, 

kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 

b. Tugas dan Wewenang Dewan Komisatis 

Rincian tugas Dewan Komisaris diatur di dalarn angganm dasar, antara lain : 

3. Mengawasi tindakan pengarusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan olah 

Direksi. 

4. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan. 

104 Ibid, Lihat Pasall05, 117 dan 118, 
10~ Agus Budiarto, op.cit., hel7L 
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5. Memberikan persetujuan untuk tindakan tertentu Direksi Perseroan; 

6, Memberikan nasihat kepada Direksi. 

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dibagi dalam : 

a. Tanggungjawab keluar terhadap pihak ketiga 

60 

Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab Direksi, karena 

Komisaris bertindak keluar berhubtmgan dengan pihak ketiga hanya dalam 

keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal Dewan Komisaris 

dibutuhkan Direksi sebagai saksi atau pemberi persetujuan dalam hal Direksi 

menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat persetujwm dari Dewan 

Komisaris dalam perbuatan pengua.<;aan ( beschikking), seperti mcnj ual, 

menggadaikan daa lain-lain. 

b. Tanggungjawab ke dalam terbadap perseroan 

Tanggung jawab ke dalam sama dengan Direksi, pertanggungjawaban secara 

pribadi tmtuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang kumisaris atau lebih maka 

pertanggungjawaban itu bisa bersifut kolektif atau majelis, berlaku secara 

tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Jika komisaris ikut serta 

dalam pengurusan biasanya ia ikut memberikan pertanggangjawaban kepada 

RUPS bersama-sama dengan direksi. 

Tanggung jawah Dewan Komisaris wajib terutama yang berkaitan dengan 

keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhittmgan laba rugi yang berarti 

ia ikut menyetujui isi lapomn pertanggungjawaban direksi tersebut. 106 

C. Kewenangan Hakim Dalam memutuskan Perkara 

1. Peran Pengadilan Negeri 

Proses pemeriksaan perksra di Pengadilan akan dimulai setelah berkas perkara 

dida:llarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan perksra ini akan 

dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua 

IU6 Indonesia (b). Lihat Pasal116. 
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Majelis Hakim yang bersangkutan akan menentukan hari dan jam perkara akan 

diperiksa di muka sidang. !()7 

Pada saat menjalankan tuga.s peradilan hakim adalah bebas (independan) artinya 

hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan, atau tidak ada campur tangan 

dari pihak manapun atau kekuasaan apepun. '" Kebebasan hakim bukan merupakan 

kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tangguog jawab untuk 

menciptakan hakum yang sesuai dengao Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

dao perasaan keadilan masyarakat 

2. Pertimbangan Hakum Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara 

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketcntuan-ketentuan Pokok Kekoasaan Kehakiman, hakim bertuga.s sebagai penegak 

hukum dan keadilan. Dalarn masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis (hakum 

adat), hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dakan masyarakat dan 

merumuskan dalam putusan-putusannya. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah 

masyarakat guoa mengenal perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalarn 

masyarakat. 

Hakim diharapkan bersikap tidak memibak dalarn menentukan siapa yang benar 

dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. 

Bagi bakim, dalarn mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fukta 

atau peristiwanya, dan bukan hukumnya. Peraturan hukunmya adalah alat, sedangkan 

yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan tedadinya suatu 

peristiwa yang meskipen sudah ada peraturan hukumnya, justru lain 

penyelesaiannya. Akhimya hakim akan menemakan kesalahan dengan menilai 

peristiwa itu keseluruhannya 109 

107 Abdul Kadi.r Muhammad. Hukum Acara Perdata [lttlonesia, (Bandung : PT Citra Aditya 
Balcti, ZOOO), hal. 79. 

li)S Ibid, hal. 31. 

109 Sudikno Mertokusumo, Jlulmm Acara Perrlatadi Indonesia, {Yogyakana: Liberti, 1985). 
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Tujuan suatu proses dimuka pengadilan adalalt untuk memperoleh putusan 

bakim yang berkekuatan hukam yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak 

dapat dirubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang 

berperkara ditetapkan unluk selama-lamanya dengan maksud apahila tidak ditaati 

secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-a!at Negara ( dengan kekuatan 

umum).no 

Setelah pemeriksaan perkara selesai majelis bakim mengnmpulkan semua hasil 

pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. 

Berdasarkan basil pemeriksaan majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya. 

Setelah rnajelis hakim mendapat kepastian bahwa telalt terjadi peristiwa, lalu 

memutuskan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau 

tidak. Kemudian majelis haklm menentukan peraturan hukam apakah yang 

menguasa. peristiwa yang Ielah terjadi itu. Inilah yang disebut menemukan 

hukam
1

" 

3. Putusan Hakim Dalam Hukam Acara Perdata 

Apabila hakim telah barkeyakinan mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan 

telah menemukan hukamnya dengan segera ia akan menjatuhkan putusannya. Dalam 

putusan itu hakim wajib mengadili semua hagian gugatan penggugat dan semua 

alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. lni berarti hakim harus 

memberikan putusan seeara nyata untuk setiap hagian tuntutan penggugat. Akan 

tetapi hakim dibnang menjatuhkan putusan terbadap bal yang tidak dituntut atau 

mengabulkan lebih dati apa yang dituntut. 

Ada kemungkinan sebelum menjatuhkan putusannya hakim menjatuhkan 

menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkiukan dan 

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Walaupun harus 

diucapkan dimuka persidangan, putusan sementara tidak dibuat dalam putusan 

110 R Subekti, Hulmm Acara Perdata, {Bandung: Bina Cipta., 1989), hal. 124. 
111 Sudikno Mertolrusumo, op.cit, 
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tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan 

sementara hanya dapat menyatakan banding bersama..sama putusan akhir. 

4. Jenis Putusan Hakim 

Jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata, putusan akhir diklarifikasikan 

menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: 112 

1. Putusan kondemnator, yaitu putusan yang berisi pengakuan dan bersifat 

mengbukum. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajihan untuk 

memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakirn. Mengbukum artinya 

membehani kewajiban untuk berprestasi tebadap lawarutya. Prestasi itu dapat 

berwujud memberi scsuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas 

suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusarutya dapat 

dilaksanakan dengan paksaan, artinya terlepas dari ada tidakuya pengakuan atau 

pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya. 

2. Putusan delclarator, yaitu putusan yang bersifat rnenyatakan hukurn atau 

rnenegaskan suatu keadaan hukum sernata·mata. Dalam putusan ini dinyatakan 

bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada 

Umumnya putusan deklarator terjadi dalam lapangan hukum pribadi, rnisalnya 

mengenai pengangkatan anak, kelahiran, penegasan hak atas suatu benda. 

Putusan ini bersifut penetapan saja tentang keadaan hnkurn, tidak bersifat 

rnengadili karena tidak ada sengketa. 

3. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang bersifat mengbentikan keadaan hukurn 

lama atau menimbulkan keadaan hokum baru. Dalarn putusan ini suatu keadaan 

hukum tenentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukurn baru. Dalarn 

putusan ini tidak diperlnkan pelaksanaan paksaan karena dengan diucapkannya 

putusan itu sekaligus keadaan hnkum lama berbenti dan timbul keadaan hukum 

barn. 

Persarnaan antara keliga jenis putusan akbir rersebut adalah selalu terdapat 

pemyataan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah patusan kondemnator menuju 

112 Faizal Kamil, Azas Hukum Acara Perdara, (Jakarta : Bad an Penerbit Islam. 2005). haL 121. 

Universitas Indonesia Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



64 

kepada pelaksanaan putusan dengan paksaan bila pibak yang kalab tidak mau 

melaksanakan dengan sukarela, putusan deklarator dan putusan konstitutif tidak 

memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah 

mempunyai akibat hukmn. 

Ada duajenis putusan hak:im yaitu :113 

I. Putusan yang belum menjadi tetap, yaitu putusan yang menurut ketentuan 

undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya huknm 

melawan putusan tersebut, misalnya banding, perlawanan, kasasi. 

2. Putusan yang sudah menjadi tetap, yaitu putusan yang menUIUt ketentuan 

undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk rnenggunakan upaya hukum 

biasa melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. 

Kekuatan yang dimiliki oleh putusan yang sudah menjadi tetap memiliki 3 (tiga) 

jenis kekuatan yaitu : 

a. Kekuatan mengikat 

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan 

menetapkan hak dan apa yang merupakan hukmnnya. Putusan yang menjadi 

telap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan 

menggunakan upaya hukmn untuk melawan putusan itu karena tenggang 

waktu yang ditentukan undang-undang sudah larnpau. Apa yang diputus oleh 

hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenubi putusan tersebut. 

b. Kekuatan pembuktian 

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sehagai alat bukti 

oleh pihak yang berperkara sepenjang mengenai peristiwa yang telah 

ditetapkan dalarn putusan. Peristiwa yang Ielah ditetapkan itu dianggap benar, 

sehingga memperoleh kekuatan bukti yang sempuma. 

c. Kekuatan untuk dilaksanakan 

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti, artinya 

mempunyai kakuatan untuk dilaksanakan Bagi pihak yang telah dinyatakan 

kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya 

m !bid, hal 24. 
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sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, 

putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan. 

C. Permasalahan Dalam Praktek Penyelenggaraan RUPS oleb Perseroan 

Terbatas (Studl Kasus) 

1. Posisi Kasus 

Dalam suratnya tertanggal 4 Juli 2001, LC.l Omicron B. V. (selanjutnya disebut 

I.C.I Omicron) tclab meminta Direksi PT I. C.! Paints Indonesia (setanjutnya disebut 

Perseroan) untuk mengadakso RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) 

dengan agenda sebagai berikut : 

a. Penunjukan 3 (tiga) orang Direksi baru, yaitu lndaradi Kosim, Ray Sparks, dan 

Zahari bin Haji Mabfoudz; 

b. Pembebasan tugas Direksi lama yang sudab mengwtdurkan diri, yaitu Ara 

Mouslrigian dari I.C.l Omicron'" 

Berdasarkan pennintaan tersebut. Direksi Perseroan melalui surat undangan 

resminya tertanggal4 Juli 2001 telah mengundang LC.I Omicron dan PT Dwi Satrya 

Utama (selanjutnya disebut PT DSU) untuk menghadiri RUPSLB yang diadakan 

pada tanggal 24 Juli 2001. !.C.! Omicron selaku pernegang saham dalam Perseroan 

sebanyak 55% (lima puluh lima parsen) sedangkan PT DSU selaku pemegang saham 

dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen). Pernanggilan tersebut 

dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan RUPSLB 

sehingga sudab sah dan sesuai ketentuan Pasa114 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan 

danPasai69Undang-UndangNo. I Tabun 1995.115 

Babwa pada tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaan RUPS dibatalkan dengan alasan 

kuorum tidak terpanuhi karena PT DSU tidak hadir, meskipun telah dipanggil 

IH Hal in! dibuktikan dengan adanya surat pengunduran diri Ara Mooshigian sebagai anggota 
Direksi Perseroan tertanggal 24 Mei 2001 (Bukti P-21 sebagaimana terlamplr dalam Putusan Kepala 
Pengadilan Negeri Jakarta Sdatan No. 249/PdtG12002JPN.Jak.Sel)-

115 indonesia (a). Pasal69 ayat (1) berbunyi "pernanggilan RUPS dilakukan paling Jambat 14 
(ernpat belas) hari oobelum RUPS diadakan". Undaog-Undang No. l Tahun 1995 adalah ketootuan 
yang berlaku pada saat kasus ini berlangsung._ 
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dengan sural undangan resmi dan diterima oleh PT DSU. Pembatalan tersebut 

didasari dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5} Angganm Perseroan yang 

menetapkao bahwa : 

"Suatu Rapat Umum Pemegang Saham baru dapat mengambil kepurusan jika 
rapat tersebut dihadiri daniatau diwakili dengan sura! kuasa sedikitnya 213 ( dua 
pertiga) darijurnlah modal yang dikeluarkan oleh Perseroan". 

Bcrdasarkan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan kembali mengirirnkan surat 

undangan kedua kepada para pemegang saham Perseroan nntuk menghadiri 

RUPSLB Perseroan tanggal 13 Agustus 200!. Pemberitahuan resmi tersebut juga 

telah dimuat di harlan The Jakarta Pos tertanggal26 Juli 2001 dan harlan Pos Kota 

tertangga1 26 Juli 2001 dan telah diterima oleh PT DSU, sehingga semuanya telah 

sesuai dengan tata eara, prosedur dan masih dalam tenggang waktu sehagaimana 

ditentukao oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 2 jo Undang-undang No. 1 

Tahun 1995 Pasal69 ayat (I) yang mewajibkan pemanggilan pemegang saham untuk 

RUPS di1aksanakan dalarn waktu 14 (empat belas) hari sebelurn RUPS dilalrsanakan. 

Pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPSLB Kedua telah dilaksanakan dengan 

dihadiri oleh l.CI Omicron walaupun tanpa kehadiran PT DSU, dengan mengambil 

keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur Perseroan yang baru dan pembebasan tugas 

Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB 

Kedua Perseroan ditetapkan oleh Diralrsi Perseroan berdasarkao ketentnan yang 

berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang No. I Tahun 1995 Pasal 73 ayat (2) jo 

ayat (5) yang menyatukan sebagai herikut: 

Ayat (2) Dalam hal kuorurn sebagaimana dimaksud dalarn ayat (!) tidak 
tereapai, diadalrsn panggilan RUPS yang kedua" 

Ayat (5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan herhak 
mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili paling sedikit 113 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah. 

Dalam hal ini kehadiran LC.I Omicron Ielah mewakili 55% (lima puluh lima 

persen) saham yang berarti telah memenuhi ketentnan Undang No. I Tahan 1995 

Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) tersebut maka Rapat tetap dilaksanakan dan berhak 
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mengambil keputusan yang sah dan mengikat, kemudian Ielah menetapkan 3 (tiga) 

Direktur Perseroan yang baru dan membebas tugaskan Direksi yang lama. Berita 

Acara RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani oleh Ray Sparks 

selaku Direktur Perseroan dan Ketua Rapat, dan Khoo Kian Lang Winston selaku 

wakil dari LCJ Omicron, serta dilegalisir oleh Lilian Arif Gondokusumo, SH, 

Notaris di Jakarta."6 Hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggall3 Agustus 2001 

menyatakan anggota Direksi Perseroan yang baru dan sah sebagai berikot : 

Direktur : Zahari Bin Haji Mahfoudz 

Direktur : Ray Sparks 

Direktur : Inderadi Kosim 

Direktur : Y oesoef Santo 

Direktur : Clay Tirtana Subrata 

PT DSU rnerasa dirugikan atas pelaksanaan RUPSLB Kedua pada tanggal 13 

Agustus 2001 o1eh Direksi Perseroan bahkan telah mengambi1 keputusan tanpa 

kebadiran PT DSll selaku pemegang saham dalam Per.;eroan. Menurut PT DSU, 

salah satu agenda RUPSLB Kedua tersebut adalah pembahasan mengenai 

penggantian Direksi yang merupaksn materi hukum perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan yang mana penentuan kuorum dan pengambilan keputusan harus 

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Per.;eroan Pasal 14 ayat ( 5) dan Pasal 18 ayat 

(2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tah1111 1995. 

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 menyatakan benbt ini : 

Ayat (I) Perubahan anggaran dasar banya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 

suatu rapat umwn luar biasa pemegang saham perseroan yang sengaja 

dipanggil dan diadakan untuk itu serta dihadiri sekurang-kuranguya 415 

(empat perlima) dari jumlah modal yang telah dike1uarkan dan usul 

ua Setiap penyelenggaraan RUPS ~ib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat 
dan paling sedi!cit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh .RUPS, ma.ksud pcmbuatan 
risalah dengan penandata.nganan tersebut adalah untuk m.enjarnin kepasrian dan kebenaran isi risalah 
tersebut. Kalau risalah tersebut dibuat oleh Notaris malca kewajiban untuk menandalanganl 
sebagaimana dimaksud di atas tidak dipedukan. Lihat lG. Ray Widjaya, Hukum Perosahaan, (Jakarta 
: Kesaint Blanc, 2007), haL 264. 
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t=ebut barus disetujui oleh sekurang-kurangnya 314 (tiga per empat) dari 

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah; 

Ayat (2) Apabila rapat pertama tidak mencapai 4/5 (em pat per lima) dari jumlah 

modal yang dikeiuarkan maka secepatuya 7 (tujoh) hari sesudah rapat 

pertama diadakan rapat kedua yang harus dihadiri oleh selrurang­

korangnya 4/5 (empat per lima) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan 

perseroan. 

Meskipun Anggaran Dasar Perseroan tidak secara tegas mengatur ketentuan 

yang berlaku dalam hal RUPSLB Pcrseroan yang pertama tidak berbusil memenohi 

kuorum, namun pertimbangan hukum lain yang mendasari pengambilan keputusan 

RUPSLB tersebut adalah Shareholders Agreement (Pe~anjian Para Pemegang 

Saham) tertanggal 9 Januari 199 i dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH, Notaris di 

Jakarta, yang mengikat dan berlako sebagai undang-undang bagi pembuatnya, yaitu 

antara LC.I Omicron dan PT DSU, dalam hal ioi ketentuan yang dipergunakan 

adalah Pasal 2.01 sampai dengan Pasal 2.04, yang secara tegas diatur dalam 

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta Peruhahan 

Anggaran Dasar No. II Tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran Negara Rl No. 67 

dan Ielah dinmnmkan dalarn Berilll Negara RI No. 2596 tanggal 20 Agustus 200 L 

Peijanjian Para Pemegang Saham inilah yang menjadi jiwa dan semangat 

terbentuknya Akta Pendirian Perseroa.JL 

Ketantuan Pasal 2.01 sampai dangan Pasal 2.04 Shareholders Agreement 

menyatakan sebag-.ri berikot : 

Article2 
Board of Directors 

2.01 The management of the Company shall he entrusted to a Board of five 
Directors who shall be appointed and removed in accordance with the 
provisions of the Articles of Association of the Company; 

2.02 DSU shall propose candidates for two members of the Board of Directors and 
I. CJ shall propose candidates fur three members of the Board ofDirectors; 

Each Party shall exercise all its voting rights and powers as shareholder to 
support the election of the candidates of the other Party to the Board of 
Directors. 
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Similarly each party shall support the other in the event that it wishes to in the 
event of its candidates. 
In the event of the removal or resignation of one of the Directors, the Party 
proposing such candidate shall propose a replacement and the other Party shall 
support the election of such replacement in similar manner. 

2.03 The day to day management of the Company shall be entrusted to a General 
Manager. 
The appointment of the General Manager will be made with the approval of all 
Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold 
approval. 

2.04 The Directors shall unanimously approve of the appointment of many 
expatriate slaff. 

Ketentuan Pasal 2.02 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement tersebut 

pada intinya mengatur sehagai berikut : 

Manajemen Perseroan diserabkan kepada Dewan Direksi yang terdiri dati lima 

orang; 

PT DSU akan mencalonkan dua orang anggota Dewan Direksi dan LCJ Omicron 

akan mencaJonkan tiga orang anggota Dewan Direksi; 

- Dalam hal pcnggantian dan penghentian tugas anggota Direksi, pihak yang 

melakukan penghentian anggota Direksi tersebut, akan mencatonkan 

penggantinya dan pibak yang lain akan mendnkang pengangkatan anggota Direksi 

yang baru tersehat dan demilcian pula sebaliknya; 

Dewan Direksi akan mengesahkan dengan suara bulat pengangkatan semua tenaga 

ketja asing; 

Selain ketentuan Pasal 2.02 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement 

peribal komposisi Direksi Perseroan tersebu!, secara tegas diatur pula dalam Alcta 

Perubahan Anggaran Dasar No. 11 Tabnn 1990 yang dimuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 2596 tanggal 20 Agustus 2001 yang dikutip sebagai 

berikut: 

"Direksi terdiri dati lima (5) anggota dan paling sedikit tiga (3) anggota. Apabila 
Direksi terdiri dati lima (5) anggota, Imperial Chemical Industries PLC akan 
mencalonkan tiga (3) orang dan PT Dwi Satrya Utama akan mencalonkan dua 
(2) orang, jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical 
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Industries akan mencalonkan dua (2) anggota dan PT Dwi Satrya Utama akan 
mencalonkan satu (I) oi1!llg." 

Jelaslah disini bahwa jika komposisi Direksi adalah 5 (lima) orang maka 3 (tiga) 

orang harus dicalonkan atau berasal dari lC.I Omicron dan hanya 2 (dua) orang 

dicalonkan atau berasal dari PT DSU. 

2. Penetapan dan Putusan Pengadilan 

a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana tersebut di alas, Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan telah meojatuhkan pene!apan tertanggal 4 Oktoher 200 l Nornor 

235/PdtPI200 1/PNJakSel yang intinya adalah: 

a. Mengabulktm permohonan Pemohon (PT DSU); 

b. Menya!akan bahwa keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agnstus 2001 tidak 

memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) 

Anggaran Dasar Perseroae jo Pasal 75 UndaNg-Undang No. 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas; 

c. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal l3 Agustus 2001 tidak sah 

oleh karenanya beta! demi hnkum; 

d. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus 

yang atas kemauauuya sendiri telah mengundurkan diri dari kepengnrusan; 

e. Membabankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh 

sembilan ribu rupiah). 

b. Putusan Pengadilan Ncgari Jakarta Selatan 

Berdasarkan pemyataan yang diuraikan oleh Pelawan dengan sural 

perlawanannya tertanggal 21 Mei 2002 yang didaflarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mci 2002, dibawah Register No. 

249/Pdt G/2002/PN.Jak.Sel Ielah mengemakakan hal-hal sebagai berikut : 

Adapl!fl yang menjadi obyek gngatan perlawanan Pelawan adalah Penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel yang ditetapktm 
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hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 selanjutnya disebut "Penetapan" oleh Hakim 

Tunggal, Ridwantoro, SH, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bunyi Amar 

Penetapannya sebagaimana telah disebutkan di aLas. 

Memperbatikan pasal-pasal dan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang 

bersangkutan : 

MENGADILI 

Dalam Provisi : 

Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 249/PdtG/2002/PN.Jak.Sel. 

tanggal 16 Juli 2002; 

Dalam Eksepsi : 

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan; 

Dalam Pokok Perkara : 

L Mengabulkan perlawanan Pelawao untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan sebagai bukum Pelawan adalah Pelawan yang baik; 

3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 

200 I sah dan mengikat Pelawan dan Terlawao karena sudan sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan Undang-Undang No. I 

Tahun 1995; 

4. Menyatakan ShareholderS Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan 

mengikat Pelawan dan Terlawao; 

5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT I.CJ Paints Indonesia (Turut Terlawan) 

sebagaimana dimana dimaksud di dalam Angganm Dasar Turut Terlawan terdiri 

dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh I.CJ 

Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dtcalonkan dari PT Dwi Satrya Utama 

(T erlawan); 

6. Menyatakan Penetapan Pengadtlan Negari Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.P/200 1/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi bakum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum; 

7. Menyatakan bahwa putnsan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebib dahulu 

walaupun ada v~ banding maupun kasasi ( uitvoerhaar bij voorrad); 

8. Menghnkum Turut Terlawao untnk tunduk pada putusan ini; 
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9. Menghuj,;um Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini 

yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 389.000,· (tiga ratus delapan puluh 

sembilan ribu rupiah). 

c. Putusan Pengadilan Tinggj 

Dengan dikabulkannya gugatan Pelawan peda peradilan Pengadilan Negeri 

tingkat pertama dikabulkan maka Pembanding I (semula Terlawan) dan Pembanding 

II (semula Turut Terlawan), mengajukan banding. Putusan mana dalam tingkat 

banding telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003, yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Dalam Provisi : 

- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi Nn. 249/PdtG/2002/PN.Jak.Sel 

tanggal 16 Juli 2002; 

Dalam Eksepsi : 

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlav;an; 

Dalam Pokok Perkara : 

I. Mengabulkan perlawanan Pel a wan untuk seutuhnya; 

2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik; 

3. Menyatakan babwa RUPS Luar Biasa Kedua turut Terlawan tanggal 13 Agustus 

200 I adalab sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Tumt Terlawan dan ketentuan 

Undang-Undang No. l Tabun 1995; 

4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Janueri 1991 adalab sab dan 

mengikat Pelawan dan Terlawan; 

5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT I.C.l Paints Indonesia (Tumt Terlawan) 

sebagaimana dimaksud di dalarn Anggaran Dasar Turut Terlawan, terdiri dari 5 

(lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya hams dicalonkan oleh LC.l Omicron BV 

(Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan deri PT Dwi Satrya Utama (Terlawan). 

6. Menyatakan Penetapan Pengaditan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/PdtP/2001/PN.Jak.Sel tanggal4 Oktober 2001 batal derni hokum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum; 
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7. Menyatakan bahwa putusan dalam perka.ta ini dapat dijalankan terlebih dahulu 

walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad); 

8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini; 

9. Menghukum Terlawan untuk mernbayar biaya yang timbul dalam perka.ta ini 

yang sarnpoi kini dital•sir sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh 

sembilan ribu rupiah). 

Setelah melakukan pertimbangan beberapo hal yang penting dalam memutus dan 

mengadili perkara ini dalam tingkat banding; 

MENGAD!LI 

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Terlawan dan 

Turut Terlawan; 

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 

2002 No. 249/PdtG/2002/PN.Jak.Sel. yang dimohoukan banding tersebut; 

- Menghukum Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan untuk 

membayar biaya petkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat 

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 

3. Analisa Kasus 

a. Pemenuhan per:syaratan dan prosedur penyelenggaraan RUPSLB Kedua PI 

ICI Paint Indonesia 

Seperti telah disinggung sebelurnnya, bahwa dalam suatu perseroan terbatas, 

sekurangnya dapot ditemukan adanya dua atau lebih pemegang saham. Dalam bal 

banya terdapot dua pemegang saharn, rnaka pemegang sabarn yang memiliki saham 

terbanyak seringkali disebut atau dinamakun dangan pernegaug sabarn mayoritas, 

atau majority shareholder. Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang saham 

rnayoritas atau majority shareholder yang diberikan dalam Black's Law Dictionary, 

yaitu 117 
: «A shareholder who own or controls more than half of the corporation 

slacks." Kedudukan pemegang sabam rnayoritas ini selalu dibadapkan peda 

m Black's Law Dictionary, 86 ed., hal. 1408. 
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pemegang saham minoritas, yang menurut Black's Law Dictionazy adalah "A 

shareholder who owns less than half of the total shares outstanding and thus cannot 

corporation's management or singlehandedly elect directors.·~ 

Dari rumusan yang diberikan, terkait dengan pemegang saham mayoritas dan 

pemegang saham minoritas dapat diketahui bahwa disamping pemegang saham 

mayoritas dikenal dengan pemegang saham pengendali, atau controlling 

shareholder. Dalam Black's Law Dictionary, pemegang saham dikatakan sebagai 

controlling shareholders apabila 118 
: "A shareholder who is in the position to 

influence the corporation activities because the shareholders either owns a majority 

of outstanding shares or own a smaller percentages but a significant number of the 

remaining shares widely distributed among many others.,, 

Dengan demikian jelaslah bahwa pada umumnya pemegang saham mayoritas, 

yaitu yang menguasai atau memiliki lebih dari setengah dari seluruh jumlah saham 

yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan adalah pemegang saham pengendali, 

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya Namun demikian, dalam komposisi 

kepemilikan saham yang lebih dari dua subyek huknm sehagai pemilik saham, rnaka 

dimungkinken pemegang saham pengendali bukanlah pihak yang menguasai atau 

memiliki lebih dari setengah saham yang dikeluarkan secam sah oleh perseroan. 

Pemegang saham disebut pengendali, jika ia dapat mengendalikan manajemen 

perseroan secara tidak langsung melalui penempatan wakilnya sebagai anggota 

direksi dan anggota dewan komisaris perserom Sedangkan pemegang saham 

minoritas adalah pemegang sabam tidak memiliki kontrol atas jalannya perseroan. 

Bagi mereka ini, pada umumnya diberikan perlindungan minimum oleh nndang­

undang atau statute yang berlaku di tiap-tiap Negara. Undang-undang No. 40 Tahun 

2007 hanya mengenal saham-saham atas nama. 119 

m !hid. 

ti9Yang dinamakan dengan saham atas nama adalah saham yang diterbitkan atau dikeluarkan 
Perseroan atas nama pemiliknya. Lihat Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 4 L 
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1) Perrnohonan RUPS 

Dalam kasus seperti yang telah diuraikan di atas, I.C.I Omicron selaku 

pemegang saham sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dalam Perneroan berhak 

mencalonkan dan menempatkan wakilnya sebanyak 3 (tiga) orang selaku anggota 

Direksi PO"leroan, sedangkan PT DSU selaku pemegang saham sebanyak 45% 

( empat puluh lima persen) dalam Perseroan berhak mencalonkan dan menempatkan 

wakilnya sebanyak 2 ( dua) orang. Dikarenakan salah satu anggota Direksi Perseroan 

tersebut, yaitu Ara Moushigian mengajukan pengunduran diri maka LC.l Omicron 

berhak mencalookan penggantinya dan pibak yang lain, yaitu PT DSU akan 

mendakung pangangkatan anggota Direkai yang barn tersebut dan demikian pula 

sebaliknya. 

Mekanisme yang dipergunakan untuk mencalonkan pengganti anggota Direksi 

Perseroan tersebut adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

(RUPSLB) sehingga l.C.l Omicron mcngajukan parmintaannya kepada Direksi 

Perseroan melalui surat tercamt termnggal 4 Juli 200 I untuk mengadakan RUPSLB 

dengan agenda penunjukan 3 (tiga) orang Direktur barn, yaitu Indera Kosim, Ray 

Sparks, Zahari bin Haji Mahfoudz dan pambebasan tugas Direksi yang lama. 

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas 

masalah-masalah yang timbul se<:ara meodadak dan membutuhkan pananganan 

segera, karena akan menghambat operasionalisasi PO"lefoan jika masalah itu tidak 

ruatasidengansegem. 

2) Pemanggilap R!JPS 

Untuk rnengadakan RUPS barus rudahului dengan pamanggilan dan ini wajib 

dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan sendirinya akan menghasilkan 

keputusan yang sah pula. Tindakan Direksi Perseroan dengan rnengirimkan surat 

undangan termnggal 4 Juli 200 I untuk menghadiri RUPSLB yang diadakan tanggal 

24 Juli 2001 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu !.C.! Omicron dan PT 

DSU oleb Penulis ruanggap sudah rnemenuhi prosedur pemanggilan 

panyelenggaraan RUPSI..B dimana jangka waktu pamanggil:m adalah 20 ( dua puluh) 
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hari terhitung sejak tanggal pennintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima Direksi 

Perseroan. 120 

3) Kuorum RUPS 

Perhitungan kuorum kehadinm dalarn RUPS hanya dapat dilakukan jika dipenuhi 

syarat-syarat tertentu perihal panggilan rapat. Jika panggilan RUPS secara resmi 

sebelumnya tidaklbelum dilak:sanakan sedangkan ada satu saham yang tidak had.ir 

atau diwakili, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang 

dengan menjalani prosedur Panggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 

(2) jo ayat (5) Undang-Undang No. I Tahun 1995. 121 

RUPSLB Perseroan tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaannya dibatalkan karena PT 

DSU tidak menghadiri RUPSLB walaupun Ielah dipanggil dengan sural undangan 

resmi dan diterima oleh PT DSU sehingga kuorum RUPS tidak terpenuhi. Direksi 

Perseroan telah mengirimkan surat undangan kedua kepada para pemegang saham 

Perseroan untuk menghadiri RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001. Pemberitahuan 

resmi juga telah dimuat di Harian Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos 

Kola tang gal 26 1 uli 200 I dan Ielah diterima oleh PT DSU. Dalam panggilan 

RUPSLB juga Ielah disebutkan agenda yang akan dibicarnkan yaitu penunjukkan 3 

(tiga) orang Direktur barn dan pembebasan tugas Direksi lama. Dengan demikian, 

Direksi Perseroan telah memenuhi tata cara, prosedur dan tenggang waktu 

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan, 

terutarna Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 69 Undang-Undang 

No. I Tahun 1995. 

Pada saat pelaksanaan RUPS Kedua Perseroan temyata pihak PT DSU tetap tidak 

hadir sehingga I. C.! Omicron selalru pemegang saharn yang hadir pada saat RUPSLB 

Ielah mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur baru dan pemhebasan tugas 

120 Lihat Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasa.l. 69 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 dimana jangka waktu pemanggilan adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
permintaan penyelenggarnan RUPSLB diterima 

Ill Selanjutnya diubah dengan Pasal 86 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang No. 40 Talrun 
2007. 
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Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB 

ditetapkan olen Direksi Perneroan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang­

Undang No. I Tabun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah 

dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang sabam yang 

mewakili paling sedikit 113 (satu per tiga) hagian dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suarn yang sah. Menurut Penulis tindakan yang diambil Direksi Perneroan sudan 

tepat mengingat validitas suatu keputusan RUPSLB akan dianggap sah dan mengikat 

apabila terpenuhinya syarat kuorum dan materi yang dibicarnkan dalam repat Hal ini 

herhuhungan dengan pelaksanaan tanggung jawah Direksi Perseroan dalam 

kaitannya dengan RUPS yang merupakan kewajiban yang diemban oleh Direksi dari 

wewenang dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh undang-undang dan Anggamn 

Dasar Perseroan, yaitu melaksanakan RUPS, menjalankan basil RUPS dan 

memberikan pertanggungjawaben kepada RUPS. Seandainya kuorum RUPS kedua 

juga tidak tercapai, alas pennohonan perneroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri 

Tanggung jawab Direksi pada dasamya dilaudasi oleh 2 (dua) prinsip panting, 

yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya 

oleh Perseroan (fiduciary duty), dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta 

kehati-hatian tindakan Direksi (duiJI of skill and care)."' Kedua priru!ip ini menuntut 

Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk 

kepantingan dan tujuan Perseroan. Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi 

yang herat bagi Direksi 123
, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

pribadi. 

Dengan demilcian, sah tidakuya keputusan yang diambil RUPS bergantung 

kepada tiga bal, yaitu pamanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kahadiran 

pemegang saham, dan kuorum pengambilan keputusan. UUPT tidak menentukan 

kuorum kehadiran RUPS dan kuornm pengambilan keputusan RUPS dalam rangka 

tn Parasie:n Simanungkalit, Rapat Ummn Pemega~rg Saham K.oitannya de11gan Tanggrmg 
Jawab Direksi Pat/a PerseroaJl Terbatas, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), haL 76_ 

tDlndonesia (a), Lihat Pasal 1!5, 90. 
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pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi. Lazimnya tata cara pemilihan dan 

pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Pcrseroan yang 

bersangkntan. Pada umumnya pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS. 

Anggota Direksi diangknt untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan 

diangkat kembali. Tanpa mengurongi hak pemegang saham dalam pencalonan, 

pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar 

Perseroan. 

Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tidak menentukan persyaratan jurnlah 

kuorum hagi pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB Perseroan yang kedua 

kurena hanya menentukan RUPSLB harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

modal yang telah dikeluarkan oleh PerseroaiL 124 Dengan demikian harus mengaeu 

pada Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No.I Tahun 1995 dengan persyaratan 

kuorum apabila dihadiri oleh pemegang saharn yang mewakili peling sadikit l/3 

( satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah 

B. RUPSLB untuk Perubahan Anggaran Dasar 

Pennasalahan yang timbul dari keputusan basil RUPSLB Perseroan tanggal 13 

Agustus 2001 adalah PT DSU mcnganggap salah satu agenda yang dibicarakan 

dalam RUPSLB, yang membahas mengenai penggantian Direksi merupakan materi 

hukum perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Narnun demikian penentuan kuorum 

dan pengarnbilan keputusan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam RUPS 

kadua tersebut adalah didasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang No. l Tahun 1995, 

yang mana RUPS kedua sah dan berhak mengarnbil keputusan apabila dihadiri oleh 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 ( satu per tiga) bagian dari jumlah 

selumh sabem dengan hak suara sah, mengingat kehadiran r.c.r Omicron telah 

mewakili 55% (lima pulnh lima persen) pemegang saharn. 

PT DSU berpendapat bahwa agenda RUPS kedua tersebut merupekan materi 

perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehingga dasar penentuan kuorum dan 

124 Lihat Pasall4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. 
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pengambilan keputusan adalab ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 

I8 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. I Tahun I995 sehingga RUPSLB kedua 

tersebut tidak memenuhi kuorum yang menyimpang dari ketentuan Anggaran dasar 

Perseroan Pasal I4 ayat (5) dan Pasa! I8 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. l 

Tabun 1995. 

Menurut pendapat Penulis, argumen yang diajukan PT DSU tidak tepat karena 

agenda RUPSLB kedua mengenai pembahasan penggantian anggota Direksi dengan 

menunjuk Direktur yang barn dan pembebasan Direksi yang lama. PT DSU 

berpendapat bahwa Pasal l ayat (2) Undang-Undang No. I Tahun 1995 menentukan 

bahwa Anggaran Dasar rnemuat susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan 

Komisaris sehingga berdasarkan Pasal I 4 ayat (I) jo Pasal 75 Undang-Undang No. I 

Tahun 1995 menentukan bahwa jumlah kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran 

dasar Perseroan adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlab 

suara terbanyak, apabila tidak mencapai kuorum tersebut, maka diadakan RUPS 

kedua yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlab seluruh 

saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh suara terbanyak: dari jumlah yang 

hadir tersebut. 

Dalam hal ini PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis Pasal I ayat (2) 

Undang-Undang No. I Tabun 1995. Perubaban terhadap Anggaran Dasar dibedakan 

antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang 

masing-masing ditentukan sebagai berikut :125 

I) Perubaban Mendasar126 

mI. G. Rai Widjaya,. op.cil., hal. 169. 
126 Ketentuan pengesahan perubahan anggaran dasar tertentu menurut Pasal 21 Undang­

Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat 
persetujuan Menteri. Perubahan tersebut meliputi : 
1. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; 
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; 
3. jangka waktu berdirinya perseroan; 
4. besamya modal dasar; 
5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 
6. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya; 
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Perubahan mendasar dimaksudkan adalah perubahan tertentu atas Anggaran 

dasar, dan perubahan tertentu itu hams mendapat persetujnan Menteri Hukum 

dan HAM Rl dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor tempat 

pendaftaran perusahaan, serta diumumkan daiam Tambahan Berita Ncgara 

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalarn UUPT. 

Perubahan tertentu itu meliputi : 

a) Nama Perseroan; 

b) Maksud dan tujuao Perseroan; 

c) Kegiatan usaha Perseroan; 

d) Jangks waktu berdirinya Perscroan apabila Anggaran Dasar menetapkan 

jangka waktu tertcntu; Besarnya modal dasar; 

e) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; status Perseroan tertotup 

menjadi Terbuka atau sebaliknya. 

2) Perubahan Lain 

Perubahan Anggaran dasar selain perubahan tertentu yang sifatnya mendasar 

sebngaimana disebutkan di alas, cuknp dilaporkan kepada (tidak harus mendapat 

persetujunn) Menteri Hukum dan HAM Rl dalarn waktu paling larnbat 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar 

Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). 127 

Perlu diperhatikan bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar, baik perubalban 

yang harus mendapat persetujuan manapun yang hanya cukup dilaporkan kepada 

Menteri Hukum dan HAM Rl sebagaimana disebutkan di atas, harus dibuat 

dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penggantian anggota Direksi dengan 

mengangkat Direktur yang baru bukanlah materi hukum perubahan Anggaran Dasar 

-------------------···-···· 

7. perubahan anggaran dasar dari status perseroan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya, 
meJiputi perubahan seluruh ketentuan aDI!Ji!aran dasar sehingga persetujuan Menterl diberikan atas 
perubahan seluruh anggaran dasar tersebut. 

Perubaban anggatan dasat selain d!maksud di ata:s, cukup diberitah1.1ka.n kepada Menteri 
121Indonesia (a), Lihat Pasall5 ayat (3). 
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yang memerlukan persetujuan dari instansi terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM 

RI, melainkan culrup dilaporkan. Dengan demikian RUPSLB Kedua dengan agenda 

penggantian anggota Direksi Perseroan mempergunakan jumlah kuorum 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang-Undang No. I 

Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah dan berhak 

mengambil keputusan apabila dihadiri o!eb pemegang saham yang mewakili paling 

sedikit 113 {satu per tiga) bagian dari jumlab selurub saham dengan bak suara yang 

sah. 

Keputusan Hakim, baik Pengadi!an Negeri maupun Pengadilan Tinggi, untuk 

menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/PdtP/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi bukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum adalah sudah tepat dikarenakan pertimbangan hukum 

yang dipergunukan adalah tidak tepa! karena tidak memenuhi ketentuan jumlah 

kuorum dan pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana 

ternyata dalam Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal I& ayat (2) jo Pasal 75 

Undang-UndangNo. I Tahun 1995. 

Ditirljau dari segi hukum perdata, harus dilihat pemenuban syarat sahnya suatu 

perjanjian sebagaimana temyata dalarn pasall320 KUHPendata, yaitu: 

l. kesepakatan mereka yang raengikatkan diri; 

2. kecakapan untuk membuat suatu parikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

Keempat unsur tersebut, da!am doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam :128 

1. Unsur subjektif, yang mewakili dua unsur pokok yang menyangkut subjek 

(pihak) yang mengadakan perjanjian, dan 

2. Unsur objektif, yang mewakili dua unsur pokok lainnya yang berhubungan 

langsung dengan objek peijanjian. 

lU Gunawan Widjaja. Persekutru:m PerdaJa, Perselmtuan Firma. dan Persdutru:m Komanditer, 
(Jl!kam; · Prenada Media, 2004), hal. 14. 
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Dengan demikian bemrti unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan 

se<:ara bebas dari para pibak yang berjanji, dan kecakapan dari pibak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian. Sedangkan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari 

keempat Ul!Sur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut 

diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibelalkan (iika terdapat 

pelanggaran lerhadap unsur subjektif), maupuu batal demi hukam, dengan pengertian 

tidak dapal dilaksanakan pelaksanaauuya ( dalam hal tidak le<penuhinya unsur 

objektif). 

Dalam hal ini, adanya Shareholders Agreement yang telah dibuat oleh !.C.! 

Omicron dan PT DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Pendirian Perseroan, 

Ielah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pibak, yang artinya 

perjanjian lersebut Ielah melahlrkan kewajiban bagi salah satu a tau lebih pihak dalam 

perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau 

kcnsensus. '" Dengan demikian, permohonan penyelenggaraan RUPS oleh I. C.! 

Omicron kepada Direksi Perseroan untuk mengganti salah satu Direktur yang 

mengendurkan diri dengan Direl<tur yang baru seharusnya didukung oleh PT DSU, 

juga sebaliknya seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pibak dalam 

Shareholders Agreement. Daiam ka1tannya dengan asas keberiakuan petjanjian 

sebagai undang-undang130
, daya ikat perjanjian hanya berlaku di antara para pibak 

yang membuatnya sehingga pemaksaan berluknnya dan pelasanaan dari perjanjian 

banya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pibak dalarn perja!1iian terbadap 

pibak ( -pihak) lairmya dalant perjanjian. 

Pengadilan Negari Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan permohonan PT 

DSU dalam upaya penetapan pembatalan hasH keputusan seharusnya meneliti dan 

mempelajari keberlakuan Shareholders Agreement terhadap para pihak yang terkait, 

yaitu bagi PT DSU dan lCI Omicron. Secara prinsip suatu petjanj ian yang Ielah 

129 Asas yang berlaku dalam keada.an ini adalah asas konsensualitas. 
130 Hal ini sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalarn Pasal1338 KUHPerdata 

yang menyalakan ; 
(I) Sernua pe~anjian yang dibuat secant sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 
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dibuat secara sah dapat dibatalklln jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya 

dapat merugikan pihak-pihak tertentu, Pihak-pihak ini yang berhak untuk meminta 

pembatalan, tidak hanya pibak dalam peljanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap 

individu yang merupakan pihak katiga di luar para pihak yang mengadaklln 

perjanjian. 13 ' Pembatalan atas pe~anjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum 

perikatan yang labir dari perjanjian itu dilaksanakan maupun setelab prestasi yang 

wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan. 

Dalam menilai ada tidakuya syarat yang terpenuhi untuk membatalkan hasil 

keputusan RUPS kedua tersebut seharusnya hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan menilai berdasarklln pada ketentuan yang berlaku dalarn lapangan hakum 

perjanjian yang meliputi syarat subjektif sabnya peljaojian, dalam hal ini ketiadaan 

pelanggaran unsur subjektif yang telab diuraiklln sebelumnya, sehantsnya 

dipertimbangkan oleb hakim untuk tidak mengabulkan permohonan PT DSU. Hal 

lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah tindakan Direksi Perseroan dalam 

penentuan jumlah kuorum sebagai pemenuban persyaratan pengambilan keputusan 

RUPS kedua dengan aganda penggantian anggota Direksi yang tidak termasuk 

materi peruba.han mendasar dari Anggaran Dasar Perseroan. sudah sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. I Tahun 1995 

dikarenakan Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur tentang penentuan jumlab 

kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS kedua tersebut 

Mekanisme pengajuan pembatalan basil keputusan RUPS kedua tersebut yang 

sebaikuya ditempub oleh PT DSU adalab melalui pengajuan gugatan kepada 

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti balnya pertimbangan hukum 

yang seharusnya diarnbil oleh halcirn di Pengadilan Jakarta Selatan untuk 

mengabulkan permohonan pembatalan basil RUPS kedua tersebut oleh PT DSU 

melalui Penetapan yang sifalnya hanya menetapklln atau menegaskan keadaan 

hukum yang sudah ada sebelumnya, pada akbirnya pemberian keputusan alas 

gugatan tersebut juga sebaiknya didasari oleh pertimhangan hukum yang sama, yaitu 

mGunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Amrvulleud Recht) dalam Hu/arm 
Perdata, Ed. I, (Jakarta: PT R.ajaGrafindo Persada., 2006), bal. 288. 
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ketiadaan pelanggaran unsur subjektif dari Shareholders Agreement dan tinda.kan 

Direksi Perseroan sudah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 

1 Tahun 1995 sehinggan gugatan PT DSU juga tidak akan diksbulkan alias ditolak 

C. Pembatalan Hasil Keputusan RUPS oleh Peogadilao 

Pemegang saham selaku subjek hukum rnempunyai hak perseorangan (personal 

right) yang dapet dipertahankan serta dapet menuntut pelaksanaan haknya. Demikian 

juga UUPT menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan 

terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan Perseroan."' 

Gugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan 

karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpe alasan 

yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Gugatan 

yang diajukan, pada dasamya dimaksudkan untuk memohon agar Perseroan 

menghentikan tindakan yang merugikan dan mengarnbillangkah-langkah, balk untuk 

mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa 

dlkemudian harL 

Daiam kasus ini, PT DSU memperoleh peluang dalam rnemanfaatkan katentuan 

tersebut karena selakn pemegang sabam ntinoritas bisa menolak suatu tindakan yang 

hendak dilakuksn oleh Perseroan meskipun hal tersebut Ielah diputuskan oleh RUPS. 

Pada prinaipnya, pada saat PT disabkan rnenjadi badan hukum, pada saal itu pula PT 

Ielah sempurna menjadi subyek hukum tersendiri yang terlepes dari pemegang 

sahamnya. Selanjutnya, hubungan antara pemegang sabam dan PT lebih didasarkan 

pada hubungan periketan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam 

UUPT dan yang dipeljanjikan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

Perseroan. 

m Indonesia (a), Lihat Pasal54. 

Univereitas Indonesia Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



85 

Dalam hal apakah keputusan RUPS itu batal atau dapat dibatalkan, perundang­

undangan kita masih belum menentukan. Putusan itu batal atau dapat dibatalkan 

apabila: 

b. Bertentangan dengan ketentuan umum mengenai kewenangan RUPS dan cara 

pengembilan keputusan rapat; 

Dalam kritcria ini misalnya termasuk keputusan rapat yang memberikan instruksi 

yang mengikat kepada Direksi mengenai lata cara pengambilan lreputusan seperti 

jangka waktu pemanggilan rapat yang diperlukan untuk mengadakan rapat tidak 

dipenubi, dan rapat tetap diadakan maka RUPS demikian dapat dimintakan 

dibatalkan. 

c. Berrentangan dengan Anggaran dasar Perseroan; 

Misalnya arlanya penyimpangan mengenai pemhagian keuntungan, pengeluaran 

sabam-saham daillm simpanan yang menurut Anggaran Dasar sudah ditetapkan 

merupakan wew-enang Direksi. 

d. Bertentangan dengan "goede trouw"; dan keputusan yang beretntangan dengan 

ini dapat dibatalkan; 

Geode trouw ini merupakan suatu pengertian yang samar sekaii, sebingga untuk 

itu diperlukan suatu konkretisasi, dalam bentuk dihubungkan dengan suatu 

hubungan hukum. Suatu keputusan adalah bertentangan dengan goede trouw 

apabila keputusan itu menimbulkan hubungan hukum yang tidak adil ataupun 

tidak patutlselayakuya. 

Pemhatalan suatu keputusan RUPS itu dilakukan oleh Pengadilan. 

Suatu pembatalan keputusan RUPS dapat jnga dilakukan diluar l'engadilan, 

yaitu melalui suatu keputusan RUPS lain yang diadakau setelah rapat yang pertama 

itu. 
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A.KESIMPULAN 

BABill 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian dan penelitian hukurn yang telah dilakukan dengan 

menganalisa kasus yang ada sebagaimana temyata dalam bab-bab sebelumnya, untuk 

menjawab pertanyaan dan pennasalanan dalam Bab I, penulis menyampaikan 

bebernpa kesimpulan sebagai berikut . 

I. Prosedur dan pernyaratan yang harus dipenuhi dalarn penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham kedua berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan 

dengan Undang*Undang Perseroan Terbatas, sehubungan dengan kasus PT IC.I 

Paints Indonesia ("Perseroan") adalah sebagai berikut : 

a. Adanya permohonan penyelenggaraan RUPS berikut alasannya yang 

diajukan oleh salah satu pemegang saham kepada Direksi Perseroan. 

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan alas 

masalah-masalah yang timbul secam mendadak dan membutuhkan 

penanganan segem. karena akan menghambat operasionalisasi Perseroan jika 

rnasalah itu tidak dialllsi dengan segera. 

b. RUPS harus didahului dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Direksi 

Perseroan, dan ini wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan 

sendirinya akan menghasilkan keputusan yang sah pula. Panggilan RUPS 

dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat 

undangan resmi atau sural teroatat dengan menyebutkan agenda yang ukan 

dibahas dalarn RUPS, sedangklln untuk panggilan RUPS lredua harus 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarukan. 
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Sedangkan Anggaran Dasar Perseroan menambahkan bahwa panggilan resmi 

juga dimuat dalam dua surat kabar harlan ibukota. 

c. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB sesuat 

dengan agenda yang dibicarakan dalam RUPS, yaitu penggantian anggota 

Direksi Perseroan dan pembebasan tugas Direksi Perseroan yang lama, 

ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) 

Undang-Undang No. I Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB 

Kedua Perseroan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. 

2. Adanya Shareholders Agreement yang telah dibuat oleh I. C.I Omicron dan PT 

DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Pendirian Perseroan, telah mengikat 

dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang artinya perjanjian 

tersebut telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau 

consensus sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan 

permohonan PT DSU dalam upaya penetapan pembatalan hasil keputusan RUPS 

kedua seharusnya meneliti dan mempelajari keberlakuan Shareholders 

Agreement terhadap para pihak yang terkait, yaitu bagi PT DSU dan ICI 

Omicron, yang menjadi bukti ketiadaan pelanggaran unsur subjektif dari 

perjanjian tersebut serta dasar pertimbangan hukum dalam penentuan jumlah 

kuorum yang dipergunakan Direksi Perseroan untuk menghasilkan keputusan 

dalam Rups kedua telab sesuai sehingga hasil keputusan RUPS kedua tidak dapat 

dibatalkan. 

3. Perihal hasil keputusan RUPS yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dapat 

dibatalkan atau tidak: oleh Pengadilan, perundang-undangan kita khususnya 

Undang-Undang Perseroan Terbatas, masih belum diatur secara jelas. Putusan itu 

batal atau dapat dibatalkan apabila : 
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a. bertentangan dengan ketentuan umum mengenai kewenangan RUPS dan 

cara pengambilan keputusan rapat; 

b. bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan; 

c. berten1angan dengan "geode trouw", yaitu suatu keputusan yang 

menimbulkan hubungan hukum yang tidak adil ataupun tidak 

patut/selayaknya 

4. Pertimbangan-pertimbangan hukum vano 
- 0 

dipergunakan hakim dalam 

memutuskan perkara sehlngga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

No. 50/PDT/2003/PT.DKI adalab PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis 

perihal materi Anggaran Dasar karena penggantian anggota Direksi bukan bagian 

dari perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan 

dari Menteri Hulrnm dan HAM Rl, melainkan merupakan materi perubahan lain 

yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 

( empat belas) bari terhitung sejak keputusan RUPS. Penali;iran yang keliru secara 

yuridis tersebut rnenjadi pertimbangan Hakim pada dua institusi peradilan, yaitu 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan 

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

2351PdLPI20011PNJak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hulrnm temp. Oleb karena itu perlu diperhntikan 

pamahaman yang teliti dan jelas perihal kedua bal tersebul 

B. SARAN 

Dari uraian yang telab disarnpaikan dalam bab-bab sebelumnya dan beberapa 

hal yang disimpulkan oleh Penulis maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis 

sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penambaban ketentuan jumlah kuorum yang dipersyaratkan dalam 

penggantian anggota Direksi Pen;eroan dalarn Pasal 80 Undang-Undang No. 1 

Tabun 1995, yaitu ketentuan yang berlaku pada saat Putusan Pengadilan Tinggi 
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Jakarta nomor 50/PDT/2003/PT.DKI diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta 

atas kasus PT ICI Paints, yang kemudian diatur kembali dengan Pasal 94 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang seringkali menimbulkan masalah 

dikarenakan anggota Direksi sebagai bentuk perwakilan dan kepentingan 

masing-masing pemegang saham dalam Perseroan, karena banyak Anggaran 

Dasar Perseroan yang tidak mengatur tentang hal tersebut. 

2. Direksi Perseroan hams senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan 

Undang·Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan­

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, juga adanya perjanjian 

yang telah mengikat para pendiri sebelumnya sebelum perseroan tersebut 

disahkan sebagai badan hukum seperti adanya Shareholders Agreement, 

sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umwn Pemegang Saham Luar 

Biasa Perseroan yang diselenggarakan salah satunya berdasarkan pennintaan 

dari pemegang saham dengan mernperhatikan urgensinya demi kepentingan dan 

kelangsungan usaha Perseroan dan bukan kepentingan pernegang saharn tersebut 

semata. 

3. Direksi Perseroan harus bertindak secara hati-hati dan teliti dalam pengambilan 

keputusan dalam RUPS untuk menghindari pembatalan isi keputusan RUPS 

yang telah diambil karena cacat hukurn secara prosedural dan penggunaan dasar 

pertimbaogao penentuao jumlab kuorum sehingga keputusao RUPS dapat 

dianggap batal secara hukurn oleh Pengadilan berdasarkan gugatan dari 

pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan dan kelalaian yang 

dilakukan Direksi Perseroan dalam penyelenggaraan RUPS tersebut. 

4. Pembatalan keputusan RUPS dapat juga dilakukan diluar Pengadilao, yaitu 

melalui suatu keputusan RUPS lain yang diadakan setelah rapat yang pertama 

itu dengan mencapai kata musyawarah dan mufakat. Pemegang saham dapat 

mempergunak:an media RUPS untuk menyelesaikan pennasalahan di antara 

mereka maim mereka tidak perlu menghabiskan waktu yang lama dan biaya 
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yang besar untuk mengajukan gugatan kepada institusi peradilan. Apebila 

pemegang saham tersebut merasa harus menempuh penyelesalan pennasa!ahan 

melalui bedan peradilan maka perlu dicermati dan dipelajari dasar hukum 

pengajuan gugatan, terutama oleh kuasa hukwn pemegang saham yang 

bersangkutan, agar tidak te!jadi salah penafsiran secara yuridis dasar ketentuan 

hukum yang dipergunakan dalam gugatan terSebut. 
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P U T U S A N 
No. 2491Pdt.G/20021PN.Jak.Sel. 

OEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengad;Jan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan 

sebagai berikut dalam perkara antara : 

I.C.I. OMICRON B.V., suatu Perusahaan Yang didlrikan dan tunduk pada Hukum 

Belanda, yang dalam hal in! dhvakill dan memilih domisili 

Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya ZULFADLI, SH., 

MUSFADILLAH DAULAY, SH.LLM, MIFTAHUL HILMI, 

SH. ketiganya pada Kantor YUSRIL IHZA MAHENDRA & 

PARTNERS, Advokat dan Pengacara, beratamat di 

Ges_Jung Citra Graha Lantai 10, JL Jenderal Gatot Subroto 

~ - 36 Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tangga! 21 Maret 2002, selanjutnya disebut 

sebagai PELAWAN ; 

MELAWAN: 

1. PT. OWl SATP.YA UTAMA, beralamal di Tifa Building Lantai 5 & 11 Jl. 

Kuningan Berat No_ 26 Jakarta 12710, dalam hal ini 

dlwakili o!eh kuasanya RUFlNUS HOTMAULANA, 

SH.MM dkk Pengar.ara:~Pengacara pada Law Offices 

RUFINUS HOTMAULANA & PARTNERS. (RHH Law 

Offic~s), beralamal di Wisma Kodel, lan!ai 8, JL HR 

Rasuna Said kav. 8-4, Kuningan. Jakarta 12920, 

berdasarkan Surat l<uasa Khusus tanggal 7 Juni 2002, 

selanjutr1ya dlsebut sebagai TERLAWAN ; 

2. PT. I.C.I ............ . 
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' 
2. PT.I.CJ,.PAINTS INDONESIA, beralamat di Tifa Building lan!ai 4 Jl. Kuningan 

Barat No. 26 Jakarta 12710, da!am hal ini diwakili 

oteh kuasanya RUFINUS HOTMAULANA, SH.MM dkk 

Pengacara-Pengacara pada Law Offices RUFINUS 

HOTMAULANA & PARTNERS, (RHH law Offices), 

bera!amat di Wlsma Kodel, Lanta! 8, JL HR. 'Rasuna 

Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tan~gal 7 Junl 2002, selanjutnya 

disebut sebagai TUR.UT TERLAWAN 

Pengadi!an Negerl tersebut ; 

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; 

Telah memperhatikan penegasan atas gugatan Provisl darl Pelawan 

sesuai suralnya tartanggal 17 Juni 2002 No. 345/MD.YIM&PNI/02. parihal Mohon, 

Putusan Provlsi ; 

T elah mendengar kedua belah plhak yang berperkara ; 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

M~nimbang, bahwa Pelawan dengan surat per!awananny? tertanggal 

21 Mei 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengad!lan Negeri Jakarta Selatan 

pada tanggal 21 Me! 2002, dibawah Register No. 249/PdlGJ2:002/PN.Jak"Sel. 

telah mengemukakan hal~hal sebagai berikut : 

Adapun vang menjadi obyek gugatan perlawanan Pe!awan adalah Penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/PdlP/2001/PN.Jak.Sel. yang 

ditelapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 selanjutnya dlsebut 

"Penetapan• oleh Hakim Tunggal, Ridwantoro, SH. pada Pengadilan Negari 

Jakarta Se!atan, yang bunyi AMAR PENETAPANNYA sebagal berikut 

"MENETAPKAN" 

1 . Mengabulkan permohonan Pemohon ; 

2. Manyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak 

memenuhl kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasa! 18 ayat 2 

Anggaran Dasar Perseroan fo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas; 

3. Menyatakan ............... , 
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3. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak 

sah oleh karenanya batal demi hukum ; 

4. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecual! pengurus 

yang alas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ; 

5. Membebankan biaya permohonan !ni sebesar Rp. 89,000,- (de!apan puluh 

sembilan ribu rupiah}; 

Adapun sistematika dalil dan alasan diajukannya gugatan per!awanan lni adalah 

sebagai berikut : 

Palawan sangat keberatan dengan pertimbangan dan diktum Penetapan aqua 

sebab sebagai pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan, dalam Penetapan 

aquo, P13lawan secara hukum seharusnya dijadikan sebaga1 pihak, sekurang­

kurangnya sebagal Termohon untuk dipanggil dan dldengar keterangannya dan 

diberi hak mengajukan sanggahanMsanggahan terhadap apa-apa yang 

dikemukakan oleh Terlawan dahulu Pemohon, namun faktanya Terlawan sebagai 

Pemohon tlda!'\ menjadikan Pelawan sebagai pihak atau Termohon Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta SeiJ1itan tidak pernah memanggil. mendengar 

keterangan, dan memberikan kesempatan menyangkal dalil-dalil yang diajukan 

Terlawan dahulu Pemohon. Faktanya Pelawan mengetahul adanya penetapan 

aquo bukan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi dari pihak ketiga yang 

membenkan copy Penetapan aquo. Atas afasan ini sebagaima.'"'la seharusnya 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan t!dak menerima Permohonan 

aquo; 

Diktum Penetapan Penga:di!an Negerl Jakarta Selatan yang di~etapkan pada hari 

Kamis tanggal 4 Oktober 2001 T!DAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS RUPS 

Luar Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana {perseroan apa) 

yang tldak sah, ~pakah perusahaan Ter1awan, perusahaan Pe!awan atau s!apa ? 

lm semua tidak jeras (obscuur libel) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam 

diktumnya jug8. ti.-.lak menyebutkan alasan~alasan apa yang dlpakai oleh Hakim 

untuk menerima permohonan Terrawan dahulu Pemohon, dimana semua hal itu 

menurut hukum wajlb dicantumkan sebagai syarat untuk membentuk suatu 

Penetapan I Putusan yang sah. Maka penatapan aquo bertentangan dengan 

Pasa! 178 aya! > HIR pasal189 ayat 1 Rbg; 

Putusan Mahkamah Agung Rl No. 638 KISip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan 

No. 492 K/Slpl'i970 tanggal16 Desember 1970 me-netapkan bahwa: 

"Putusan .,. .... "' ........ . 
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"Putusan yang lidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende 

gemotiveerd} hc:;rus dibatalkan'' ; 

Putusan Mahkamah Agung tanggal18 Desember 1970 No. 69BK/Sip/1969 intinya 

· Amar Putusnn yong berbunyi : "mengabulkan seluruh gugatan" tanpa merincinya 

apa/siapa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu dicfum} tidak dapat 

dibenarkanu ; 

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dalam suatu perkara permohonan 

yang bukan perkara gugatan, Hakim hanya berwenang mengeluarkan putusan 

konstitutif yang sifatnya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum 

yang tidak bersifat menghukum. Putusan Konstitotif tidak dapat dilaksanakan 

karena tldak menetapkan hak atas prestasi tertentu, maka akibat hukumnya tfdak 

tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan, Penetapan aquo 

disam(:'ing obscuur libel juga telah melampaui wewenang yang diberikan Undang­

Undang kepada Hakim dalam memeciksa suatu perkara permohonan; 

1. 8ahwa Pelawan memflikf 55 % saham dari seluruh saham yang dike!uarkan 

oleh Turut Teriawan, sedangkan Terlawan memiliki hanya 45 % saham dari 

seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Turut Terlawan; 

:2, Bahwa PE'Iawan me!alui suratnya tertanggal 4 JuU 2001 telah meminta agar 

Direksl Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda 

pe~tunjukkan 3 (tiga} orang Oireksi baru, yakni lnderadi Kasim, Ray Sparks, 

Zal",arl bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Oireksi lama, yang sudah 

mengundurkan diri, yakni Ara Moushigian dari Pelawan ; 

3. Bat)w;) l:'<erdasarkan butir 2 diatas Direksi Turut Terlawan melalui suratnya 

tertanggal 4 Juli 2001 Ielah mengundang Ter!awan dan Pelawan untuk 

menghadili RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 24 Ju!i 2001. 

Pemanggllan itu tiilakukan dalam waktu 20 hari sehingg.a sudah sah dan 

sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 A?ggaran Dasar Turut Terlawan dan pasal 

09 UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan pemanggilan pemegang saham 

sebelum RUPS dllaksanakan dalam waktu 14 hari sebelum RUPS diadakan; 

4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 a.yat 5 Anggaran dasar Turut 

T erlewan, menetapkan bahwa "Sualu Rapat Umum Pemegang Saham baru 

dapat mengambil keputusan jika rapat ters~but dihadiri dan/atau diwakili 

dengan surat kuasa sediki!nya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah 

diketuarkat""J oleh Perseroan~ ; 

5. Bahwa ............ . 
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' 
5, Bahwa berdasarkan keteniuan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas, 

maka RUPS Luar Biasa Turut Terlawan pada tanggal 24 Juli 2001 

pelaksanaannya dibatalkan dengan ala san T erlawan tidak menghadiri RUP S 

Luar Biasa, meskipun telah dlpanggil dengan surat undangan resmi dan 

diterima o!eh Terlawan. Terlawan tetap tidak hadir, sehingga ketentuan kuorum 

sesua! Anggaran Dasar Perseroan tidal< terpenuhi, Terlawan te!ah 

mangirimkan surat undangan Kedua kepada para pemegang saham Turut 

Teriawan·unluk menghadiri RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tangga:l 

13 Agustus 2001. Pemberitahuan rasmi itu juga tetah dlmuat di Harlan The 

Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harlan Pos Kola tanggal 26 Juli 2001 

dan telah dlterima o!eh Terlawan, sehingga semuanya telah sesuai dangan 

tata care, prosedur dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan 

oleh Undang~Undang dan Anggaran Daser Turul Terlawan, terutama 

sebagaimana dialur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. 

Pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995. yang mewajibkan pemanggilan pemegang 

saham untuk RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 hart; 

6. Bahwa pada tangga! 13 Agustus 2001 RUPS luar Blasa Kedua telah 

dllal\&anal<an dengan kehadiran Pelawan dan tanpa kehadiran Terlawan yang 

mana te!an mengambil keputusan penunjukan Uga Oireks1 Turut Terlawan 

yang baru dan pemebasan tugas Dlreksi yang lama. Penentuan kuorum dan 

pengambilan i\eputusan dalam RUPS Luar B1asa Kedua Turut Terlawan 

ditelapkan oleh Direksi T urut T er!awan berdasarkan Pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa 

RUPS Luar Btasa Kedua Turut Terlawan adalah sah dan berhak mengambi! 

keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 

1/3 (satu per tiga) baglan dari jumlah se!uruh saham dengan hak suara yang 

sah}. Menimbang bahwa kehad!ran Pelawan telah mewakili 55 % (lima puluh 

lima person) s::Jham yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasa! 73 UU No. 1 

Tahun 1995 'le:1tang Perseroan Terbatas, maka Rapat tetap dilaksanakan dan 

berha!.; untult mengambil kepulusan yang sah dan mengikat dan kemudian 

lelah menelapkan tiga o;raksi baru dan membebas tugaskan Direksl lama. 

Berita Acara RUPS Lua~ Biasa tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani 

oleh Ray Sparks sebagai Olrektur Turut Terlawan, Ketua Rapat dan Direktur 

Turut Terl:awan dan l<hoo Klan Lang Winston serta dilegalisir oleh Lilian Arif 

Gondokusumo, SH .. Notans di Jakarta ; 

7. Bahwa ................ . 
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7, Bahwa anggota Direksl Turut T aliawan yang baru dan sah berdasarkan hasil 

keputvsem RUPS Luar Biesa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 

adalah: 

- Direktur 

~ Direktur 

- Direktur 

~ Difektur 

- Oirektur 

: Zahari Bfn Hajf Mahfoudz ; 

: Ray Sparks ; 

: lnderadi Kosim ; 

; Yoesoef Santo ; 

: Clay Tirtana Subrata ; 

B. 6ahwa meskipun Anggaran Dasar Perseroan TIDAK SECARA TEGAS 

MENGATUR ketentuan yang bertaku dalam hal RUPS Luar Biasa Per.seroan 

yang pertama tidak berhasil memenuhi kuorum, namun Terlawan telah 

DENGAN SENGAJA LALAI t1dak mengajukan kepada Hakim Pengadilan 

Ne~geri JakF!rta Selatan Shareholders Agreement dari. Turut Terlawan, 

.sehingga Hakim tidak mengetahui dan tldak mempertimbangkan tentang 

ADANYA pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari SHAREHOLDERS 

AGREEMENT Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991 yang TELAH SECARA 

TEGAS MENGATUR haltersebut; 

Secara hukum ketentuan pasal 14 ayat 5 d8n pasal18 ayat 2 Anggaran Dasar 

Turut Terlawan adalah ketentuan umum (Lex Generalis) yang mengatur 

mfisalah kuorum suatu RUPS Luar Biasa sedangkan pasal 2.02 s/d 2.04 

Sharehoders Agreement dari Perseroan adelah ketentuan khusus (Lex 

SpeciaPs) yang mengatur kuorum RUPS Luar Biasa dari Turut Terlawan : 

Ke:mud1an perlu juga dikemukakan di.sini bahwa Aide Pendirian Turut lerlawan 

harus dijiwai dan dibuat dafam semangat Shareholders Agreement Turut 

Terlawan tertanggal 9 Januari 1991 yang mengikat dan berlaku sebagai 

Undang-Undang bagl pembuatnya yaitu antara Pelawan dan Terlawan. 

Adapun bunyi Pasal2.01 sampai dengan Pasat 2.04 Shareholders Agreement 

Turut Terlawan adalah sebagaJ berlkut : 

Artide2 

Board of Directors 

2.01 The management of the Company .shall be entrusted to a Board of five 

Cirectors who shall be appointed and removed in accordance with the 

provisions of the articles of Association of the Company; 

2.02 D.S.U. shalL ........... .. 
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2.02 D,S.U, shall propose candidates for two members of the Board of 

Directors and I.CJ. shall propose candidates for there members of the 

Board of Directors ; 

Each Party shall exercise all its voting rights and powers as a shareholder 

to support the election of the candidates of the other Party to the Board 

to Directors ; 

Similarly each Party shall support the other in the event that it wishes to In 

the (Went of its candidates, 

In the event of the removal or resignation of one of the Directors the 

Party proposing such candidate shall propose a replacement and the 

other Party shall support the election of such replacement in similar 

meanner; 

2. 03 The day to day management of the Company shall be entrusted to a 

General Manager. 

The appointment of the Ger.eral Manager will be made wi1h the appoval of 

all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably 

wlthhold approval. 

2.04 Th~ Directors shall unanimously approve of the appointment of many 

expatriate staff ; 

Ketentuan pasal2.02 s/d 2.04 Shareholders Agreement Turut Terlawan di atas 

pada int1nya mengatur sebagar berikut : 

Manajemen perseroan diserahkan kepada Dewan Dif"eksi yang terdirl dari 

lima orang; 

PT. Dwi Satrya Uiama akan mencalonkan dua orang anggoota Dewan 

D1reksi dan I C.l Omicron B.V. akan mencalonkan tiga orang anggota 

Dewan Direksi ; 

Oalam hal penggantian dan penghentlan tugaS seorang anggota Direksi, 

pihak yang melakukan penghentlan anggota Direksl tersebut, akan 

mencalonkan penggantinya dan pihak -yang Jaln akan mendukung 

pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut dan demlkian pula 

sebaliknya ; 

Dewan Direksi akan mengesahkan ciengan suara bulat pengangkatan 

semua tenaga kerja a sing". 
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9. Bahwa sela!n ketentuan pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari 

SHAREHOLD~RS AGREEMENT Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991, 

mengenal komposisi Direksi Turut Terlawan, secara tegas diatur didalam 

Anggaran Oasar Turut Terlawan sebagaimana disebutkan ditialam Akta 

Perubahan Anggaran Oasar No. 11 tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran 

Negara Rl No. 61 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara R! No. 2596 

tanggal 20 Agustus 2001 yang d!kutip sebagai berikut : 

"Direksi terdiri dari lima (5} anggota dan paling sedikit Uga (30 anggota. 

Apabila Direksi terdiri dari lima (5) anggota, Imperial Chemical lndustri PLC 

akan mancalonkan tiga {3} orang dan PT. Dwi Satya Utama akan mencalonkan 

dLia (2) orang, jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical 

Industries PLC akan mencalonkan dua (2) anggota dan PT. Dwi Sa.trya Utama 

akan mencalonkan satu (1) orang" ; 

Jelaslah ciisinl bahwa jika kompaslsi Direksi a.dalah 5 (!ima) orang maka 3 

(liga) orang harus dicalonkan alau berasal dari Pelawan dan hanya 2 (dua) 

orang dical..mkan alau be rasa! dari T erlawan ; 

10, Bahwa dengan demlklan, konsekwensi yuridisnya adalah perseroan wajib 

berpedoman kepada ketentuan Shareholders Agreement Turut Terlawan 

tersebut di atas, dalam hal tldak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut 

dalam Anggaran Dasar Perseroan. Konsekwensi yu:idis tersebut juga 

didukung oleh ketentuan pasal73 ayat 2jo. ayat 5 UU No, 1 Tahun 1995 yang 

pad"' prinsfpnya berbuny\ 

RUPS Kedua sebe~gairnana dlmaksud dalam ayat (4) sah dan berhak 

tnengambil keputusan apat:ila dihadiri oleh pemegang ~><aham yang mewaki!i 

paling sedi!<li 113 {satl! pertiga) bagian dar\ jum!ah seluruh saham dengan hak 

suara yang penuh ; 

Sehingga kete-ntuan Shareholders Agreement Turut Ter!awan. dan ketentuan 

UU ~Jo_ 1 Tahun 1995 tersebut diatas SERLAKU sah dan mengikat bagi 

penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa 

Kedua Turut Ter1awan, yang mana telah disetujui oleh para pemegang saham 

perseroan yang hadir: 

11.6ahwa ............ . 
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11. Bahwa berdasarkan fakta, d<3lil dan dasar hukum diatas, maka jumlah anggota 

Dewan Oireksi yang dicalonkan oleh T erlawan seharusnya 1ebih kecil dari 

jum!ah anggota Dewan Dlreksi yang dicaJonkan oleh Pe!awan. Jika jumlah 

anggota Dewan Oireksi yang dicalonkan oleh Tertawan !ebih besar dari 

jumlah e:nggota Dewan Oireksl yang dicalonkan oleh Pelawan maka hal itu 

merupakan pelanggaran yang dl!akukan oleh Terlawan terhadap ketentuan 

SHAREHOLDERS AGREEMENT dan ANGGARAN DASAR Turut Terlawan 

yf:ing ditandatanganinya bersama dengan Pefawan, sebab jumlah kepemi!ikan 

saham Teriawan faktanya lebih keci! dari kepemilikan saham Pelawan ; 

12.BahWa dalam perkara aquo dimana sudah terjadi perselisihan antara Pelawan 

dengan Terlawan, j!ka ditellti lebih dalam, maka slfet permohonan Terlawan 

dari segi substansinya te!ah masuk ke dalaffi kategorl perselisihan kepentingan 

t!ga pihak yang seharusnya dlajukan dalam suatu gugatan dan bukan perkara 

Permohomm seperti yang diajukan oleh Terfawan dahulu Pemohon yang 

menghasilkan Penetapan yang keliru tersebut, karena psrsoalan yang timbul 

sudah mer>yangkut tiga kepentingan hukum yang berbeda. yakni kepentingan 

hukum: Pelawan, Ter1awan dan Turut Terlawan; 

Selain dari itu Permohonan Terlawan atau dahulu Pemahon sama sekali tidSk 

menyebutl<an slapa-siapa pihak yang menjadi Termohon. Permohonan 

Terlawan dahuru Pamohon telah menyangkut dan mempengan.Jhi kepentingan 

Pelawan dan Turut Terlawan, yang mana keduanya t!dak dillbatkan sebagai 

pihak-pthak Termohon. Berdasarkan ketentuan HLikum Acara Perdata 

seharusnya dalam sualu perkara permohonan, Tertawan sebagaJ Pemohon 

hanya mengajukan permohonan yang menyangkut kepentlngan hukum 

Pemohun (Terlawan) sendiri saja; 

Seharusnya Hakim tunggal Ridwantoro, SH. dalam· perkara permohonan aqua 

tidak menerima permohonan Terlawan, dahulu Pemohon, aqua yang bersifat 

obscuur libel tersebut karena substans.i parmohonan aquo obscuur libel dan 

sudah masq\~ kategorl substansi gugatan ; 

13.8ahwa selanjutnya Tarlawan (dahulu Pemohon) telah bertindak melampaui 

batas deng2n menyalahgunakan penetapan aquo dengan menggunakan 

penetapan aquo sedemikian rupa seolah-olah kekuatan hukumnya sama 
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dengan suatu penetapan eksekusi yang dapat di!aksanakan, Terlawan (dahulu 

Pemohon) secara tidak sah telah meny~!ahgunakan Penetapan aqua untuk 

mempengaruhi pihak ketiga (Deutsche Bank Jakarta, kantor D!rjen Binawas 

Depnakertrans Rl dan Pihak Kepolis!an) ; 

14. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya perintah Ketua 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penetapan Eksekusl dati Pengadilan 

Negeri, maka eksekusi TIDAK OAPAT DILAKSANAKAN. Maka terbukti bahwa 

Terlawan, dahulu Pemohon, te!ah dengan tidak sah bertindak secara 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang ber!aku da!am menyalahgunakan 

penetapan aquo dan menggunakannya untuk eksekusl meskipun penetapan 

aqua secara yuridis TIOAK DAPAT DIEKSEKUSI; 

15.Bahwa untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara ini oleh Majells 

Hakim Pengadllan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan ketentuan 

hukum a9a yang tepat dipakai berkaltan dengan penetuan kuorum RUPS Luar 

Biasa Kedua Turul Terlawan da!am hal Anggaran Dasar Perseroan tidak 

mengaturnya secara tegas maka Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis 

Hakim Pengadi!an Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi ahli dari 

Oepartemen Kehakiman dan Hak Azasf Manusla Rl untuk didengar 

keterangannya di mu&a persidangan ; 

Berdasarka'1 dasar hukum, fakta, datu dan alasan sebagalmana terurai diatas 

dengan lni kami mohon kepada Majells Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

yang memeriksa perkara lni agar menjatuhkan put1 Jsan sebagai berlkut : 

DALAM PROVISI : 

ME:mbekukan men)•atakan tidak mempunyai 

PengadHan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

tanggal 4 O!<tober 2001 ; 

kekuatan hukum Penetapan 

235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL 

Menghukurn T erlawan untuk menghentlkan perbuatan..perbuatan apapun yang 

menggunakan Penelapan No. 235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL. tanggal 4 

Oktober 2001 sebagai alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan 

dl Bank-bank; 

- Menyatakan ............ .. 
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Menyataj(an Putusan ini dapat dijalankan ter!ebih dahulu meskipun ada verzet, 

banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorn:iad} ; 

OALAM PQKQK PERKARA 

1. Menerima Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ; 

2. Menyatakan sebagal hukum, Pelawan adalah Pembantah atau Pelawan yang 

baik; 

3. Menyata!<'an bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Ter!awan tanggal 13 

Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai 

dengan ketentuan da!am Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan UU 

No, 1 tahun 1995 ; 

4. Menyatakan S~1areho!der Agreement tanggal 9 Janua.li 1991 adalah sah dan 

mengikat Pelawan dan Terlawan ; 

5. Meny<3takan bahwa susunan Direksl PT. I.C.L Paints Indonesia (Turut 

Ter!awan) !'ebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, 

terdiri dati 5 (lima) orang, 3 {tiga) orang dlantaranya harus dicalonkan o!eh JCI 

Omicron BV, (Pelawan), dan 2 (dua) orang dicalo:1kan dari PT. Dvti Satrya 

Utama (T erlawan) ; 

, 6. Membatalkan Penetapan Pangadllan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/PDTP/2001/ PN.JAK.SEL. tanggal 4 Oktober 2001 atau menyatakan 

Penetapan No. 235/PDT.P/2001/PN.JAKSEL. tanggal 4 Oktober 2001 tldak 

mempunya! kekuatan hukum : 

7. Menyalakan bahwa putusan dalam perkara ini dapal dijalankan terlebih dahulu 

walaupun ada banding, verz.et ataupun kasasi ; 

e. Menghukum Tuout Terlawan untuk tunduk pada Putusan inl; 

£1_ MAnghuk,Jm Terlawan untuk membayar b1aya perkara: 

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat Jain, mohon diputus 

dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Menimbang .. , .......... . 
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah d!tetapkan, 

te!ah tlatgng menghadap Kuasa Pe:lawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut 

Teriawan; 

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian diantara 

kedua belah plhak, namun tidak berttasif, setanjutnya pemeriksaan perkara 

dimulai dengan pembacaan surat perlawanan PEdaw-an, yang isi dan maksudnya 

tetap dipertahankan oleh Pelawan ; 

Menlmbang, bahwa atas gugat perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa 

Teriawan dan Turut Terlawan, mengajukan jawaban yang pada pokoknya 

sebagai herikut : 

I. JAWABAN TERLAWAN 

DALAM EKSEPSI : 

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG 

MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA IN! SECARA ABSOLUT. 

(KOMPETENSI ABSOLUT) 

Oahwa Pengadl!an Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan 

mengadili secara absolut perkara ini, sebab menurut pasal 10 butir 1 

PERJANJIAN PARA PEMEGANG SAHAM tanggal 9 Januari 1991, yang 

dibual dihad.apan Nyonya SUSANA ZAKARIA, SH., Nolaris di Jakarta, berisi 

ketentuan ; ;,Jika terjadf suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara 

damei kedua belah plhak setuju untuk mengajukan sengketa tersebut ke 

Majeli3 Arbitrase yang kecuali sebagaimana yang diatur dibawah ini, akan 

terdiri dari tiiga orang Arbitrator. Oua Arbitrator akan ditunjuk oleh PT. I.CJ. 

Paints Indonesia dan PT. Dwi Satrya Utama masing~masing dan Arbitrator 

ketiga akan menjadi Ketua Arbitrator akan dipilih oleh kedua Arbitrator yang 

ditunjuk diatas. Jika kedua Arbitrator yang ditunjuk gaga! untuk menunjuk 

Arbitrator ket1ga dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal yang 

diminta oleh salah sat pihak, maka para Arbitrator tersebut akan secara 

bersama meminta campur tangan darl Kamar Dagang lntemasional (ICC) di 

Paris untuk tnemilih Arbitrator keliga tersebut". Oari ketentuan pasa110 butir 1 

Perjanjian ................. . 
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Perjanjian tersebut je!as memuat klausula Arbitrase yang menyangkut 

kekuasar~n absolut untuk manye!esail<an perselisihan dalam perkara ini dan 

ketentuan tersebut bagi plhak~pihak mempunyai kekuatan sebagai Uodang­

Undang (vidJ!:! pasa! 1338 KUHPerdata), sehingga jika ada sengketa antara 2 

{dua} pihak, maka Badan yang berwenang memeriksa dan mengad!i secana 

absolut adalah Badan Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri {vide pasal 134 HIR 

jo. pasal 615 dstnya Rv serta periksa Putusan MA-Rl No. 225 K!Sip/1976, 

tC:Ingga1 30 September 1983, dimuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan 

MARl Tahun 1969-1991, hal. 83); 

II. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) 

1 . Bahwa gugatan Pelawan Kabur : 

a. Bahwa kalimat dalam petitum DALAM PROV!SI butlr 1 yang berbunyi : 

"Membakukan menyatakan dstnya" sangat rancu, sehlngga apablla 

tuntutan prov!si dikabulkan tidak dapat dieksekusi {Non Eksekutabel); 

b, Bahwa petitum Pe!awan bersifat DECLARATOIR, bukan 

CONDEMNATOIR, hal mana terbukti dari kata-kata : "Menyatakan" 

tidak ada kata-kata : "Memerintahkan" atau "Menghukum", sehinggga 

apabila gugatan dikabu!kan, maka putusan tidak dapat dieksekusi (Non 

Eksekutaber), padaha\ bentuk per!awanannya dibuat berupa gugatan, 

namun Petitumnya dibuat berbentuk Permohonan ; 

c. Bahwa petitum Pelawan berbentuk permohonan yang tidal< dapat 

dieksekusi, tetap Pe!awan minta agar putusan dapai dijalankan lebih 

dahulu {dieksekusi lebih dahu!u), Gehingga didalam petitum itu sendiri 

terdapat peru:mlangan (Contradictolr) yang sangat keliru ; 

d. Bat'1Wa delam petitum butir 5, Pelawan minta agar Pengadilan Negeri 

"Mt'lnyatakan bahwa susunan Direks:i PT. LC.L Paints Indonesia (Turut 

Terlawan) terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus 

d!calankan oleh IC! Omicron BV. (Pelawan}, dan 2 (dua) orang 

d!caJonkan. dari PT. Dwi Satrya Utama {Terlawan !)'". Petitum ini tidak 

ada dasar hukurn untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, karena hal 

lni hanya diatur me!a!ui mekanlsme RUPS Luar Biasa, sebagal Undang­

Undang tertinggi dalam sebuah ~rseroan ; 
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2. Tantang Permohonan Uitvoerbaar Bij Voorraad DALAM PROVISI 

Tentang permohonan uitvoe!"baat bij voorraad OALAM PROVlSI ada!ah 

tidak tepat dan tldak benar, sebab tuntutan provisi itu sudah merupakan 

tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, Dengan adanya 

tuntutan uitvoerbaar bij voorraad da!am provisi, maka terjadi lumpang tindih 

(over lapping), sehingga gugatan menjadi rancu dan kabur; 

3. Tentang Lebih Pihak 

Bahwa PT. ICl Paints Indonesia dijadikan plhak Turut Terlawan adalah 

tidak tepat dan tidak benar, sebab sebagaimana diakui oleh Pelawan, 

bahwa Pelawan (ICI OMICRON BV) adalah pamilik 55 % saham PT. ICI 

Paints Indonesia, yaknl pemi!ik saham terbanyak dl PT. 'C1 Paints 

Indonesia, sehingga da!am hal inl Pe!awan telah menggugat dirinya sendirl 

dan juga menjad! rancu, karena sulit dibedakan mana Pelawan dan mana 

Turut Terlawan. Dan dengan dijadikannya PT. tCI Paints indonesia sebagal 

pihak, maka gugatan kabur, karena leblh pihak; 

Ill. TENTANG POSIT A TIDAK MENDUKUNG PETITUM 

1. Bahwa dalam posita gugatan, Pelawan sama sekali tidak menguraikan 

tentang Provisi, tentang permintaan pembekuan Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktobar 

2001 dan tentang permintaan penghentian perbuatan-perbuatan apapun 

yang menggunal~an Penetapan No. 235/Pdt.Pf2001/PN.Jak.SeL tanggal 4 

Oktober 2001,_ telapi dalam petitum tanpa disangka~sangka muncul 

tuntutan provlsi yang minta pembekuan dan penghentian perbuatan­

perbualan apapun yang menggunakan Penetapan No. 

235/Pdi.P/2001/PN.Jak.Sel. langgal4 Oktober 2001, sehingga posita tidak 

mem.lukung pemum dan kontra produktif ; 

2, Bahwa dalam postla gugatan Pelawan tldak menguraikan atau tidak 

rr.enyi:1ggung sama sekali tentang permohonan agar putusan dapat 

d1jalankan lebih dahulu (ultvoerbaar bij voorraad) baik DALAM PROV1Sl 

maupun OALAM POKOK PERKARA, namun dalam petitum, baik DALAM 

PROVISI maupun DALAM POKOK PERKARA, Pelawan minta agar 

put1Js.an dapat dljaJankan lebih dahulu (ultvoerbaar bij voorraad), sehingga 

posita l!dak mendukung petitum ; 

DALAM PROVISI: -·---·- --··----
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DAI.AM PROVISI : 

Bahwa tuntutan provlsl adalah merupakan tindakan sementara dari Hakim yang 

trdak mengenai Pokok Perkara ; 

Bahwa tuntutan pembekuan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum 

Penete.pan Pen~adt!an Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN,Jak.Set 

tanggal 4 Oktober 2001 ada!ah mengenai Pokok Perkara, sehlngga tuntutan 

Provisiin1 tidak berdasar dan karenanya harus dito!ah ; 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Bahwa T er!awan menolak da!H-<lali! yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali 

hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan ; 

2. Bahwa dali! Pelawan yang keberatan dengan pertimbangan dan diktum 

Penetapan karena tidak dljadikan sebagai pihak atau Termohon, sehingga 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menyatakan tidak menerima 

permohonan aquo adalah tldak beraJasan dan karenanya harus ditolak, 

sebab antara Petawan dan Terlawan lidak pernah terjadi sengketa 

(sengketa dalam arti Yuridis adarah perselisihan yang terjadi dimuka 

Pengadilan, sedang sengketa yang tidak terjadi di depan Pengadllan tidak 

termasuk pengertian sengketa). Oleh sebab itu, Terlawan tidak mengajukan 

gugatan. mRiafnkan permohonan, apafagii permohonan ilu hanya rnengenai 

pembailllan keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2C01 yang nyata~ 

nyata terbukti tidak memenuhi kuorum serta melanggar pasaf 14 ayat 5 dan 

pasaf 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo, pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas, sehingga sudah tepat dan benar, apabila 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyatakan permohonan t!dak dapat 

diterima, tetapi mengabulkan permohonan Terlawan sebagai Pemohon; 

3. Bahwa dalfl Pe!awan yang menyatakan : 

a. "Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Se!atan yang ditetapkan 

pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 y"ang tidak menyebutkan dengan 

jelas RUPS Luar Blasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan 

mana y~ng tidak sah, apakah perusahaan Tertawan, perusahaan Pe!awan 

atau siapa" adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak, sebab 

dlktum ... _ 
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diktum penetapan itu dldasarkan atas petitum permohonan Terlawan, 

sehingga Hakim tldak menyimpang dan tidak melanggar ketentoan pasal 

178 ayat 3 HIR. Lagipula, untuk membatalkan RUPS Luar Biasa, tidak perlu 

d[sebutkan perusahaan atau perseroan mana, tetapl cukup dengan 

menyebutkan tanggar dan tahunnya saja, sebab didaJam uraian yang 

mendahului Diktum Penetapan sudah disebutkan dengan jelas RUPS Luar 

Biasa yang mana, sehingga Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Seratan tanggal 4 Oktober 2001 adalah sudah tepat dan benar, karenanya 

harus dipertahankan , 

b. ~Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam dlktumnya juga tidak 

menyebutkan alasan-alasan apa yang dipakai oleh Hakim untuk menerima 

permohonan Terlawan, dahulu Pemohon" adalah sangat aneh dan 

membingungkan, sebab diktum atau amar lldak perlu menyebutkan alasan~ 

alasan lagi, sedangkan yang menyebutkan alasan..alasan adalah uraian~ 

uraian yang mendahului Diktum. Apabila Pelawan menanyakan alasan­

ala~ar. apa Hakim sampai pada Oiktum yang mengabulkan permohonen 

Tsrlawan (Pemohon) adalah bahwa dalil Terlawan (Pemohon) je!as tetbuk!i 

deng::m sah menurut hukum : 

4. Bahwa Pelawan H:lah salah da!am mengajukan pasal 178 ayat 1 HIR atau 

pasal 189 ayat 1 Rbg sebagai acuan, sebab ketentuan pasal ini mengatur 

tentang kewajiban Hakim untuk bermusyawarah terhadap hal-hal yang tldak 

dikemukc>kan para pihak, sehingga pasal inl hanya dapat dipakal sebagai 

acuan untuk pP-rkara gugatan dimana Hakimnya adalah Hakim Majells, tidak 

untuk perkara permohonan yang Hakimnya adalah Hakim Tunggal, sehinga 

pasar ini lidak perlu dan karenanya harus dikesampingkan; 

5. Ba.hwa Pelawan juga salah dalam mensitir putusan MARl No. 838 K/Sip/1969 

tanggal 22 Juli 1970 dan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, 

sebab Penetapan Pengadilan Negerl Jakarta 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 telah 

Selatan No. 

dipertlmbangkan 

dengar, cermat, tiap-tiap bagian petitum dan sebelum sampai pada Diktum 

tiap-!iap bagian petitum telah dipertimba~gkan dan diadili dengan cermat 

(periksa dan baca Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdl. ~ 12001/P N.Jak. Sel. ; 

6. Bahwa ............ . 
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6. Bahwa ?utusan MARt No. 696 K/Sip/1969 langgat 16 Oesember 1970 tidak 

relevan {irrelevan) dengan perkara !ni, sebab putusan MARl ini adalah 

mengenai gugatan atau putusan, sedang perkara No. 

2351Pdt.P/20011PNJak.Sel. tanggat 4 Oktobar 2001 adalah bukan gugalan 

dan b.Jkan putusan melainkan permohonan dan penetapan, sehingga dengan 

demlkian Putusan MARl No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Oesember 1970 

adalah t;dak periu dan ka.renanya harus d!kesampingkan ; 

7. 6ahwa dafil gugatan Pelawan tidak benar dan mengada-ada, sebab 

Penetapan Hakim No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tldak bersifat 

Condemnatoir, tetapi Oeclaratoir dan Hakim Ju_ga tidak melampaui wewenang 

yang dibertkan Undang-Undang dalam memeriksa dan mengadm permohonan, 

sebab yang dilarang untuk dikabulkannya sualu permohonan berslfat fimitatif, 

antata lain : 

a. Hakim ciilarang untuk mengabu!kan suatu permohonan untuk menetapkan, 

bahwa sebidang tanah ada!ah mifik Pemohon ; 

b. Hakim dilarang untuk mengabulkan suatu permohonan untuk menetapkan 

seseorang atau beberapa orang adalah a!i!i waris almarhum ; 

c. Hakim tidak dibenarkan untuk mengabu!kan suatu permohonan dan 

menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau 

:rlempunyai hak atas suatu barang : 

d. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohanan untuk 

menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah (Periksa Buku 

PP.;doman Pelaksanaan T ugas dan Administrasi Pengadi!an, Edisi Revlsi, 

Buku Ill, eel. 3, No. 12.9, 12.10, 12.11 dan 12,13. MARI1998, hal. 106, 107 

dan 108); 

Oengan demikian putusan Hakim dalam mengabulkan permohonan fni ada!ah 

su<.tah tepat dan benar, karena tidak melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 

penjalasan UU No. 14 lahun 1970 (dahulu) serta tidal< me!anggar Pedoman 

Pefaksanaan Tugas dan Administrasl Pengadilan, Edisi Revlsi tahun 1998: 

8, Bahwa ... 
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e. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 1 sampai dengan bulfr 4 tidak berisi suatL 

dalil tetapi hanya berisi uraian tentang jumlah saham yang dimilikl Pelawan 

dan Terlawan, surat perm!ntaan kepada direksi untuk mengadakan RUPS Luar 

Blasa dan isi dari ketentuan pasal14 ayat 5 Anggaran Dasar, sehingga tidal< 

perfu ditanggapi ; 

9. Bahwa posita gugatan Pelawan but!r 5 juga tidak berisl suatu datil, tetapi 

barupa suatu uraian, bahwa RUPS luar Biasa tangga! 24 Juli 2001 

pefaksanaan:1ya dibatalkan dengan alasan Terlawan tidak menghadiri RUPS, 

sehlnga ketentuan kuorum sesuai Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, 

ura!an mana sebenamya juga telah diuraikan dalam penetapan Hakim No. 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. butlr 5, hal. 2 sehingga rnengenai uralan ini juga 

tidak perlu ditanggapi ; 

10. Bahwa poslta gugatan Pe!awan butir 6 dan butir 7 tidak berdasar dan 

karenanya harus ditotak, sebab : 

a. Sai<'Jh satu agenda RUPS Luar Biasa Kedua, tangga 13 Agustus 2001 

adalah membahas mengenai pengganlian Direksi yang merupakan materl 

hul<um perubahan Anggaran Dasar Pe~eroan, make. ketentuan pasa! 73 

UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan T erbatas tidak dapat dipakai 

sebaoai dasar untuk panentuan kuorum dan seharusnya yang dapat 

dipakal sebagai dasar penentuan kuorum dan pengambllan keputusan 

adalah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 5 dan pasa! 18 

ayat 2 Anggaran Dasar jo. Pasal 75 UU No. 1 tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, sehingga RUPS kedua, tangga! 13 Agustus 2001 tidak 

memenuhi kuorum dan menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 5 dan 

pasaf 18 ayat 2 Anggaran Oasar Perseroan jo. pasal 75 UU No. 1 Tahun 

1995 ~enfang Perseroan Ter,batas dan dengan demikian maka RUPS 

kedua, tanggal 13 Agustus 2001 karena tidak memenuhi kuorum ada!ah 

tidak sah dan kar~ma RUPS kedua tanggal13 Agustus 2001 adalah tidak 

sah. maka anggota Direksi yang baru yang ditunjuk berdasarkan hasif 

kepuiusan RUPS Kedua, tanggal13 Agustus 2001 juga tidak sah; 

Disamping ..... , .......... . 
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ten!ang penyelenggaraan RUPS kedua. Yang diatur dalam Anggaran 

Dasar adalah bahwa para pemegang saham memiliki kehendak agar 

semua RUPS harus dihadiri oleh sedikitnya 213 dari seturuh saham yang 

ditempe.tkan (vide pasal 14 ayat 5 Anggaran Oasar) ; 

b. Bahwa posita perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa RUPS Luar 

Blasa tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah dan dalam petitum dalam 

Pokok Perkara butir 3 minta agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa 

RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 adalah 

sah dao menglkat Pelawan dao Terlawan adalah tidak sesuai dengan pasal 

1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana 

susunan Pengurus suatu Perseroan terdi1i dari Rapat Umum Pemegang 

Saham, Direksi dan Komisaris, sedang susunan pengurus yang ditetapkan 

dalam RUPS Luar Biasa tanggat 13 Agustus 2001 terdlri dari 5 (lima) orang 

Direktur yang merupakan Dewan Direksi, lidak ada RUPS dan Komisaris ; 

11.Bahwa dalil gugatan Pe1awan but!r 8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada­

ada dan karenanya harus dikesampingkan sebab pasal 2.01 sampai dengan. 

posal 2.04 SHAREHOLDERS AGREEMENT tanggal 9 Januan 1991 tidak 

mengatur tentang kuorum RUPS Luar Biasa, seh1ngga pasal i4 ayat 5 dan 

pa~a! 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 

1995 tentang Perseroan sudah tepat untuk dipakal sebagai dasar hukum 

;:>enentuan kuorum RUPS Luar Biasa; 

12, Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 10 adalah tidak benar, berandai-andai serta 

mengada-ada, sebab selama ini Terlawan tidak pemah mencafonkan orang 

untuk anggota Dewan Direksl lebih besar atau t!dak pemah menempatkan 

o,.ng lebih banyak dari pede epa yang ditentukan oleh SHAREHOLDERS 

AGREEMENT. Oleh karena dalil Pelawan butir 10 in! mengada-ada, berandai­

andai sertn Udal< benar, maka harus ditolak ; 

13. Bahwa deli! gugatan Pelawan butir 11 inl mengulang-ulang apa yang te\ah 

diuraikan terdahufu (tanpa nomor) dan telah- dijawan oleh Tertawan dalam 

Jawaban T er!awan butir 2 Dalam Pokok Perkara, oleh karenanya dalll gugatan 

Pelawan butir 11 ini tidak perlu dan tlarus dikesampingkan ; 
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14. aahwa dalii gugatan Pelawan butir 12 tidak berdasar dan karenanya harus 

ditolak, sebab Terrawan tidak pemah menyalahgunakan Penetapan dengan 

menggunakan panetapan seolah-olah kekuatan hukumnya sama dengan 

putusan yang dapat di!aksanakan, Terlawan heran bagaimana bisa Pelawan 

sampai pada kesimpulan demik!an, padahal semua orang mengetahui bahwa 

penetapan adaleh ~netapan yang Hdak dapat dieksekusi dan tldak mungkin 

dapat digunakan seakan~akan sebuah putusan yang dapat dieksekus1, sebab 

penetapan bersifat Declaratolr, paling-paling hanya dapat dlberitahukan pada 

pihak lain dan ini bukan eksekus! dan juga bukan seakan~akan eksekusl ; 

15. Bahwa daHl gugatan Pelawan butir 13 sulit dimengerti apa yang dimaksud' oleh 

Pelawan dengan pemyataan bahwa "berdasarkan ketentuan hukum tanpa 

adanya perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penetapan 

eksekusi dart Pengadilan Negerl, maka eksekusi TIOAK DAPAT 

OILAKSANAKAW, sebab semua orang pasti mengetahui, bahwa eksekusi 

harus ada campur tangannya Pengadllan, sehingga dalil gugatan Pelawan 

t.uHr 13 yang menyatakan, bahwa Terfawan mengeksekusi penetapan adalah 

tidak berdasar dan karenanya harus ditolak; 

18" BAhwa u-:;ul dari Pelawan agar Majelis Hakim Pengadllan Negeri Jekaita 

Selatan menghadlrkan saksf ahli dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Rl untul-; dfdengar keterangannya dalam menentukan ketentuan 

hukum apa yang tepat dipakai untuk penentuan kuorum RUPS Luar Biasa 

kedua T:Jrut Terlawan adalah tidak berdasar dan karenanya harus dltorak, 

sebab Anggaran Dasar dan SHAREHOLDERS AGREEMENT Ieiah dengan 

baik mengatur masalah RUPS sehingga tidak perlu mendatangkan Saksi Ah!i 

dbri Departemen Kehaklman dan Hak Asasi Manusia {Depkeh dan HAM), 

untuk menentukan ketentuan hukum apa yang tepat dipakai untuk penentuan 

kuorum R0PS Luar Biasa padahal ketentuan yang mengatur mekanisme 

RUPS PT ICI Paints Indonesia telah jelas dan saksi ahli yang ditunjuk dari 

:Jepkeh dan HAM akan dapat menimbulkan preseden yang buruk bagi 

De9keh dan HAM, mengingat secara kebetulan inisia! kantor Hukurn Yusril 

lhza Mahendra adalah nama Menteri Kehakiman dan HAM R!, sehingga untuk 

menghindart adanya anggapan telah terdapat Conflict of Interest {pertentangan 

kepentingan) maka saksi Ahll dari Depkeh dan HAM harus ditolak; 

Berdasarkan_"" "'·· 
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BE!rdasarkan uraian-uraian tersebut diatas T ertawan mohon Kepada Maje!is Hakim 

Pengadi!an Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa dan mengadili perkara ini 

sebagaibertkut: 

DALAM EKS EPSI 

Menerima dan mengabulkan eksepsl Terlawan seluruhnya ; 

Menyatakan gugatan per!awanan Pelawan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard) ; 

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara; 

DALAM PROVISI : 

~ Meno!ak parmohonan provisl dari Pelawan ; 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan se!uruhnya ; 

2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pe:lawan yang tidak benar; 

3. Menyatak.an bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Sefatan No. 

235/PdtP/2001/PN.Jak.Sel. tanggal4 Oktober 2001 DIPERTAHANKAN: 

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini; 

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negerl Jakarta Selatan berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

II. JAWABAN TURUT TERLAW8N 

DALAM EKSEPSI : 

a. PENGP.DILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG 

MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI SECARA ABSOLUT 

(KOMPETENSI ABSOLUT) 

Bahwa ............... . 
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Behwa berdasarkan pasal10 bulir 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT, langgal 

9 JanuaJi 1991, yang dibuat dihadapan Nyonya SUSANA ZAKARIA, SH, 

Notaris di Jakarta, d!nyatakan : "Jika terjadi suatu sengketa yang tldak dapat 

dise!esaikan secara damai kedua belah pihak setuju untuk mengajukan 

sengketa tersebut ke Majelis Arbitrase yang kecuali sebagaimana yang diatur 

dibawah ini, akan terdlti dari tliga orang Arbitrator. Due Arbitrator akan ditunjuk 

oleh PT. f.C.L Paints Indonesia dan PT. Dwi Satrya Utama masing-maslng dan 

Arbitrator katiga akan menjadi Ketua· Ar'bitrator akan dipilih oleh kedua 

Arbitrator yang ditunjuk diatas. Jika kedua Arbitrator yang dftunjuk gaga! untuk 

menunjuk Arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh hali terhitung sejak tangga1 

yang dlminta oleh salah sat p!hak, maka pan:' Arbitrator tersebut akan secara 

bersama meminta campur tangan dari Kamar Dagang rnternasiona! (ICC) di 

Paris untuk rnemilih Arbitrator keUga tersebut". 

Pasal 10 bulir 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT ini merupakan PROMIS 

COMPROMlTIENDO sebagai suatu klausula Arbitrase yang menyangkut 

kekuasaan abso!ut untuk menyelesaikan persel!sihan yang timbul dalam 

perkara ini. Dan Promis Compromlttendo ini ·menurut pasal 1338 ayat. 1 

KUHPerdata: ber!aku sebagai Undanr~-Undang bagi kedua pihak yang 

mernbuatnya ; 

Dengan adanya Promis CompromlUendo sebagai k!ausufa Arbitrase, maka 

Pengadi!an Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memertksa dan 

menga::iili parkara lni, sedangkan yang berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara in! sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR jo. pasal 615 

dstnya Rv adalah Badan Arbitrase; 

b. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) 

Bahwa PT ICI Paints Indonesia dij8dikan pihal< Turut Terlawan ada!ah sama 

sekali tidak benar, sebab sebagaimana diakui oleh Pe!awan da!am 

perlawanannya, bahwa Pelawan {PT ICL !micron BV) adalah pemilik 55 % 

sa ham PT. ICI. Paints Indonesia, yakni pemilik saham terbanyak di PT. IC I 

Paints Indonesia sehingga sulit dibadakan mana Pelawan dan mana Turut 

Ter!awan. Dan dengan dijadikannya PT. ICf Paints Indonesia sebagai Turut 

Tet!awan, m.aka gugatan kabur, karena lebih pihak; 

DALAM ..... . 
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DALAMPOKOKPERKARA: 

1. Bahwa RU?S Luar Biasa Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 telah dinyatakan 

tidak sah da'1 batal dem1 hukum o!eh Penetapan Pengadi!an Negari Jakarta 

Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, dengan 

alasan bahwa RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 nyata--nyata terbukti 

tidak memenuhi kuorum serta melanggar ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 

18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No, 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan T erbatas ; 

2. Bahwa Penetapan Pengaditan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.P/2001/flN.JakSeL dengan mempergunakan ketentuan pasal 14 ayat 

5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 75 UU No. 1 

lahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum untuk memutus 

permohonan aquo adalah tepat dan benar karena baik Anggaran Dasar 

Perseroan maupun SHAREHOLDERS AGREEMENT tidak mengatur RUPS 

Kedua, sedangkan kuorum hanya diatur da!am Angggaran Dasar, sedangkan 

SHAREHOLDERS AGREEMENT tidak mengatur masalah kuorum ; 

3. Bahwa RUPS Kedua, tangga! 13 Agustus 2001 karena tidak memenuhi 

kuaruo dan menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pe.sa! 18 ayat 2 

Anggaran Dasar Perseroan jo, Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tent_ang 

Perseroan Terbatas, maka RUPS Kedua, tangga 13 Agustus 2001 tersebut 

tfaak sah dan tldak mengikat baik Pe!awan maupun T erlawan ; 

4. Bahwa oleh karena RUPS Kedua, tanggal 13 :\gustus 2081 dinyatakan tidak 

sah dan batal deml hukum oleh Penetapan Pengadi!an Negeri Jakarta Se!atan 

No. 235/PdtP/2001/PN.Jak.SeL tanggal 4 Oktober 2001, maka anggota 

Direksi yang baru dltunjuk berdasarkan hasi! keputusan RUPS Kedua, tanggal 

13 Agustus 2001 juga tldak sah; 

5. Bahwa petrtum Pelawan butir 3 yang m!nta agar Pengadi!an Negeri Jakarta 

Selatan "Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turu! Terlawan tangga! 

13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelaw<in dan Terlawan karena sesuai 

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar T urut T erlawan dan ketentuan 

UU No_ 1 taht!:-~ 1995 adalah tidak tidak berdasar dan karenanya harus 
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ditolak, karena sesuai dengan Anggaran Dasar lurut Terlawan yang mana dan 

ke~entuan UU No. 1 Tahun 1995 yang mana, sebab Anggaran Oasar 

Perseroan tidak mengatur tentang RUPS Kedua dan RUPS kedua dalam 

mengambil keputusan hanya dihadirl oleh pemegang saham yang mewakili 

paling sed!kit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah, sedangkan dalam pasa! 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan ditentukan, 

bahwa : "RUPS hanya dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri 

dan/atau diwakili dengan Surat Kuasa sedlkit-dikitnya 2/3 (dua pertiga} dari 

jumlah moaal yang telah dlkeluarkan oleh Perseroan" ; 

6. Banwa disarnping itu apabila Pelawan minta agar RUPS kedua tanggal 13 

Agustus 2001 disahkan jefas akan membawa konsekuensi hukum bahwa 

susunan Pengurus juga sah dan apabila susunan Pengurus sah, maka hal ini 

tldak sasuai dengan ketentuan pasal1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, sebab susunan Pengurus hasil RUPS kedua, tanggal i3 

Agustus 200i hanya terdir! dari 5 {lima) orang Direktur sebagai Dewan Direksi 

tanpa ad& RUPS dan Komisarls, sedang susunan Pengurus menurut pasal 1 

butir 2 UU No. i Tahun 1995 ada!ah terdiri dari RUPS, Ofreksf dan Komisaris. 

Berhubung dengan hal tersebut, maka petitum butir 3 tersebut harus dit~ak ; 

7. Bahwa masalah pembatalan RUPS kedua, tanggal 13 Agustus 2001 oleh 

Penetapan Pongadilan Negeli Jakarta Selatan No, 235/PdtP/2001/PN.Jak,SeL 

tanggal 4 Okt'.Jber 2001 adalah tidak pad a tempatnya untuk dibesar -besarkan 

dengan c.ara mengajukan gugatan perfawanan d1 Pengadtlan Negeri Jakarta 

Selatan dengan membuang biaya dan energi yang tidak perlu, sehingga 

men!mbulkan permusuhan berkepanjangan, padahal pert!mbangan dan 

penetapan Pongadilan Negerf Jakarta Selatan datam membatalkan RUPS itu 

sudah jelas, yalmi berientangan dengan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 

Anggaran Oasar serta Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 lentang Perseroan 

Terbatas, sedangkan apabila Pe!awan tidak setuju dan berkeberatan dengan 

penetaran lersebut Pelawan dapat menempuh jalan lain, yakni dengan 

mengadakan RUPS yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan UU No.1 Tahun 

1995 tentang Perseroan T erbatas ; 

Berdasarkan ............. . 
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Berdauarkan uratan.-uraian tersebut diatas, Turut Terlawan mahon kepada Maje!is 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa dan mengadlli perkara 

inl sabagai berikut : 

DALAM EKSEPSI : 

1, Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut T erlawan 

2, Menyatakan gugatan petlewanan Pelawan tidak dapat diterima (niet 

ontvanke!ijke verklaard} ; 

3. Menghukum Pelawan untuk membayar b!aya parkara ini 

DALAM POKOK PERKARA: 

1, Menolak gugatan pertawanan dari Pelawan seluruhnya ; 

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pe!awan yang tidak benar; 

3. MP.nyatakzn bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Se!atan No. 

235/PdtP/2001/~N.Jak.Sel. tanggal4 Oktober 2001 DIPERTAHANKAN; 

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini : 

Atau apabila Maje!is Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadi!~ad!lnya (ex .aequo et bono). 

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan dan Turut Ter/awan 

tersebut diatus, Pelawan mengajukan Repliknya tanggal 16 Jull 2002, dan 

Terlawan serta Turu! Terlawan mengajukan Duplik tanggal23 Juli 2002; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan da!il~dali! perlawanannya, 

Pelawar1 mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi 

meterai secuku!Jnya dan diberi tanda P~1 sld P~39 sebagai berikut: 

1. Al<ta No. 29 tanggaf 16 Februar! 1996 perbaikan yakni perubahan pasal4 ayat 

1 dan ayet 2 anggaran dasar PT. ICI Paints Indonesia (Bukti P-1); 
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2. T ambahan Berita Negara tang gal 20 Agustus 1991 No. 67 tentang Pernyatac 

Keputusan Rapat Para Pemeg:ang Saham PT. LCJ Paint Indonesia, yar 

merubat1 anggaran dasar Turut Tertawan, yang dlruangkan dalam Akta No. 1 

tanggal 10 Desember 1990, dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH Notaris 1 

Jakarta (Bukti P-2); 

3, Tanda Terima beserta Surat Undangan RUPSLB kedua Turut Terlawe 

tangga! 13 Agustus 2001 dari Direksi Turut Terlawan kepada Para Pemegan 

Saham Turut Terlawan (Bukti P~3) ; 

4. Pengumuman tentang RUPSLB di Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 200 

tentang RUPSLB yang akan dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2001 {Bukti P-4 

5. Psngumuman resmJ Harian The Jakarta Post tangga! 26 Juli 2001 tentan! 

RUPSLB Kedua Turut Terfawan tangga! 13 Agustus 2001 (Bukti P-5) ; 

6. Akta No. 21 tangga! 11 Agustus 1971 pendlrian PT. IC! Paints Indonesia dibua 

oleh dan dihadapan E. Pondaag, Notaris di Jakarta (Bul<ti P-6) ; 

7. PenetApan Pcngadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel 

tangg•l 04 Oktober 2001 (Bukti P-7) : 

8. Surat Binawas Depnakertrans No. 8.542/BN-Nf2/2001 tanggal 18 Oktober 

2001 ditujukan kapada Turut Terlawan (Bukti P~8) ; 

9. Sural Ter!awan kepada Bank-Bank yang terdapat rekening Turut Terlawan 

(Bukti P-9) : 

10.Sural Oi(jen Administrasl & Hukum Umum tanggal 12 September 2001 

Nc.C.UM.01.10.2.17 kepada Turut Tergugat (Bukti P-10) ; 

11.Sur8t dari Kejaksaan Agung Rl No. B-208/G/Gpk/111112001 tanggal 19 

Nopembsr 2001 hal penyelesaian masalah yang dihadapi PT. ICI Paints 

Indonesia menurut ketentuan Hukum Indonesia (Bukti P-11); 

12. Surat dari Mahkamah Agung Rl tangga! 17 Desember 2001 No. KMAI8701 

Xtt/2001 kepada sdr. lg. Arestia R. Sotupung, SH. (Bukti P-12); 

13. Tanda Ligitimasi kerja tenaga ke:~a asing dalam rangka penanaman modal 

asingldalam negeri berdasarkan Undang-Undang No. 3/1958 BKPM Rl No. 

2418/!KTA/2001 tanggal 7 September 2001 atas nama Zahari bin Haji 

Mahfoudz (Bukti P-13); 

14.Surat Keputusan No. 933/MENIB/JKTAJ2002·dari Depnakertrans Rr tertanggal 

15 Pebruarl 2002 pemberian ljin Kerja Tenaga Aslng bag! Raymond Richard 

Spa!Ks (Bukti P-14) ; 

15. Sural BKPM Rl No. 18/AB.BKPM/2002 tertanggal11 Juni 2002 kepada Direksi 

PT. IC! Paints Indonesia, perihal persetujuan perubahan Direksid PT. Paints 

Indonesia (Bukti P-15); 

16.Surat.-. ........... . 
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16.Surat dar. Terlawan tertanggal 16 Mei 2002 kepada se!uruh karyawan Turut 

Terlawsn melalui unit Kerja Serikat Pekerja di perseroan (Bukti P-16); 

17. Surat Pelawan kepada seluruh karyawan dari Turut T erlaw.an tertanggal 12 

Juni 2002 (Bukti P-17); 

18.Undangan tanooal 4 Juri 2001 darT Dewan Direksi PT. ICl Paints Indonesia 

kepada para pemegang saham PT. lCt Paints Indonesia untuk manghadiri 

"UPSLB Kedua Perseroan tanggaJ 24 Juli 2001 (Bukti P-19): 

19.Notulen RUPSLB Kedua PT. fCf Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 

difegalisir oleh Notaris Liliana Artf Gondokusumo, SH. tanggal16 Agustus 1991 

(Bukli P-19): 

20. Perjanii~n Para ?emegang Saham PT. ICI Pa1nts Indonesia tanggal 9 Januan 

1991 (flukti P-20) : 

21.Surat pengunduran diri ha Moushigian sebaga! anggota Direksi dari PT. ICI 

Paints Indonesia tertanggal24 Mai 2001 (Bukti P-21); 

22, Tanda !erima 1 (satu) surat uotuk PT. Dwi Satrya Utama tertanggal 25 Juli 

2001 bo:ikut Undangan kedua RUPSLB tertanggal 24 Juli 2001 kepada 

pemegang saham PT. ICI Paints Indonesia untuk RUPSLB tanggal 13 Agustus 

2001 (Bukti P-22) : 

23. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen 

Kehakiman Rl No. C-UM.02.02, 17 tanggal 23 Maret 1999 kepada Kantor 

Advokat & Konsurtan HuKum Yan Apul & Rekan mengenai penegasan tentang 

Kuorum RUPS Perubahan Pengurus Perseraan (Sukti P~23) : 

24. Sural dari Ray Sparks tertanggal 27 April 2001 untuk dan atas nama Ara 

MoushiQian berdasarkaao surat kuasa tertangga! 6 Juni 2COO (Bukti P-24); 

25. Surat tertanggal 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan atas nama Ara 

Moushigian berdasarkan: surat kuasa tertar.ggal 6 Juni 2000 (8ukt1 P-25) ; 

26" S•;r&t tertanggaf 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan a!.as nama Ara 

Moushigian berdasa.rkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2000 {Bukti P~26) : 

27. SurB! 1ertanggar 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan alas nama Ara 

Moushigian dan lnderadi Kos!m berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2000 

kepada Gtandard Chartered Bank {Bukti P-27); 

28.Sura! tertangga! 31 Oktober 2001 dari lnderadi Kosim untuk dan atas nama 

Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 keduanya 

b~;:ortindak mewakili Turut Ter!awan kepada Standard Chartered Bank (Bukti 

P-28) ; 

29,Surat.. 
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29.Surat tert:mggal31 Oktober 2001 dari lnderadi Kosim, lndera Kosirn kuasa dari 

Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 bertindak 

mewakili Direksi Turut Terlawan kepada Deutsche Bank A-G. (Buktl P-29); 

30. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari lnderadi Koslm, lnderadi Kosim untuk 

dan atas nama Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2001 

yang keduanya mewakili Oireksi Turut Terlawan kepada Bank Syariah Mandiri 

(Bukti P-30) ; 

31. Sural tertanggal 31 Oktober 2001 dari lndetadi Kosim yang bertfndak untuk 

dirinya sendiri dan se!aku kuasa dari Ray Sparks berdasarkan surat kuasa 

tanggal 26 Oktober 2001 yang keduanya me_wakili Direksi Turut Terl~n 

k•pada Bank Central Asia (Bukti P-31); 

32. Surat lertanggal 13 Oesember 2001 dari Direksi Perseroan kepada Terlawan 

(Bukti P-32) ; 

33. Surat dari Clay T. Subrata dan Yoesoef Santo tertangga! 9 Januari 2002 

kepada Dewan Direksi dan Para Anggota Komite Manajemen Perseroan 

tentang adanya rekening baru perseroan (Bukli P~33}; 

34. Surat tertangga! 9 Januari 2002 dari lnderadi Kosim dan lnderadi Kosim selaku 

kuasa dari Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Oktober 2001 

k&pactu Bank Central Asia (Bukti P-34) ; 

35. S~1rat lnderadi Kosim dan Ray Sparks tertangga! 14 Januari 2002 kepada 

Korntte :vlanajemen Perseroan (Sukli P-35) ; 

36. Surat dari Musen Suprawinta tertanggal 14 Januari 2002 kepada Oireksi 

Persoroan PT. ICI Paints Indonesia (Bukti P-36); 

37. Surat ter~angga! 21 Januari .2002 dari Clay T. Subrata dan Yoesoef Santo 

(Bukti P-~7) ; 

36. Surat tertang;;Jal 22 Januari 2002 dari lnderadi Kosirn dan lnderadi Kosim 

mewakill Ray Sparks berdasarkan surat kuasa ta11ggal 26 Oktober 2001 (Bukti 

P-36); 

39. Surat tertanggal 25 Januad 2002 dari Deutsche Bank Jakarta kepada PT, ICJ 

Paints Indonesia dan kuasa hukum Terlawan (Bukti P~39}; 

Menimbsng, bahwa untuk menguatkan da!ll-da!if sangkalannya, 

Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan bukti-bukti sur'at berupa fotocopy yang 

te!ah dibubuhi meteral secukupnya dan diberi tanda T-1,TI~1 s/d T~12,TT-12 

sebagai berihut : 

1 .Pe~anjian ................ . 
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1. Perjanjian Para Pemegang Saham (Shareholders Agreement} tanggal 9 

Januari 1991 d!buat -dihadapan Ny. Susana Zakarta, SH. Notaris di Jakarta 

(BuktiT-1, TT·1): 

2. Anggaran Dasar Consolidated PT. ICI Paints lndonesla (Bukti T-2, TT-2); 

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1995.Pasal71 s/d Pasal78 (bukti T-3,TT-3), 

4. Pasal 124 sld Pasal 127 Undeng~Undang R! No. 1 Tahun 1995 lentang 

Perseroan Terbatas (Buktl T -4,TT-4}; 

5. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No, 2351Pdt.P/2001/ 

PN.Jak.S€1. langgal24 Oktober 2001 (Buk!i T·5,TT -5) : 

6. Putussn Sela Pengadilan Nageri Jakarta Selatan No. 2491Pdt.G/20021 

PN.Jak.Sal. tanggal9 Juli 2002 (Bukli T -O,TT-6): 

7. Putusan Sal a Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt. G/20021 

PN.Jak.Sel. tal1nggal16 Juli 2002 (Bukti T·7,TT-7): 

6. Pengumum&n amar Putusan Sela Perkara No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. 

tanggaf 16 Ju!i 2002 pada surat kaabar Harian Media Indonesia tanggal22 Juli 

2002, han Sanin, pada halaman 5 (Buktl T -B,TT-6); 

9. Per.gumuman Putusan Sela perKara perdata No 249/Pdt.G/2002/PN,Jak.SeL 

tanggal 16 Juli 2002 pada Harian Kompa.s· yang terblt hari Seiasa tanggal 23 

Juli 2002 halaman 9 (Bukti T-9,TT·9); 

10.Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admfnistras! Pengadilan Buku II Cetakan 

ke-3 tahun 1998 mengenai Putusan Provisionil (Bukti T-lO,TT-10): 

11.Surat dt:ui Dlrektorat Jenderal Admlnistrasi Hukum Umum Departemen 

Kehakiman Rl tanggal 12 September 2001 No.6-UM.01.10·217 kepada 

Oireektur PT. ICf Paints Indonesia (Bukti T-11 ;IT~11) ; 

12.SurE':t dari Kejaksaan Agung Rl tanggal 19 Napember 2001 No. B-

206/GIOPK.1111/2001 kepada Direksi PT. ICI Paints Indonesia perihal 

Penyelesalan masalah yaang dihadapi PT. lCJ Paints Indonesia menurut 

ketentuan Hukum Indonesia (Bukti T-12,TT-'12); 

13. Undang-Undang No. 35 Tahun 1977 t~ntang Perubahan atas Undang~Undang 

No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentusn-ketentuan Pokak Kekuasaan 

Kehakiman (Bukti T-13,TT-13): 

14. Akta Shareholders Afreement PT. ICI Paints Indonesia tertanggal 9 Januari 

1991, dibuat ')!eh Suzana Zakaria, SH. Notarls di Jakarta (Bukti T-14,TI ~14) ; 

Me11lmbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala 

sasuatu ygng· terjadi dipersidaogan sebagaimana tercatat dalam Berlta Acara 

persidangan y!'ilng bersangkutan, dlanggap telah termuat dalam putusan ini ; 

Menimbang ......... 

' 

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



30 

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing­

maslng pada tan9gal 3 September 2002, dan akhimya para plhak mohon putusan. 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

DALAM PROVISI : 

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya tefah mengajukan 

gugatan Provlsi $ebagaimana terurai dalam perlawanan dan dipertegas dengan 

surat penegasan tertanggal17 Juni 2002 No. 345/MO-YIM&PNII02 perihal mohon 

Putusan Provisi, semata-meta mohon agar Pihak Terlawan tidak rnelakukan 

perbuatan~perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan Pengadilan Negerl 

Jakarta Se!atan No. 2351Pdt.P/20011PN.Jak .. Sel. tanggal 4 Ok!ober 2001 sebagai 

alasan pemblokiran rakening Turut Terlawan di Bank~Bank; 

Menlmbang, bahwa gugatan Provisi adalah merupakan suatu tindakan 

pendahuluan ya:"'lg tidak termasuk kedalam pokok perkara (Putusan Mahkamah 

Agung Rl tanggal5 Juli 1977 No. 279 K/Sip/1976): 

Menimbang, bahwa mengena1 Provlsi tersebut Pengadilan Negeri 

te!ah monjatuhkan Putusan Se!a tanggal 16 Juli 2002 yang pada pokoknya 

amarnya berbunyl mengabuikan gugatan Provisi sebagian sebagaimana terurai 

da!am amar putusan dimaksud yakni menghukum Terlawan untuk menghentikan 

perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Sela!an No. 23511Pdi.GI2001IPN.Jak .. Se!. tanggal 4 Oktober 2001 

sebagai alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-Bank, 

dan mengemba!ikkan susunan Pengurus Turut Tetlawan dalam keadaan sebelum 

adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Salatan No. 235/Pdi.PIPN.Jak .. Sel. 

tanggal 4 Oktober 2001, yaitu mereka yang dltunjuk oleh RUPS Turut Terlawan 

tangga:: 13 Agustus 2001, sampai dengan adanya Putusan Pokok dalam perkara 

aquv; 

DALAM EKSEPSI 

Me'limbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan 

eksepsi mengen~i kompetensi absolut yaitu permasalahan antara Pelawan 

dengan Terlawan dan Turut Terlawan adalah wewenang ArbUrase lnternasional ; 

Menlmbang ............. . 
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M~nirnbang, bahwa atas eksapsi tersebut Pelawan menanggapinya, 

bahwa Pengadl!an Negeri Jakarta Sal at an berwenang memer!ksa dan mengadil i 

perkara inf kare11a obyek perkara ada!ah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 

Sela!an No< 235/PdtPI20011PN<Jak<SeL tangga14 Oktober 2001 : 

Menimbang, bahwa selain itu Terlawan dan Turut Terrawan telah pula 

mengajukan eksepsi yaitu : 

1. Gugatan Pelawan Kabur {Obscuur Libel) 

a, Bahwa kallmat da!am petitum Oalam Provisi butir 1 yang berbunyi 

"Membekukan menyatakan dstnya" sangat rancu, sehingga apabila 

tuntutan Provlsi dikabulkan tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel) : 

b. Bahwa petitt.lm Pelawan bersifat Declaratoir, bukan Comdennatoir hal 

mana terbukti dari kata~kata : uMenyat2kan" tindakan ada kata~kata 

hMem&rintahkan" atau MenghukUm, sahingga apabila gugatan dikabu!kan 

maka Putusan Udak daapat dieksekusi (Non Eksekutabel). padahal bentuk 

perlawanannya dlbuat berupa gugatan, namun petitumnya dibuat berbentuk 

permohonan ; 

c. Bahwa peti!um Pelawan berbentuk permohonan yang tidak dapat 

dieksekusi, tetap! Pelawan minta agar Putusan dapat dija!ankan lebih 

dahulu, S9hingga petitum itu sendiri tetdapat pertentangan yang sangat 

keliru; 

d. Bahwa da!am petitum butir 5, Perawan mlnta agar PengaOilan Negeri 

"Menyatakan bahwa susunan D!reksi PT, JC! Paints Indonesia (Turut 

Terlawan) terdiri darl 5 (Hma} orang, 3 {tiga) orang diantaranya ahrus 

dicalonkan dari ICf Omicron BV {Petawan), dan 2 {dua) orang dicalonkan 

darl PT. Dwi Satryaa Utama (Ter1awan). patitum lni tidak ada dasar hukum 

untuk dikabulkan oteh Pengadilan Negeri, kanma ha! \ni hanya diatur 

melalui mekanisme RUPS Luar Biasa, sebagai Undang-Undang tertinggl 

dalam sebuah perseroan ; 

2. Tenteng Permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad Oalam Provisi 

Tentang perrnohi'Jnan uitvoerbaar bij voorraad dalam Provisi adalah lidak tepat 

dan tidok benar, sebab tuntutan Provisi itu sudah merupakan tuntutan agar 

putusan dapat dija!ankan lebi11 dahulu. Dengan adanya tumpang tindih (over 

lalping), sehingga gugatan menjadi rancu dan kabur; 

3. Tentang ...... . 
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3. Tentang Lebih Pihak 

Bahwa PT. lCl Pa1nts Indonesia dijadikan pihak Turut Terlawan adalah tidak 

tepat, sebab sabage!mana diakui oleh Pelawan, bahwa Pelawan adalah 

pemirlk 55% saham PT. ICI Paints Indonesia, sehingga da!a"!' hal fnl Pelawan 

telah menggugat dirinya sendiri dan juga menjadi rancu, karena sulit 

dlbedakan mana Pefawan dan mana Turut Tertawan, dan dengan dijadikannya 

PT. ICI Paints Indonesia sebagal pihak, maka gugatan kabur, karena lebih 

pihak; 

4. Tentang Po:.ita Tidak Mendukung Petitum 

Bahwa dalam Posita gugatan, Pelawan sama sekali tidak menguraikan tentang 

Provisl, tentang permintaan membekukan Penetapan Pengadilan Negerl 

Jakarta Selatan No. 235/PdtP/2001/PN.Jak.Set tanggal 4 Oktober 2001 dan 

tentang 9ermintaan penghentian parbuatan-perbuatan apapun yang 

menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oklober 

2001, tetapi da!am petitum tanpa disangka-sangka muncut tuntutan Provisi 

yang minta pembekuan dan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang 

menggunakan Penelapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 

2001, sehingg;;~ Pos!ta tldak mendukung petitum ; 

Bahwa d31arn Posita gugatan Pelawan tidak menguraikan atau tidak 

menyinggung sama seka!i tentang permohonan agar putusan dapat dijalankan 

lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) baik dalam Provisi maupun dalam pokok 

perkara, namun dalam petltum, baik dalam Provisi maupun dalam pokok 

petkara, Pelawan minta aga( putussn dapa.t dijalankan lebih dahu!u 

(uitvoerbaar bij voorraad), sehfngga Posita tfdak mendukung petitum ; 

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan dan Turut Tertawan 

tersebut, Pengadilan Nageri Jakarta Sa!atan !alah menjatuhkan Putusan Sela 

yang pada pokoknya amarnya menolak eksepsi Terfawan dan Turut Terl.awan 

berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadl{an Negeri Jakarta Selatan dan 

menyatakan Pengadllan Nager! Jakarta Se!atan berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara aquo serta memarintahkan kepada kadua belah pihak untuk 

melanjutkan pr)meriksaan perkara; 

Menimbang, bahwa atas eksepsi dati Terlawan dan Turut Terlawan 

tersebut. plhak Pefawan dalam repliknya telah menyangkal semua dalil-da:lil 

eksepsi dari Pelawan dan Turut Ter!awan tersebut; 

Menimbang." ... ,., ....... .. 
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Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama eksepsi 

dari -rer1awan dan Turut Terfawan, temyata eksepsi mengenai kompetensi 

absolut, telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 16 Juli 2002 yang pada 

pokoknya amamya menolak eksepsi mengenai kompetensi abso!ut dari Terlawan 

dan Turut TerJawan serta memerintahkan agar para pihak melanjutkan 

pemeriksaan perkara ini : 

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya Maje!is 

mernpertimbangkan sebagai barikut ; 

1, Tentang Gugatan Pelawan Kabur (Obscuur libel) : 

Menlm'bang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan mendalilkan bahwa 

peti~um perlawanan bersifat declaratoir dan bila perlawanan dikabulkan nanti 

putusannyaa non eksekutabe! ; 

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memuat gambanan yang 

jelas mengenai duduknya persoalan dengan lain perkataan dasar gugatan harus 

dlkemukakan tlengan jeras dan dalam hukum acara perdata bagian dart gugatan 

tni disebut Fundamentum Petendi aatau Posita yang terdiri dari dua bagian yaitu 

bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan yang memuat 

alasan-alasan y(;lng berdasarkan hukum. Surat gugatanlperlawanan harus pula 

dilengkapi dengc::n petitum yaitu hal-hal apa yang dilnginkan daan atau dlmintakan 

oleh Penggugat /Pelawan agar dlputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh 

Hakim {Hukum Acara Perdata dafam Teart dan Praktek halaman 17. Ny. 

Retoowulan Sutantlo, SH., Iskandar Oeripkartawinata, SH) ; 

M..:!nlmbang, bahwa perlawanan dari Perawan adalah perfawanan 

terhadap suatu Penetapan Hakim yang bersifat declaratoir pula sehingga setelah 

Majelis ;nenellti temyata petitum perlawanan sudah jelas, dan oleh karena petltum 

perlawa'!an sudah je!as, maka eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan haruslah 

dlto!ak; 

2, Tentang Perr:1ohonan Uitvoerbaar bij Voorraad Da!am Provisi 

• Menimbang, bahwa dalil Tertawan dan Turut Terlawan tentang 

permohonan uitvoerbaar bij voorraad dstam Provisi adalah tldak tepat dan tidak 

benar, Majelis tP.:Iah mempertimbangkannya dafam Putusan Seta mengenai 

gugatan Prov;si, sehingga menurut hemet Majelis eksepsi inl harus ditolak; 

3.Tentang ................. .. 

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



)4 

3. T entang Lebih Pihak 

Menlmbang, bahwa mengenai l~eberatanfeksepsi Terlawan dan Turut 

T erlawan yang menyatakan Pelawan menggugat dirinya sendiri, hal tersebut 

sudah termasuk kedalam pokok perkara yang dibuktlkan dalam pokok perkara, 

lagipula meru?akan kewenangan bagl Pelawan untuk menentukan siapa yang 

akan digugaVdijadikan T er!awan yang berhubungan dengan pertawanan ini : 

Menimbang, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan 

Pengadilan adalah adanya parseflsihan hukum antara kedua befah pihak 

(Putusan Mahkamah Agung Rl tanggal13 Desembar 1958 No.4 K!Sipl1958); 

Mennflbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

menurut hemat Maje!is eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan mengenai lebih 

pihak hatus pula ditolak; 

4. Tentang Pc-sita Tidak Mendukung Petitum 

Menimbang, bahvta T erlawan dann Turut T er!awan mendalilkan 

bahwa Pe!awan sama sekali tldak menguraikan tentang Provisl, tentang 

permintaan pembekuan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No, 

235lPdt.PI20011PN.Jak.Sel. dan tentang perrnintaan penghentian perbuatan­

perbuatan apapun yang menggunakan penetapan aqua dan dalam petitum tanpa 

disangka-sangka muncul tuntutan Provisi sebagaimana disebutkan diatas 

sehlngga Posita tid3k mendukung petitum ; 

Menimbang, bahwa tuntutan provision!! yang tercantum da!am Pasal 

180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan~tindakan sementara selama proses 

berjalan. Tuntu~an Provisionll yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tldak 

dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Rl tanggal '7 Mei 1973 No. 1070 

KISip/1972) ; 

Menimbang, batrwa Hakim wajib mengadi'i semua bagian dari petitum 

dan Hakim dl!arang untuk memutuskan lebih daripada apa yang dlm!nta olah 

PenggugaUPelawan Putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 19 Juni 1971 No. 46 

K/Sip/1969) , 

Menimbang ............... . 
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Menlmbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di ates 

make meriurut ~emat Majelis, eksepsi Terlawan dan Turut Tarlawan tersebut patut 

untuK ditolak ; 

DALAM PQ!SOK PERKARA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pedawanan Pelawan 

adalah sebagaimana telah terurai di atas ; 

Menimbang, bahwa pokok permasalahan pertawanan Pelawan antara 

Pelawan dengan T ~rlawan dan Turut T er1awan berkisar atas hal-hal sebagai 

be:rikut: 

8ahwa obyek per!awanan Pelawan adafah Penetapan Pengadllan Negeri 

Jal<arta Selatann No. 235/Pd!.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 

yang amartiya barbunyi : 

Mengabulkan permohonan Pemohon ; 

Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 

tidak memenuhi kuorum serta melanggat Pasal 14 ayat 5 dan Pasa! 18_ 

ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UndangMUndang No. 1 

Ta.t1un 1995 tenteng Perseroan Terbatas; 

Menya~akan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 

tidal< soh oieh karenanya batal demi hukum ; 

Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuafi 

pengurus yang atas kemauan sendiri te!ah mengundurkan diri dari 

kepengurusan ; 

Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (defapan puo!uh 

seml.:>ilan r\bu rupiah} ; 

Bahwa Pe!awan sangat keberatan dengan pertimbangan dan diktum 

Penetapan aqua, Pelawan seharusnya d!jadikan pihak, sekurangMkurangnya 

sebl':;gai T ermohon untuk dlpanggil dan didengar keterangannya dan diberi hak 

mengajukC'n sanggahan-sanggahan terhadap apa yang dikemukakan oleh 

T erlewan dalam perrnohonan tersebut ; 

~ Oiktum_. ....... , ..... . 

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



36 

Diktum Penelapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan tangga! 

4 Oktober 2001 tarsebut, tidak menyebutkan dengan jelas RUPS Luar Blasa 

f(edua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang tldak sah ; 

Bahwa dalam suatu perkara permohonan yang bukan gugatan. Hakim hanya 

berwenang mangeluark.an putusan konstitutlf ; 

Bahwa Pelawan memilik! 55% saham dari seluruh saham yang dike!uarkan 

oleh Turut Terlawan, sedangkan Ter!awan memillki hanya 45% saham dari 

selufiJh saham yang telah dikeluarkan oleh Turut Terlawan: 

Bahwa atas permintaan Pefawan dengen suratnya tertanggal 4 Juli 2001 agar 

Direksi T urut T erlawan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda 

penunjukkan 3 (tlga) orang Direksi baru, yaknl lnderadl Kostm, Ray Sparks, 

Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi lama, yang sudah 

mengundurkan d1ri yakni Ara Moushiqian, Direksl Turut Terlawan dengan 

sufatnya tertanggal 4 Jull 2001 telah mengumiang Terlawan dan Pelawan 

untuk menghadirkan RUPS Luar Biasa yang akan diadakan tanggal 24 Juli 

2001 selama waktu 20 hali sehingga sesuai dengan Anggaran Oasar Turut­

Terlawan: 

Bahwa olch karena Ter!awan tidak menghadiri RUPS Luar Biasa tanggal 24 

JuH 2001 wa!~upun te!ah diberikan surat undangan resml pe!aksanaannya 

dlbala!kan karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dlterttukan da!am 

Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasa.r Turut Ter/awan, kemudian Direksi Turut 

TerlavJan mengllimkan surat undangan untuk RUPS Luar Biasa Kedua Turut 

Tetlawan tanggal 13 Agustus 2001 dan pemberitahuan_ resmi telah dimuat 

da!am harian The Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos Kota 

tanggal 26 Jull 2:001 pemanggilan talah memenuhi syarat yang diatur dalam 

Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan : 

Bahwa pada tangga! 13 Agustus 2001 RUPS luar Biasa Kedua tetah 

di!aksanakan dengan dihadiri Pelawan dan tanpa hadimya Terlawan, yang 

mana da!am RUPS tersebut telah mengamb!l keputusan penunjukkan 3 (tiga) 

Oireks1 Turut Terlawan yang baru dan pembebasan tugas Direksi lama, 

penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa 

Kedua ........... . 
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Kedua Turut Terlawan ditetapkan D!reksl Tu~t Terlawan berdasarkan Pasal 

73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 tahun 1995 fen tang Perseroan Terbatas, yang 

menyata!~an RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan ditetapkan oleh Direksi 

Turut Terlawa11 sah dan berhak mengambil keputusan apabila dlhadirl oleh 

pemegang saham yang mewaki!l paling sedikit 1 /3 (satu pertiga) bagian dari 

jumlah sei:..Jruh saham dengan hak suara yang sah dimana da!am RUPS Luar 

Biasa tersabut kehadiran Pe!awan adalah 55% saham berarti te!ah memenuh 1 

Pasal 73 ayt:'lt 2jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas: 

Maka R.apat dilaksanakan dan te!ah mengambil keputusan menetapkan 3 

(tfga} Direksi baru dan membebaskan tugasken Direksi lama; 

Berita Acara RUPS Luar Blasa tanggal13 Agustus 2001 telah ditandatangani 

oleh RRy Sparks sebagai Direktur Turut Ter!awan, Ketua Rapat dan D1rektur 

Turut Terlawan Khoo Kian lang Winston serta dilegalisir oleh Liliana Arif 

Gondokusumo, SH. Notads di Jakarta ; 

Bahwa anggota Direksi Turut Terlawan yang baru dan sah berdasarkan hasil 

keputusar1 RUPS luar Biasa Kedua Turut Ter!awan langgal 13 Agustus 2001 

ada!ah: 

- Dlrektur 

- Direhtur 

- Direktur 

- Direktur 

- Direktur 

: Zahari bln Haji Mahfoudz ; 

Ray Sparks; 

: Jnderadi Kosim : 

: Yoesoef Santo; 

: Clay Tirtana Subrata ; 

Bahwa mesklpun Anggaran Oasar Perseroan tidak secara tegas mengatur 

ketentuan yang berlaku dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang pertama 

tidak memenuhi kuorum, namun Terlawan terah dengan sengaJa !alai tidak 

mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negerl Jakar;ta Selatan Shareholders 

Agreement jafi Turut Terlawan, sehingga Hakim tidak mengetahui dan tidak 

mempertimbangkan tentang adanya pasal 2.01 sampai dengan pasa! 2.04 dari 

Shareholders Agreement Turut Ter!awan tanggal9 Januari 1991 yang secara 

tegas mengatur hal tersebut ; 

Bahwa berda!."'arkan anggaran dasar Turut T er!aw<;in ditentukan bahwa Direksi 

terdiri dari lima ( 5 ) anggota dan paling sediklt tiga ( 3 ) anggota. Apabila 

Direksi terdiri dari lima ( 5) anggota, Immaterial Chemica! lndustti PLC akan 

mencalonkan ......... _.. 
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mencalonkan dua ( 2 ) orang dan jika Oin~ksi tcrdiri dari tiga ( 3 ) anggota, 

maka lmpemd Chemical Industries PLC akan mencatonkan dua ( 2 ) anggota 

dan PT. Owi Satrya Utarna akan mencalonkan satu { 1 ) orang ; Jelaslah 

bahwa jika komposisi adalah 5 {lima) orang maka 3 (tiga) orang harus 

dicalonkan o!eh Pelawan dan hanya 2 {dua) orang yang dicalonkan o!eh 

Terlawan; 

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jumlah anggota Dewan Oireksi yang 

dicalonkan oleh Terlawan seharusnya lebih keci! dari jumlah anggota Dewan 

Direksi yang dica!onkan oleh Pelawan dan jika Tarlawan mengajukan calon 

lebih besar dari Pe!awan maka merupakan pelanggaran; 

Bahwa Terlawa:n telah bertindak melampaui batas dengan rTienyalahgunakan 

penetapan aquo doangan menggunakan panetapan aquo seolah-olah kekuatan 

hukumnya sama dengan penetapan eksekusf dan Terlawan secara tldak sah 

te!ah menyalahgunakan penetapan tersebut untuk mempengaruhi plhak ketiga 

(Deutche Bank Jakarta, Dirjen Binawas Depnakertanas Rl dan Pihak 

Kepalisian) ; 

Menimbang, bahwa atas perlawanan -Pe!awan te-rsebut p1hak 

Terlawan menyangkalnya pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa an:ara Pelawan dengan Terlawan tidak pemah terjadl sengketa da!am 

arti yuridio:; ::>leh karena itu Terlawan tidak mengajukan gugatan melainkan 

permohonan ranya mengenai pembatalan keputusan RUPS Kedua tanggal 13 

A.gustus 2001 yang nyata~nyata terbukti tidak memenuhi kuorum serta 

me!anggar pasa! 14 ayat 5 dan pasal18 ayat 2 {Anggaran Dasar Perseroanjo, 

pasa; 75 UU No, 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

Bahwa mengenai Oiklum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

tanggal 4 Oktober 2001 yang tidak menyebutkan dengan jelas RUPS Luar 

Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseraan mana yang tidak sah 

adalah tidak beraJasan sebab dalam urain yang mendahulul diklum Penetapan 

sudah disebutkan dengan RUPS Luar Biasa ; 

- Bahwa 
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Bahwa Penetapan No. 2351Pdt.P/2001/PN.Jak.SeL tidak bersifat 

Comdemnalofr, tetapi Declaratoir dan Hakim tidak melampaui wewenang yang 

diberikan Undang-Undang dalam memeriksa dan mengadili permohonan ; 

Bahwa tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur tentang 

RUPS Kedua; 

Bahwa posita Pelawan yang menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 13 

Agustus 2001 adalah sah ada!ah tidak sesuai dengann pasal 1 butir 2 U U 

No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

Bahwa pasal 2.01 sampai dengan pasal2.04 Shareholders Agreement tanggal 

9 Januari 1991 tidak mengatur tentang kuorum RUPS Lual' Biasa, sehingga 

pasal 14 ayat 5 dan pasa! 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 5 

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan sudah tepat untuk dlpaka! sebagai 

dasar hukum panentuan kuorum RUPS Luar Biasa ; 

Bahwa Terlawan tidak pernah mengajukan ca!on anggota Dewan Direksi lebih 

bcsar dari Pelawan ; 

Bahwa Tertawan tidak pernah menyalahgunakan Penetapan dengan 

menggunakan penetapan seolag-olah kekuatan hukumnya sama dengan 

putuman yang dapat dllaksanakan eksekusinya ; 

Bahwa untuk menghindarl preseden buruk maka saksi ahlf dari Departemen 

Kehakiman Rl harus ditolalc ; 

Menimbang, bahwa o!eh karena perlawanan Pelawan disang!Gal oleh 

Tenawan, maka menjadi kewajiban bagi Pelawan untuk membuktikan 

per!awanannya ; 

Menimbang, bahwa untuk menguaikan perlawanannya, Pelawan 

mengajukan bukti~buktl surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39; 

Meni:nbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, 

Terlawan dan Tu~ut Terlawan mengajukan bukti~bukti surat yang dlber! tanda T-1, 

TT-1 sampai dengan T-14, TT-14; 

Menimbang . "" .......... . 
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Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dafam 

perfawanan ini adalah : 

1. Apakah benar RUPS Keclua PT ICI Paints Indonesia (Turut Terlawan) yang 

dilakstlnakan tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta 

malanggar ketentuan paSS:! 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar 

Perseroan Jo. Pasar 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas: 

2. Apakah benar Penetapan Pengadllan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.PI2001IPN.Jak.Sel. tanggal 4 Oklober 2001 tldak mempunyal 

kekuatan hukum ; 

Menimbang, bahwa terlebih dahu!u Majelis akan mempertimbangkan 

menge:!lai RUPS Luar Biasa Kedua PT. ICI Paints Indonesia tanggaf 13 Agustus 

2001: 

Menimbang, bahwa dari bukti P~1 yakni Alcta No. 29 tanggal 16 

Pebruarl1996 ten!ang Perbaikan Anggaran Dasar PT ICJ Paints lndonesra dibuat 

dihadapan Ny. Sri Nanning, SH., Netarts di Jakarta dimana dalam pemegang 

saham perseroan tersebut 55 % dimi!iki oleh Pelawan dan 45 % dimiliki oleh 

Ter!awan; 

Mt;!nitnbang, bahwa dari bukt1 P-2 yakni Pemya.taan Keputusan Rapat 

PT. IC! Paints Indonesia No. 11 tanggal10 Desember 1990 mengenai perubahan 

anggaran dasar psrseroan tersebut, dibuat d!hadapan Ny. Susana Zakaria, SH. 

Notaris di Jakartf:!, 

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P~5 merupakan Undangan 

resmf kepada pemegang saham PT. lCI Patnts Indonesia untuk menghadiri RUPS 

luar Biasa "e;seroan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 

2001: 

Mcnimbang, bahwa bukti P-6 adalah merupakan Akta No. 21 tanggal 

11 Agustus 1971 tentang Pandirlan PT. ICI Paints Indonesia dan telah dirobah 

anggaran dasarnya berdasarkan Aide No. 8 tanggal 5 Jult 1973 dlbuat dlhadapan 

R Pondaag, SH. Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Departemen 

Kehakiman Rl Daftar Ke:putusan Menteri Kehakiman tertanggaf 24 Juli 1973 

No. Y.A.S/253120 yallu perobahan Pasal 12 ayat (1) dari anggaran dasar Turut 

Tergugat ...... ___ ... _ 
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Tergugat sehingga betbunyi : Tiap~tlap tahun, selambat~lambalnya pada akhir 

bulan Maret dan untuk pertama kalinya pacta akhir bulan Maret 1973 harus 

diadakan rapat umum tahunan para pemegang saham ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (sama dengan bukti T-5, 

TT-5) adalah merupakan Penetapan Pengadllan Negeri Jakarta Selatan No, 

235!PdtPI2001/PN.Jak.Sel. tangggal 4 Oktober 2001 yang pada amar 

putusannya diantaranya berbunyi menyatakan bahwa keputusan RUPS kedua 

tanggal 13 Agustus 2001 tidak mamenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 

ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Keputusan RUPS 

Kedua tanggal13 Agustus 2001 tidak sah oleh kar!!manya batal demi hukum, dan 

menyatakan ~hwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus 

yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ; 

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan No, 235/Pdt.P/2001/ 

PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 maka Ditjen Blnawas Departemen Tenaga 

Ke~a mengirim sural tertanggal 18 Oktober 2001 No. 8.542/BW-LIKIXI2001 

tanggal 18 Ok!ober 2001 yang ditujukan kepada Turut Terlawan perihal Nota 

Pemeriksaan yang menyangkut tenaga kerja asing a/n Ray Sparks, M. Zahari bin 

Haji Mahfudz. ) ang semen tara waktu kedua orang terse but tidak diperkenankan 

melakukan pekerjaan dan berada di lokasi kerja sampai ada keputusan lebih !anjut 

(vide bukti P-8) ; 

Menltnbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yakni Surat Mahkamah 

Agung Rl tertanggal 13 Desember 2001 No. KMA/870/Xtl/2001 perihat 

permohonan per!indungan hukum berupa pembata!an Penetapan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.JakSel. tanggal 4 Oktober 2001 

ditujukan kepada lg. Arestia R Solapung, SH, yang: menyataKan bahwa 

Mahkamah Agung tidak dapat membala!kan Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan tersebut dan dapat dipertlmbangkan dengan upaya hukum 

perlavvanan yang d!daftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadiian, adalah 

merupa!tan saluran uniuk mengajukan keberatan dan pembatalan Penetapan 

yang telah dike!uarkan oleh Pengadilan yang bersangkutan; 

Memmbang , ... 

Pembatalan Hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



• 

42 

Menfmbang, bahwa dari buktl P-18, P-19 adalah merupakan 

pelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat yang kedua tanggal 13 Agustus 

2001 yang dlha.diri oleh Pe!awan pemil!k 55 % saham Turul Terlawan tanpa 

dihadiri ol':l!h TerlaNan salalu pemUik 45% saham Turut Terlawan, Rapat Kedua in! 

dilaksanakan kar~ma Rapal Umum Pemegang Saham yang pertama tanggal 24 

Julf 2001 tidak mencapai kuorum yang disyaratkan, RUPS Luar Blasa Kedua 

tanggal 13 Ayustus 2001 tersebut lelah mengambl! kepulusan penuojukan tiga 

Direksl Turut Ter!awan yang baru dan pembebasan tugas Direksi yang lama yaitu 

Ara Moushigian. Adapun Direksi yang baru adalah Zahari Mahfudz menggantikan 

Ara Moushigian selaku Olrektur baru perseroan. Dan mengangkat kembali Tuan 

Ray Sparks dan lnderadi Kosim sebagai Direktur dari Turut Ter!awan ; 

Menirnbang, bahwa dari bukti P-20 sama dengan bukti T-1,TT-1 yaitu 

Sharoholders Agreement PT. JCI Paints Indonesia tertanggal 9 Januart 1991 yang 

dibuat dihadapan Susana Zakarta, SH, Notaris di Jakarta antara Imperial 

Chemicallndusbiss PLC (ICI) dengan PT. Owl Salrya Ulama; 

Menlmbang, bahwa Pasal 73 ayat2 jo, ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 

ten tang Perseroan T erbatas menentukan bahwa dalam hal kuorum sebagaimana 

dimaksud dalam ayat {1} tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS Kedua dan 

Pasal 83 ayat (5} menentukan bahwa RUPS Kedua sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) zah dan berhak mengambir keputusan apabila dihadiri oleh 

pemegang saham yang mewakili pallng sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari 

jumlal"' seluruh ~ah~m dengan hak suara yang S'9: \h dan ayat (6) nya menentul<an 

bahwa dalam hal kuorum RUPS Kedua sebagaimana dlmaksud da!am ayat (5) 

tidak tercapai atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan ofeh Ketua 

Pengadilan Negeri ; 

Menlmbang, bahwa RUPS Luar Biasa yang dtlaksanakan pada 

tanggal 13 Agustus 2001 yang dilaksanakan oleh Direktur Turut Terjawan telah 

memenuht syarat yang ditentukan da!am UU No. 1 Tahun 1995 yaitu adanya 

pemanggfl<:~n I pemberitahuan agar !T'.enghadiri RUPS tanggal 13 Agustus 2001 

yang diselenggara!>an sesuai dengan Pasal 73 ayat (4} UU No, 1 Tahun 1995 

(vide bukti P-3, P-4, P-5) : 
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ME.:nimbang, bahwa RUPS dengan agenda pembebasan darl iabatan 

Direktur Pers&roan yang lama dan pe.ngangkatan Direktur Perseroan yang baru 

bukanlah RUPS untuk mengubah anggaran dasar karena perubahan anggaran 

dasar pada prinsipnya melakukan perubahan-perubahan akan pasal~pasal dari 

anggaran da.sar tersebut sedangkan pemberhentian Direktur yang tama dan 

pengangkatan Direktur yang baru slfatnya hanya melaksanakan apa yang 

dltentukan :lalam pasa!~pasal mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi 

Perser'Jan ; 

Menimbang, bahwa pada tang gal 24 Mei 2001 Ara Moushigian selaku 

Direktur pada PT. ICI Paints Indonesia telah mengajukan permohonan 

pengunduran diri dari jabatannya tersebut kepada ICI PLC MiUbank london, 

kemudian dengan adanya permohonan mengundurkan dfri darl Ara Moushiqian 

tersebut, maka Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa Pemegang Saham 

pacta tanqga! 24 Ju!i 2001 namun tidak mencapai kuorum, kemudfan dll.anjutkan 

untuk meJaksanak.an RUPS Luar Biasa Kedua tangga! 13 Agustus 2001 yang 

seb2Jumnya ie!ah diberltahukan kepada pemegang saham untuk menghadiri 

RUPS Luar Blasa tersebut sesuai dengan keteniuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran 

Oasar Perseroan dan Pasal69 UU No, 1 Tahun 1995 {vide bukt1 P-21, P-22}; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 yakni Surat Direktur 

Jenderal i-lu~um dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Rl No. 

C.UM.02.02.17 tanggal23 Maret 1999 yang ditujukan kepada Kantor Advokat dan 

Konsultan Hukum Yan Apu! & Rekan perlhal tentang penegasan tentang Kuc:um 

RUPS Perubahan pengurus Perseroan pada but!r 4 suratnya menyatakan bahwa 

"Anggota Direksi dan Komisarts diangkal oleh RUPS (Pasal 80 dan Pasal 95 

UUPT} dan penggantiannya tersebut dapat dinyatakan efektif sejak tangga1 

ditutupnya RUPS atau suatu tanggallain yang ditetapl<an oleh RUPS. Oleh karena 

itu penggantian anggota Direksi dan Komisaris buKan merupakan pengubahan 

anggarar, dasar ; 

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Penetapan No. 

2351Pdt.PI2001/PN.Jai<.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 pada halaman 6 alinea ke-4 

(empat dan halatnan 7 alinea ke~1 (satu) Hakim yang bersangkutan berpendapat 

bahwa perubahan susunan pengurus perseroan yakni penunjukan Oirektur baru 

dan pemberhentian Dfrektur lama perseroan, termasuk dalam perubahan 

anggaran ...... __ .... 
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anggaran dasar perseroan sehingga RUPS Luar Biasa Kedua yang dllaksanakan 

PT. ICI Paints Indonesia (Turut Terlawan) pada tanggal13 Agus!us 2001 dengan 

agenda pertamtl pengangkafan Direksi Perusahaan dan Kedua Penetentuan 

Tugas~tugas Direksi Perusahaan, menurut pendapat Hakim tersebut adalah 

merupakan RUPS Luar Biasa untuk merobah anggaran dasar Perseroan ; 

Sehingga oleh karenanya harus dihadiri oleh paling sediklt 4/5 dari jumlah modal 

yang telah dlkeluarkan (Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PT. ICI Paints 

Indonesia) atau paling sedikit dihadiri 2/3 (due per tiga) dari jum!ah modal yang 

dikeluarkan ofeh perseroan (Pasal75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Tert:-atas) dan o!eh karena RUPS luar Btasa Kedua PT. ICI Paints 

Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 dinyatakan tidak memenuhl kuorum dan 

bertentangan deng;an Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 

1995; 

Menimbang, bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa untuk 

pemberhentinn dan pengangkatan Direk\ur Perseroan te!ah diatur dalam pasal 80 

dan pas.al 95 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseraan Tet'batas dan Pasal 10 

Anggaran Dasa; Consolidated PT. ICI Paints Indonesia (vide buktl T-2,TT~2) yaitu 

ditenlukan dalam putusan RUPS PT. ICI P.aints Indonesia (Turut Tergugat) 

sedangkan perui.Jahan Anggaran Dasar telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 

18 Anggaran Oasar Perseroan Turut Terlawan, sehingga dengan demiklan RUPS 

Luar Blasa dengan agenda pembebasan Dfrektur Lama dan Pengangkatan 

Direktur Baru PT. fCI Paints Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13 

Agustus 2001 bukanlah merupakan RUPS Luar Biasa Perubahan Anggaran 

Oasar ; 

Menit11bang, bahwa RUPS luar Biasa yang ditentukan dalam 

Anggaran Dasar Perseroan {Pesal 14) tidak menentukan berapa jumlah kuorum 

yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan Turut Terlawan yang kedua, 

karena nanya ditentukan harus dihadiri o!eh 213 dari jumlah modal yang telah 

dikeluarkan oreh Perseroan (Pasar 14 ayat (5)) dengan demikian harLJS mengacu 

pacta pasal73 oya\ (5) UU No. 1 Tahun 1995; 

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlav;an yang 

dlselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda pembebasan 

Direktur Lama, dan mengangkat Direk!ur Baru jelas bukanlah RUPS dengan 

agenda Perobahan Anggaran Dasar, oleh karena itu RUPS Luar Biasa Kedua 

Turut .... 
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Turut Tetlswan tanggal 13 Agustus 2001 tersebut sejalan dan atau tidak 

bertentangan dengan pasal 73 Undang~Undang No, 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas yang mana pada pasal73 ayat (5) ditentukan bahwa "RUPS 

Kedua sebagaimana dlmaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambi! 

keputusan apabil3 dihafilri oleh pemegang saham yang mewakili paling sediklt 113 

(satu pertiga} hagian dari jum!ah seluruh saham dengan hak soara yang sah, 

karena Pelawan yang hadir pada waktu itu merupakan pemegang 55 % saham 

perseroan T urut 1 erlawan, maka RUPS Kedua tersebut telah memenuhi kuorum ; 

Menimbang, bahwa bsrdasarkan pertimbangan-pertimbangan terseblJt 

diatas, Maje!is berkesimpulan bahwa RUPS Luar Biasa Turut Terlawan {PT. lCI 

Paints indonesia) yang kedua tanggal 13 Agustus 2001 telah mamenuh kuorum 

sebagaimana disyaratkan dalam pasal73 ayat {5) UU No, 1 Tahun 1995; 

Men!mbang, bahwa oleh karena dalam Penetapan No. 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oklober 2001, .Ielah keliru menafsirken 

mengenai Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Turut Terlawan ke-2 

tanygal 13 Agustus 2001 dengan agenda Pembebasan Oirektur rama dan 

pengngkatan D1tektur Baru yang ditafsirkan sr;bagai RUPS Luar Biasa denga 

agenda PEROBAHAN ANGGARAN DASAR, sehingga akibatnya Ieiah ketiru pula 

menafsirkan secara yur!dis mengenai pasal dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan 

penerapan pasalnya yang seharusnya Pasal 73 ayat (5) menjadi Pasal 75 UU 

No, 1 Tahun 1995, demiklan pula yang seharusnya pasal 14 Anggaran Dasar 

menjad~ Pasal18 ayat (1) Anggaran Dasar Turut Terlawan; 

Menimi:lang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena 

RUPS Lu&r Biasfl Kedua Turut Terlawan bukanlah Perobahan Anggaran Dasar, 

maka RUPS Luar Biasa Kedua langgal.13 Agustus 2001 Turut Terlawan telah 

memenuhi kuorum dan dengan demikian Penetapan No. 235/PdtP/2001 tanggal 

4 Oktober 2001 o!eh ka!"ena didasarkan kepada pertimbangan yang keliru maka 

Penetapan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum; 

Menimbang, bah\'la bukti T-3, TI-3, T-4,TT-4 merupakan cup!ikan dari 

UU No, 1 Tahun 1995 khususnya mengenai pasal 71 sampai denga pasal78 dan 

pasal124 s/d pasal127 dianggap Ielah dipertimbangkan ; 

Menimbang ............ .. 
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Menimbang, bahwa bukti T-5,TI-5 adalah sama dengan bukti P-7 

yaitu Pooetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan RUPS Luar Biasa Kedua 

Turut Terlawan tanggal13 Aguslus 2001 dan telah pula dipertimbangkan; 

Me11imbang, bahwa dari bukli T-6,TT -6 adalah Putusan Sela 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249!Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 9 Juli 

2002, mengenai eksepsi absolut, dan bukti T-7, TI-7 adalah Putusan Sela 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 

Juli 2002 mengenai putusan provisi ; 

Menimbang, bahwa bukli T -B,TT-8, T-9,TT-9 merupakan 

pengumurnan pada sural kabar Media Indonesia tanggal 22 Juli 2002 dan pada 

harian Kompas tanggal 23 Juli 2002 ; 

Menimbang, bahwa bukti T-10,IT-10 sama dengan bukti P-10 adalah 

Buku II Pedorr.an Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cuplikan 

mengenai putu5an provisi ; 

.Menimbang, bahwa bukti T-11,IT-11 merupakan surat dari Direktorat 

Administrasi Hukum Umum tanggal 12 September 2001 No. C.UM.01.10.217 

ditujukan kepada lnderadi Kosim perihal keabsahal""l RUPS Perubahan Oireksi 

Perseroan yang menyatakan diantaranya adalah : 

- Butir 2. 

- Butir 4.b. 

Bahwa penyelenggaraan RUPS harus sesuai ketentuan pasal 73 

dan ketentuan pasal74 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1995; 

Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Undang­

Undang No. 1 Tahun 1995 didalam Anggaran Dasar Perseroan 

yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka berdasarkan 

l<elentuan pasal 125 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, 

yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1995' 

- Bahwa ... 
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M Butir 4.c. Bahwa RUPS yang dise!enggarakan pada tangga! 13 Agustus 

2001 sebagaimana Notulen rapat yang saudara lampirkan dalam 

surat saudara terse but dlatas, sudah sesual dengan ketentua n 

pasa! 68, pasal 69, pasa! 73 dan pasal 74 UndangwUndang No. 1 

lahun 1995; 

Mnnim:Jang, bahwa bukti T-12,TT-12 sama dengan bukti P-11 yakni 

Sura! Kej~ksaan Agung Rl tanggal 19 Nopember 2001 No, 8·208/G/Gpk. 11 

1112001 perihaf penyelesaian masalah yang dlhadapi PT. ICI Paints Indonesia 

ditujukan kepada Diraksl PT. ICI Paints rndonesia telah menjelaskan bahwa RUPS 

kedua yang diselenggarakan oJeh PT. ICI Patnts Indonesia tanggal 13 Agustus 

2001 sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995 secara hukum 

merupakan RUPS yang sah ; 

Menimbang, bahwa dari bukti T-13,TT~13, adatah UU No. 35 Tahun 

1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tontang 

Ketentuan~Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ; 

Menimbang, bahwa bukti T-14,TT-14 adalah Shareholders Agreement 

PT ICI Paints indonesia tanggaf 9 Januari 1991 Akta No. 5 dibuat dihadapan Ny. 

Susana Zakarla, SH Notaris di Jakarta sama dengan bukli P-20 ; 

Me.nlmbang, bahwa oleh karena RUPS Luar B!asa Kedua Turut 

Terlawan tangga! 13 Agustus 2001 telah memenuhi kuorum dan sesuai dengan 

Pasal 73 a~at (5) UU No 1 Tahun 1995, maka RUPS Lu~r Blasa tersebut sah dan 

mengikat Pe!awar: dan Terlawan, dengan demikian petitum ke-3 per!awanan 

Pelawan harus dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua perlawanan, oleh karena 

RUPS Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan sesuai dengan 

pasal 73 UU i\fo. 1 Tahun 1995, maka Pelawan telah dapat membukt!l<an 

perlawanannya dan menurut hemat Pengadilan Negeri Pelawan harus dinyatakan 

Pelawan yang b3Jk. dengan demikian petitvm kedua perlawanan Pelawan patut 

untuk dfkabuU\an ; 

Menimbang ..... "" ...... . 
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Me-nimbang, bahwa mengenai petilum ke-.4, oleh karena Shareholders 

Agreement trmggal9 Januari 1991 merupakan PerjanDian Para Pemegang Saham 

yang dibuat dihadapan Pejabat yang ditunjuk dan diar.gkat pemerintah yakni 

Notaris, maka Akta No. 5 tertanggal 9 Januari 1991 Perjanjian Para Pemegang 

Saham PT. ICI Paints Indonesia, maka pe:rjanjian tersebut sah dan mengikat bagi 

Pelawan dan Tarlawan, dengan demikian petitum ke-4 patut untuk dikabulkan ; 

Me;,imbang, bahwa mengenai susunan Dirksi PT. ICI Paints 

lndonesiaffurut T~rlawan te!ah diatur dalam pasa! 10 Anggaran Dasar Perseman 

PT. ICI Paints Indonesia, terd!ri dari lima (5) anggota dan paling sedfkit 3 {tfga) 

anggota, apabila Oireksi terdtri dari 5 (lima) anggota, Imperial Chemical Industries 

PLC akan mencalcnkan 3 (tiga) orang dan PT. Dwi Satrya Utama akan 

mencalonkan dua ( 2 ) orang. Jika terdiri darl 3 (tiga) anggoota, make Imperial 

Chemical lndu$.tries PLC akan mencalonkan dua ( 2 ) orang dan PT. Dwll Satrya 

Utama akan mencalonkan satu ( 1 ) orang, dengan demikian pe:titum ke-5 patut 

untuk d!kabulkan ; 

Menimbang, bahwa oreh karena Penetapan Pengadi!an Neger\ 

Jakarta Selalan 1\:o. 235/Pdi.P/2001/PN.Jak.Sel. langgal 4 Oktober 2001 keliru 

dalam mena.fsirkan RUPS Luar Biasa dengan agenda pembebasan Direktur dan 

pengangkatan Direktur yang dita1sirkan sebagai RUPS Luar Biasa dengan agenda 

PEROBAHAN ANGGARAN OASAR, maka RUPS Luar Biasa KeduaTurul 

Ter!awan tanggal 13 Agustus 2001 yang san dan memenuhl kuorum, sehingga 

sesuai dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas, maka Penatapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. langgal 4 Oktober 

2001, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demiktan 

petitum ke~6 sepanjang menyatakan penetapan dimaksud batal demi hukum dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mengacu pada potltum ex aequo et 

bono maka petitum ke~6 dikabu!kan dengan merubal1 kata membatalkan dengan 

menyatakan batal demi hukum Penetapan aquo dam hal tersebut menurut hemat 

Majefis tidak sebagai hal yang berlebihan : 

Menimbang, bahwa mengenai petitum perlawanan yang mohon agar 

putusan ini dapa~ dilaksanakan terleb!h dahulu walaupun ada verzet, banding 

maupun kasasi (ultvoerbaar bij voorraad) Majelis mempertimbangkannya sebagai 

berikut : 

- Bahwa ......... " 
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Baowe Ieiah rerbukti bahwa Penetapan No. 235/f'dt.P/2001/PN.Jak.Set 

tanggal 4 Oktober 2001 batal dami hukum dan tldak mempunyai kekuatan 

hukum, maka parubahan-perubahan sebagaimana diterapkan pada Turut 

Terl<7.!wan yang mengacu pada Penetapan No. 235!Pdt.P/2001/PN.Jak.SeL 

haruslah dibatalkan dan susunan Direksi harus menga:cu pada Keputusan 

RUPS Kedua Turul Terlawan tanggal13 Agustus 2001 ; 

Bahwa Pelawan telah mengajukan buk1i~buktl yang othentik sehingga sejalan 

dengan bunyl Pasal180 HlR dan Surat Edaran Mahkamah Agung R!; 

~lenimbang, bahwa berdasarkan· apa yang dipertimbangkan diatas 

perlawanan Pelawan telah memanuhi syarat Pasal 180 HIR sehingga Majelis 

berkeslmpulan bahwa petitum ke-7 patut untuk dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diberi tanda P~9. 

P-13, P-14, P·15, P-16, P-17, P-24, P-25, P-26 s/d P-39, oleh karena berupa toto 

copy dan tidak releva.n diajukan sebagai bukti maka buktl surat tersebut tidak 

dipertimbangkan dan dikesamplngkan ; 

Me:-~imbang, bahwa oleh karena Pe!awan telah berhasil membuktikan 

perlawanannya make terhadap Turui Terlawan harus pula tunduk pada lsi putusan 

lni: 

Menimbaog, bahwa oleh karena Terlawan berada pada pihak yang 

kalah, maka biay£l yang timbul dalam perkara ini dlbebankan kepada Terfawan 

yng sampai kir.i ditaksir sebesar Rp. 389.000,~ (tlga ratus delapan puluh sembllan 

rlbu rupiah) ; 

MBnimbang, bahwa o!eh kan9na Pelawan adalah Pelawan yang baik 

dan dapat membuktikan perlawanannya, make. terhadap Putusan Provisi yang 

dijatuhkan pada tanggal 16 Juli 2002 No. 2491Pdt.G/20021PN.Jak Sel. menurut 

hemat Majelis r.aruslah dipertahankan ; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang~Undang dan ketentuan 

lainnya yang bersqngkutan : 

MENGADILI .............. . 
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MENGADILI 

DALAM PROVISI 

Mengabulkan dan mengualkan Putusan Provisi No. 

249/Pd!.G/2002/PN.Jak.Sal. tanggal16 Juli 2002; 

DALAM EKSEPSt : 

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk se!uruhnya , 

2. Menyatakan sebagai huk:um Pelawan actalah Pelawan yang balk; 

3. Menyatakan bahwa RUPS Luar 'Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 

Agustus 2001 sah dan menglkat Pelawan dan Tertawan karena sudah sesuai 

dengan ketentuan da!am Anggaran Dasar Turut Ter!awan dan ketentuan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995; 

4. Menyatakan Shareholders Agreement 1anggal9 Januari 1991 adalah sah dan 

mengikat Pelawan dan Terlawan ; 

5. Menyatakan bahwa susunan Oireksi PT. LC.L Paints lndones1a (Turut 

Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Angga('tm Dasar Turut Terlawan, 

terdJri dari 5 ~lima) orang, 3 {tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh ICI 

Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dart PT. Dwi Satrya 

Utama {Terlawan); 

6. Menyatakan Penetapan Pengadllan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/f'dtP/2001/PN.Jak.Sal. tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan 

Udak me:npunyai kekuatan hukum ; 

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan ter!eblh dahulu 

wa!aupun aria verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; 
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8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan 1nl; 

9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang tlmbu! dalam perkara ini 

yang sampa1 kini dltaksir sebesar Rp. 383,000,~ (tiga ratus defapan puluh 

se:mbilan rit'lu rupiah) ; 

Oemikianlah diputuskan delam Rapat Parmusyaweratan Majells 

Hakim Pen£adilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Sf$-LASA, tanggaf 1Z 

Sagtember 2002., oleh kami: SYAMSUL ALl, SH. selaku Hakim Ketua Majells, 

dengan didaml'ingi HESMU PURWANTO, SH. dan EFFENDI, SH. masing­

masing sebagai Hakim Anggo!a, Putusan mana <liucapkan pada hari : K A M 1 S, 

tanggal 19 September 2002 daJam persidangan yang tarbuka untuk umu~ oleh 

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olah Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH. 

Pan!tera Pengganu serta dihadiri ofeh Kuasa Pelawan, Kuasa Ter!awan dan Turut 

Terlawan; 

HAKIM ANGGl"TA. HAI)IM ~ETUA MAJEUS, 

PAN~ PENGG>I\NTI, 

NY. UUESIDJUANINGSIH, SH. 

Biaya-blaya : 

Administrasi Rp. 50.000,· 
Meterai Rp. 6.000,· 
Redaksi Rp. 3.000,· 
Panggilar . --· _R!JJP"--"!33~0!".00"'."!0"',­
Jumlah Rp 389 000,-
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PUIUSAN 
Nomor : 50/PDT/'2003/PT.DKI. 

l UN I UK UlNAS.. I 

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadllan Tinggl Jakarta, yang memerlksa dan mengadili 

peti<ara-perl\ara perdata dalam tlngkat banding telah menjatuhkan 

putuson sebagai beriKut dalam pert<ara antara : 

'1'. PT. OWl SATRYA UTAMA. 

Beralamat di Tifa Bllilding, Lantal 5 & 1 I JJ.Kuningan 

Barat . 26, Jal\a1ta Selatan, Dalam hal ini diwal\ili 

kuasanya 1.RUFINUS HOTMAULANA, SH.,MM. 

2.TARTIB, SH. 3.JUSUF SILETIY, SH. 4.ELEN 

HOTMARIA,SH. 5.LILIK BINTORO TP. SH,IvllvL 

. _ Peng<~cara-Pengacara pada L£1W Offices Ruftnus 
p-;~;t-.; r 

f!:.'"<:.l'.,. t~;c" lmaulana & Pmtners, (RHH law Offices) beralamat 

~~~ · I> isma Ko<lel, Lantal13, JLH.R.Rasuna Said Kav. 6-4, 

, u ngan, Jal\alta 12920, IJerdasarKan sural kuasa 
jl -::dQI~1 

~t'"""' , 1sus teltang(lal 23 September 2002. Selan;utnya 
J\,.:~>.O..A 
~ disebut PEMBANOIN<3 I semula TERLAWAN; 

,/2. PT. J.C.I PAINTS INDONESIA 

Beralamat di Tifa Building, Lantai 4 JI.Kuningan Barat 

26, Jakarta 12710, Dalam hal ini diwakili kuasanya 

1.RUFINUS HOTMAULANA, SH.,MM 2.TARTIB, SH. 

3.JUSUF SILETIY, SH. 4.ELEN HOTMARIA,SH. ,. 
5.LILIK BJNTORO TP, SH,MM. Pengacara-Pengacara 

pacla Law Offices Rufinus Hotmaulana & Pa1tners, 

(RHH Law Offices) beralamal di Wisma Kodel, Lantai S, 

JI.H.R.Rasuna Said Kav. 8-4, Kuningan, Jakarta 

·12920, berdasarkan sura! kuasa khusus te1tanggal 23 
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September 2002, Selanjutnya diseilut PEMBANDING II 

senmla TURUT TERLAWAN; 

LAW AN 

./ I.C L OMICRON BV 

Suatu Perusallaan yang didirillan dan tunclull pada Hukum 

eetan<la, yang dalam hal ini dlwallili <tan memilih domisili 

Hullum pada Kantor KuasB Hukumnya LDR.YUSRON 

IHZA, LL.M. 2.ZULFADLI,SH. 3.MUSFAD!LLAH DAULAY, 

SH, LL.M. 4.MIFTAHUV -HILMI, SH. 5.1NAYAHTUtLAH 

ABO, HASYIM, LL.B., LL.M. 6 HARRIET RIENTUANI 

LUBIS, SH. 7.RIZKY ABOURACHMAN ADIWILAGA, SH. 

8 OKTARIDO FERNANDO HARAHAP,SH., LL.M. Advokat 

""'c"',=""'r"'," an Konsultan Hullum pada kantor IHZA &IHZA Law Fill11. 
Q\ ...... 

.,o• 
0 

kantor di Citra Graha Building, lantai 10. JI.Jend. Gatot 

'" ~ , ll oto 35-.36 Jakarta ·12950, berdasarkan sural kuasa 2·1 

et 2002, selanjutnya diseiJul TERBANOING semuta 

NGGUf'lAT - ' 

Penga<lilan llnggi terseiJut; 

Te!al1 membaca berkas perkara tersebut clan surat-sur~t 

!?.in yan~1 ~)erhuhun9a11 denga11 perkara ini; 

TENTANG DUDUKNYA PERI~ARA: 

MemperllaUkan clan meni}.lima keadaan-k.eadaan mengenai 

dudulmy& pe1 kara inl, seperti te1tera datam salinan putusan Sela 

tr.ompetensi absotut) Pen(!aclilan Negen Jakorla Setatan, tanggat 9 

Juli 2002. No.2491Pdt.GI2002/PN.Jak.Sel. dalam perkara antara 

kedua betah pil1ak yang amarnya berbunyi seMgai berikul; 
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OALI'.M EKSEPSI : 

I. Menolal\ eksepsi Terlawan dan Tl!lllt Terlawan berkenaan 

den~an Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakatta 

S0latan: 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang 

untuk memeriksa dan mell\Jadili Perkara A quo; 

3. Memenntahkan kedua belas pihak untuk melanjutkan 

pemerikSaan perkara; 

4. Menanggullkan biaya perkara hingga putusan akhir; 
. ' 

Menimbang, bahwa menu111t Risalah Pernyataan 

--== 

Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2002, No.249/PDT.GI 

7.002/PN.JAK.SEL. Yang dibuat olell RAMADHAN RIZAL,SH 

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang meneran[lkan 

1a Pembancling I dan II semula Terlawan dan Tu111t Tel'lawan 

;2::;;:::;,~~ 1engajukan permohonan banding terhadap pu!usan Seta 
• o 1p tensi absolu!) Pengaclilan Negeri Jakarta Selatan, langgal 9 

2, No.249/PdLG/20021PN.Jak.SeL 

Menimbang, bal1wa Pembanding I dan II semula Tertawan 

dan Turut Terlawan telal1 mengajukan memorl banding terhadap 

putus"n Sela (kompetensl absolut), tertanggal 20 Juli 2002, yang 

dit.arima diKepanileraan Pengaclilan Negeri JaKarta Selalan pada 

tanggal 8 Oktober 2002; 

Menimbang, llahwa Permohonan banding dan memori 

banding terhadap putusan Sela (kompetensi absolut) yang diajukan 

oleh Pembanding I dan II semula Tet1awan dan Turut Terlawan 

tersebul tela~ dibetital1lll\an dan' diseral11\an kepada Terbanding 

semula Pelawan nada tan~;gal12 Nopember 2002; 
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Memperhatlkan dan menerima pula 1\eodaan-1\eadaan 

mengenai duduknya tJerl\ara lni, sejJetti te1tera dalam salinan 

putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal i 6 Jull 

2002. No.249/PdtGI2002/PN.Jak.Sel. dalam perllara antara kedua 

belah pillok yang amatnya berbtlnyi sebagai berikltt; 

Se!Jelum menjatuhKan putusan akhir : 

DALAM PROVISI : 
•• 

1. Mengabulkan gugat Provisl Pelawan sebahagian; 

2. Menghukum Terlawan untuk menghentikan perbuatan-

per~uatan apapun yang menggunakan Penetapan 

No.235/PdLP/2001/PN.JakSel. tang~ral 4 Oktober 2001 sebagal 
' 

alasan, tennasuK pemblokiran rekening Tumt Terlawan di Bank­

Bank, dan mengembalikan susunan Pengurus Turut Terlawan 
ol\.."-1¥ ' 

~~.,.. 11-..- alam keadaan sebelum adanya Penetapan No.235/PdL 

•"' " 2001/PN.Jak.Sel. yailu mereka yang <lilunjuk oleh RUPS 

rut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001, sampal tlengan 

danya Putusan PokOk dalam perkara a quo; 

Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan akhir: 

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan 

Permononan Banding tertanggal 2c· Juli 2002, No.249fPDT.G/ 

2002/PN JAK.SEL. Yang dibuat oleh RAMADHAN RIZAL,SH. 

Panitera Pengadllan Negerl Jakarta Selatan. Yang menerangkan 

bahwa Pembanding I dan II sen11rla Tet1awan dan Tu11~ Terlawan 

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Provisi 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal ·16 Juli 2002, 

No .249/Pdt. G/2002/PN. Jak.Sel. 

Menimllang, bahwa Pembanding I 9an II semt~la Terlawan 

dan Turut Terlawan telah mengajukan memorl banding terhadap 

putusan Provisi, tertanggal 26 Juli 2002, yang diterima 
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clil\eponlteraan Pengadilan Negeri Jakar1a Selatan pacta langgal 8 

OkloiJer 2002; 

!VIenimbang, bahwa Permohomm banding dan memort 

IJandin,: lerllaclap putusan Provisi yang diajllkan oleil Pembancling I 

:ian II semula Terlawan dan Turut Terlawan teflleilut telah 

dibentahul\an clan diserahkan kepada Terban<ling semula Pelawan 

pacia tanggal12 NopemiJer 2002; 

,.,• ,,-} 

Serta mempelilatikan dan menerima keadaan-keadaan 

mengenai duduknya perkara ini, seperti ter1era dalam salinan 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 September 

2002, No.249/Pdt.G/20021P~Uak.Sel. dalam perK~ra antara IIMua 

belah pihak yang arnamya berbunyl sebagai berikut; 

M PROVISI: 

r,gabulkan clan menguatl\an Putusan Provisi 
* \_~~~y N 249/PdLGI20021PN.Jak.SeL tangtral 15 Juli 2002; 

- Menolak Eksepsi Tertawan dan Tumt Terlawan; 

DALAM POKOK PERKARA : 

i. ~·te.tgabulkan pertawanan Pelawan untuk selutuhnya; 

2. Menyotal(an sebagal hukum Pelawan a(lalah Pelawan yang 

baik; 

3. lvlenyatal<art bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Tumt Terlawon 

tanggal 13 Agustus 2001 ~ah dan mengikat Pelawan dan 

Terlawan xarena suctah sesual den~an ketentuan dalam 

Anggaran Dasar Tunr! Terlawan dan Ketentuan Undang­

Undang No.1 Tahun1995; 

"·· lvlenyatallan Sllarenolders Agreement tanggal 9 Januari 1991 

ad~lah sah dan mengikat PelaiNan dan Terlawan: .. 
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5. Menyatakan bal1wa susunan Oirel\sl PT. I.C.I. Paints Indonesia 

(Turut Teflawan) sebagaimana dimaiiSud di dalam Anggaran 

Dasar Turut Ter!awan, terdiri dart 5 (lima) orang, 3 (liga) orang 

diantaranya harus dicalonl<.an oleh ICI Omicron BV (Pelawan) 

dan 2 (dua) orang dicalonkan da•i PT.Dwi Satrya Utama 

(Terlawan); 

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negerl Jakarta Selatan 

No.D51PdLP120011PN.JaK.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 batal 

demi 11ukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; ., 

7. Menyatakan bahwa putusan d~lam perkara ini dapat dijalankan 

terlebil'' dallulu walaupun ada verzet, !landing maupun Kasasi 

(uitvoerbaar bij voorraad); 

a. Mongl1ukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan inl; 

A'<=~,_JMenghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul 
o>LAN 

.,"" >, m perkara inl yang sampal klnl dltaiiSir sebesar 

"' "' ~ . 89.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); 

>;Jenllnbang, bahwa menut11t Rlsalah Pernyataan 
J~I(J."''f .. , 

__ ,. '.nnollonan Banding tertanggal ·1 Oktober 2002, No.2491PDT.G/ 

2002/PN.JAK.SEL. Yang dibuat olell RAMADHAN RIZAL,SH. 

Panitera Pengadilan Nege1i Jakarta Selatan. Yang menerangkan 

ballwa Pembandlng I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan 

Ielah mengajukan permohonan IJanding terl1adap putusan 

PengadJion Ne,reri Jakarta Selatan, tanggal 19 September 2002, 

No, 24 9/P<IL G/2002/PN .Jak. Sol. 

Menimbang, IJol1wa Pemban<ling I <ian II senmla Terlawan 

dan Turut Tedawan telah mengajukan memo1i banctlng tertangg<ll 

H Oklober 2002, yang diterima ctikel>anlteraan Pengadilan Ne,Jerl 

Jakarta Salatan. pacta tanggal 7 Nopember 2002, 

1111eoimllan£L bahwa Pennohonan llanding dan rnemori 

l;allding Y<~llg dlajuv,an oleh Pemllanding I dan II semula Terlawan 
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dan Turut Ter;lawan lelah dlberitai1Ukan dan dlseranllan kepada 

T erbanding semula Pelawan pada tanggal 12 Nopember 2002; 

Menlmbang, bahwa Terbanding semula telah menga)ukan 

1\ontra rr.emoli banding tertanggal 26 Nopember 2002, yang 

cliterima dikepaniteraan Pengaclilan Negeri Jakarta Selatan pacta 

tanggal H Oesember 2002; 

TENTANG PERTIMBANGI\cN HUKUMNYA; 
~;· -1 

Menlmbang, bahwa permohonan banding terl1adap putusan 

sela (kompetensi a!Jsolut), putusan Pro'lisi dan pollok perkara clarl 

Pembanding I dan II semula T6r1awan dan Tufllt Teriawan tersebut 

~="""'cliajukan datJm tenggang waktu dan dengan cam serta telah 

~:=;~~Q 1enuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan Undang-Undang, 

permollonan banding tersebut dapat diterima; 

Menli11bang, ballwa Pengaclilan Tinggi setelah memeriksa 

"""'~~-" mempelajari clengan seksama berl<as perkara tersebut, yang 

tNdiri dar: berita acara sidang peraclilan tingka! pertama, sural­

sural bul<ri dan surnt-surat lainnya yang berhubungan dengan 

pe.rkara im yang cliajukan oleh ke.clua belah pi11ak, salinan resmi 

putusan Sela (kompetensi abso~rt) tall[lgal 9 Juli 2002. putusan 

provisi tan(l[lal 16 Juli 2002 clan putusan Pengadilan r-Jegeri Ja!<ar1a 

Sel~tan tanggal 19 · Septemller 2002, No.2491P<ILGI2GG2J 

PN.Jalc.Sel. serta Memori Banding yang cliajukan oleh Pembanding 

! dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan dan Kontra Memori 

Bam!uog yang clia1ukan olell Terbanding semula Pelawan, maka 

Pengadil:ln Til1fl[li berpendapat bahwa segala alasan dan 

lle<1iml:angan hukum Majelis Hakim Per!ama suc1a11 tepa! dan 

llenar mcnurlrt hukutn. Oleh karenanya segala alasan dan 

pertitnb8ngan 11ukum Hakim Pertama tersebut diambil allh dan 
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dijaclikan pettimbangannya sendili dalam memutus dan mengadili 

perkara ini dalam Ungkat banding; 

Menimllang, ballwa mengenai Memori Banding - Memori 

Banding yang diajukan olell Pembanding I dan II semula T~rlawan 

dan l'urut Terlawan tersebut tidal< ada llal-hal baru yang dapat 

melemahkan plltllsan Sela (kornpetensi aiJsolut) tanggal 9 Juli 

2002. plitusan provisi tanggal 16 Juli 2002 dan putusan Pengaclilan 

Negeri Jakarta Setatan tanggal 19 September 2002, 

No.2491Pdt.GI20021 PN.Jak.Sef> yang dimohonkan bw1cling, oleh 

1\<lrellanya pulusan-putusan A quo tersetlltt harus dikualt<.an: 

Menimbang, ballwa oleh Karena Pembanding I dan II 

semula Terlawan clan Turut Terlawan berada dipihak yang kalah, 

.&"'C"":"'l!!!' untuk membayar biaya perkara 

MENGADill; 

Mene:·ima permohonan banding dari Pembanding 1 dan 11 

semula Terlawan dan Turut Terlawan; 

Men"uatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

tanggal 19 September 2002, No.2491Pdt.Gf20021PN.Jak.Sel. 

yang dimollonkan banding tersellut; 

r~enghukum Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut 

T erlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat 

peradilan, yang dalam lingkat banding ditetapkan sebesar 
' R.p ·150.000.- (seratus lima pulull ribu rupiah); 
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ClemiKianlah diputuskan dalam rapat pennusyawaratan 

Majelis Hakim Pengaclilan Tinggi Jakatta, pada 11a1i: K,A.MIS, 

lang[lal 10 Juli 2003, olel1 kami M.RIDWAN NASUTION,SH. Kelua 

Pen(taclilan Tinggi Jakatt«, selaku Ketua Majelis, I GDE KETlJT 

SUKI\RI\TA,SH. dan SOEPARNO,SH. Haltim-Hal\im Tinggi 

Pe.ngaclilan Tin[lgi Jakal1a, masing-~asin(l selaku Hakin\ Anggota, 

yan[l t;erdasarkan Sural Pe.netatJan Ketua Pengadilan T!nggi 

JaY.arta tang£tal 6 Maret 2003. Nomor: 102/Pen/200310501 

P•jiJ2003/PT.DKL Ielah dilutl)llk untuk memeriksa darr•menttadili 

peffiara ini <lalam tingkat llanding, dan putusan mana diucapl\an 

oJeil Hakim Ketua Mojelis \ersebul clalam si<lann te<iluka unll!l< 

umum pac!a harl itu juga, de.ngan diclamplngi olell Haklrn-Hakim 

Angrtota lersebut se11a diilantu olell ISARAEL SITUMEANG, SH. 

Panitera Pe.nm!anti pac!o Pen£!adll<m Tingg! tersehut, nkan tetapi 

ticlak clilladiri oleh kedua l>elall pillak yang berperkara.-

HI\1\IM "111\KIM 1\NGGOlll, KETUII MIIJCLIS HAI<IM, 

~· 
', ~I<ETUT SUl<ARAT A.SH. M. RIDWAN NASUTION,SH. 

·~; SOEPARNO, SH. 

Panitera Pengganti, 

~~:~~,. ~ ISARAEL SITUMEANG,SH. 

ANG ACHMAO. Sli, Mfl. 
NIP: 040011872 
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